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Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam memastikan sebuah program mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai implementasi PKH berdasarkan indikator teori George Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menelaah dampaknya terhadap lima tujuan utama PKH, yaitu peningkatan taraf hidup KPM, pengurangan beban ekonomi, perubahan perilaku, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, serta pengenalan produk keuangan formal.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat baik yang layak terdaftar maupun layak tidak terdaftar. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan akses pendidikan melalui bantuan biaya sekolah dan menekan angka putus sekolah, meningkatkan akses kesehatan melalui pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita, serta meringankan beban pengeluaran keluarga miskin melalui transfer tunai bersyarat. Selain itu, PKH juga mulai mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian.
Namun, terdapat beberapa hambatan implementasi, antara lain kurangnya sosialisasi yang menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, keterbatasan jumlah pendamping sehingga pengawasan tidak merata, disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya responsif, serta lemahnya pemutakhiran data yang mengakibatkan penerima tidak tepat sasaran. Aspek pengenalan produk dan layanan keuangan formal juga masih belum optimal.
Kesimpulannya, implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan KPM, tetapi belum berjalan maksimal. Perbaikan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, peneguhan komitmen pelaksana, serta penguatan sistem birokrasi dan verifikasi data diperlukan agar tujuan PKH tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.
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BAB I
 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.
Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunya kondisi perekonomian di negara indonesia. Pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan masyarakat mengalami perubahan.
Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuanya, serta mengatur dalam permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Yang mana tercermin didalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea IV, yang menyebutkan: 
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Menanggapi permasalahan rumit ini, pemerintah mengeluarkan program yang di tujukan untuk membantu mengurangi berbagai permasalahan sosial khususnya masalah kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan berbasis sistem sosial, bantuan kemiskinan, hingga bantuan dalam pemberdayaan dan dukungan dalam perkembangan usaha kecil di masyarakat. Salah satu program pemerintah yang berbasis sistem sosial yang di peruntukan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga masyarakat kurang mampu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kementrian sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin di Indonesia.
Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) diatur oleh beberapa landasan hukum yang penting, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 menekankan pentingnya program pembangunan yang berkeadilan, Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 menggarisbawahi perlunya transparansi dalam penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin yang menjadi peserta PKH. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan (Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan 2015). 
Tujuan dari program keluarga harapan (PKH) dalam Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 (Kemensos Program Keluarga Harapan 2018) sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTKS atau DTSEN adalah yang meliputi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berikut Mekanisme pendaftaran (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di bawah ini :
Tabel I.1
Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
	No
	Keterangan

	1
	Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. 

	2
	Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru

	3
	Musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list 

	4
	Pre-List akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan veri-fikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. 

	5
	Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS 

	6
	File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan im-por data ke dalam aplikasi SIKS online. 

	7
	Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota. 

	8
	Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. 

	9
	Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifi-kasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel 

	10
	Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks. kemen-sos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat. 


Sumber Data : Kantor Desa Sukarjo Mesim 2025
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan di antaranya:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan dan Kartu Keluarga (KK)
3. Keluarga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
4. Tidak menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan semisalnya
5. Tidak termasuk dalam kategori anggota TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Memiliki anggota keluarga prioritas yaitu ibu hamil, balita, anak sekolah penyandang disabilitas, atau lanjut usia
Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 5 Terdapat 3 komponen dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pertama, kriteria komponen kesehatan mencakup ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai 6 tahun. Kedua, untuk komponen pendidikan, kriteria meliputi anak yang terdaftar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, serta sekolah menengah atas atau madrasah aliyah.
 Selain itu, anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun juga termasuk dalam kriteria ini. Ketiga, kriteria komponen kesejahteraan sosial mencakup lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas, dengan prioritas diberikan kepada penyandang disabilitas berat (Kemensos Program Keluarga Harapan 2018).
Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat, mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH. peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH (Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin 2021).
Pengaduan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkalis merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait pelaksanaan program. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Saluran pengaduan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan layanan sosial, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan. Pengaduan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dengan merujuk pada pedoman dan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2024).
Hak Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Pasal 6, Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan : 
a. Bantuan Sosial PKH
b. Pendampingan PKH
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sedangkan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Pasal 7 sebagai berikut : 
a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Pasal 8 menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
1. Kewajiban Kesehatan
Keluarga penerima manfaat diwajibkan untuk:
a. Ibu Hamil/Nifas: Memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau kepada petugas kesehatan di desa.
b. Ibu Menyusui: Memeriksakan kesehatan dan memberikan ASI eksklusif.
c. Bayi dan Balita: Memeriksakan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan atau melalui kader kesehatan di desa.

2. Kewajiban Pendidikan
Keluarga harus memastikan anak-anak mereka:
a. Mengikuti kegiatan belajar di berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum, sekolah kampung, pesantren, dan kursus, untuk anak usia wajib belajar selama 12 tahun.
3. Kewajiban Kesejahteraan Sosial
Keluarga diwajibkan untuk:
a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan merawat kesehatan anggota keluarga lanjut usia (60 tahun ke atas) setidaknya sekali dalam setahun.
b. Meminta tenaga kesehatan untuk memeriksa kesehatan dan memberikan perawatan bagi penyandang disabilitas berat, termasuk pengupayaan makanan bergizi.
Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi. Sanksi dimaksud berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH (Kemensos Program Keluarga Harapan 2018). Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini diberikan kartu peserta yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti kepesertaan dan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah nama perempuan dewasa seperti nama ibu, nenek, dan anak perempuan dewasa yang ada dalam keluarga, dan kartu tersebut dibawa setiap kali menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut ini Gambar I.1 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): 
Gambar I.1.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS):
[image: ]
Sumber Data : Penelitian Penulis Tahun 2025
Pelaksana PKH daerah terdiri atas pelaksana PKH daerah provinsi, pelaksana PKH daerah kabupaten/kota, dan pelaksana PKH kecamatan (Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin 2021).
Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih banyak terdapat masyarakat miskin terutama di Desa Sukarjo Mesim. Desa Sukarjo Mesim memiliki luas wilayah 60.000 M2 dan memiliki jumlah penduduk 2.157 jiwa atau 622 Kepala Keluarga, dengan jumlah laki-laki 1.113 jiwa dan jumlah perempuan 1.044 jiwa. 
Pemerintah daerah mengidentifikasi bahwa masih terdapat masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu di Desa Sukarjo Mesim. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menjadikan Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu lokasi penerima bantuan langsung bersyarat. Pada penyalurah tahap pertama tahun 2025, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan di Desa Sukarjo Mesim sebanyak 167 KPM. Berikut Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Sukarjo Mesim berdasarkan Dusun dapat dilihat pada I.2:
Tabel I.2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Sukarjo Mesim Berdasarkan Jumlah Dusun
	No
	Dusun
	Jumlah

	1
	Sungai Mesim I
	35

	2
	Sungai Mesim II	
	42

	3
	Parit Gelam
	50

	4
	Teluk Kumbang
	40

	Total
	167 KPM


Sumber Data : Pendamping PKH Desa Sukarjo Mesim 2025 
Berdasarkan Table I.2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah KPM PKH Pada Desa Sukarjo Mesim paling banyak berada di Dusun Parit Gelam dengan jumlah 50 KPM, diikuti oleh Dusun Sungai Mesim II dengan 42 KPM, kemudian Dusun Teluk Kumbang dengan 40 KPM, dan paling sedikit adalah Dusun Sungai Mesim I dengan 35 KPM.
Kriteria masyarakat penerima PKH di Desa Sukarjo Mesim sebagai berikut :
1. 	Kriteria komponen kesehatan
- 	Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan
-	Anak usia 0-6 tahun, maksimal 2 anak
2. 	Kriteria komponen pendidikan
- 	Anak sekolah dasar (SD) atau sederajat
- 	Anak sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat
- 	Anak sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
- 	Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. 	Kriteria komponen kesejahteraan sosial
- 	Usia lanjut 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
- 	Penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
Penyebab dicoretnya nama dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH meliputi beberapa faktor utama. Pertama, penerima yang mengalami peningkatan kesejahteraan dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin akan dikeluarkan. Kedua, data yang tidak valid atau ketidaksesuaian antara Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) dan data kependudukan juga menjadi alasan pencoretan.
Selain itu, penerima yang tidak memenuhi kriteria program, seperti anak yang telah lulus sekolah, akan kehilangan bantuan. Jika alamat penerima tidak ditemukan atau penerima telah meninggal, nama mereka juga akan dicoret. Terakhir, beberapa penerima mungkin memilih untuk mengundurkan diri dari program (Maksum Rangkuti 2025).
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan tenaga pendamping atau pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), Di Desa Sukarjo Mesim terdapat 1 orang tenaga pendamping yang direkrut dan ditetapkan oleh Direktur  yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten. 
Adapun tugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu :
1. Menyusun rencana kerja di wilayah dampingan;
2. Melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH dan RST kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, KPM PKH, KPM RST, dan masyarakat umum;
3. Melakukan pemetaan dan fasilitasi kelompok KPM ΡΚΗ berdasarkan kedekatan geografis dan potensi sumber daya;
4. Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi verifikasi validasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, pertemuan bulanan P2K2, pemutakhiran data, dan graduasi KPM;
5. Melaksanakan proses bisnis RST yang meliputi asesmen calon penerima manfaat, pendampingan pencairan bantuan sosial, pemantauan penggunaan dana bantuan, dan penyelesaian administrasi keuangan;
6. Melakukan edukasi penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan kepada KPM PKH serta memastikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan diterima, disimpan, dan ditransaksikan langsung oleh KPM;
7. Melakukan edukasi dan sosialisasi pencairan dana bantuan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia;
8. Melakukan fasilitasi KPM PKH untuk memperoleh bantuan program komplementer seperti Program Sembako, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan bantuan subsidi lainnya;
9. Melakukan pendampingan, mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang mandiri, dan produktif;
10. Melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH dan RST di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan laporan kerja harian melalui tools yang ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial yang disetujui oleh Koordinator secara berjenjang;
12. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial melalui Direktur jaminan sosial.
Proses rekrutmen Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang diumumkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini umumnya dimulai dengan pengumuman kebutuhan pendamping sosial oleh Dinas Sosial, diikuti dengan penerimaan berkas lamaran, seleksi administrasi, dan tahapan seleksi lainnya seperti tes tertulis dan wawancara (Sulthoni 2023). 
Berikut beberapa tahapan Proses Rekrutmen Pendamping Program Keluarga Harapan:
1. Pengumuman Kebutuhan Rekrutmen:
Dinas Sosial akan mengumumkan kebutuhan pendamping PKH di daerah tersebut, yang biasanya melibatkan spesifikasi jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan. 
2. Penerimaan Berkas:
Calon pendamping PKH akan diminta untuk mengirimkan berkas lamaran yang meliputi persyaratan administrasi, seperti fotokopi ijazah, KTP, surat lamaran, dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dinas Sosial. 
3. Seleksi Administrasi:
Berkas lamaran akan diseleksi oleh Dinas Sosial untuk memastikan bahwa calon pendamping memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 
4. Tahapan Seleksi Lainnya:
Calon pendamping yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yang bisa berupa tes tertulis, wawancara, dan/atau tes kompetensi lainnya. 
5. Pengumuman Hasil Seleksi:
Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, Dinas Sosial akan mengumumkan nama-nama calon pendamping PKH yang dinyatakan lulus. 
6. Pelantikan dan Penugasan:
Calon pendamping PKH yang dinyatakan lulus akan dilantik dan ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai pendamping PKH di wilayah yang telah ditentukan. 
Persyaratan Umum calon pendamping Pogram Keluarga Harapan, sebagai berikut:
a. Sehat Jasmani dan Rohani:
Calon pendamping harus memiliki kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugasnya.
b. Rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial:
Calon pendamping perlu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial atau instansi sosial di kabupaten/kota tempat mereka bertempat tinggal.
c. Usia:
Umumnya, batas usia maksimal untuk menjadi pendamping PKH adalah 35 tahun, namun ketentuan ini bisa berbeda-beda tergantung pengumuman dari Dinas Sosial.
d. Domisili:
Calon pendamping biasanya harus bertempat tinggal atau memiliki domisili di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan rekrutmen. 
Pencairan bantuan sosial di Desa Sukarjo Mesim pada Desember 2024 terbagi menjadi dua jalur, yakni Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia (Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Faisal 2024). 
Adapun Jumlah dana bantuan (PKH) Program Keluarga Harapan ini yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel I.3
Besaran Bantuan PKH di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	NO
		Kategori	
	Indeks/Tahun (Rp)
	Indeks/3 Bln (Rp)

	1.
	Anak usia dini 0-6 tahun
	Rp 3.000.000
	Rp 750.000/Tahap

	2.
	Pendidikan SD/ Sederajat
	Rp 900.000
	Rp 225.000/Tahap

	3.
	Pendidikan SMP/Sederajat
	Rp 1.500.000
	Rp 375.000/Tahap

	4.
	Pendidikan SMA/Sederajat
	Rp 2.000.000
	Rp 500.000/Tahap

	5.
	Ibu hamil/nifas
	Rp 3.000.000
	Rp 750.000/Tahap

	6.
	Penyandang disabilitas
	Rp 2.400.000
	Rp 600.000/Tahap

	7.
	Lanjut usia
	Rp 2.400.000
	Rp 600.000/Tahap


Sumber Data : Instagram Kementerian Sosial RI
Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel I.3, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui jalur Himpunan Bank Negara (Himbara) dapat melakukan penarikan bantuan melalui ATM, dengan catatan tidak terdapat kendala dalam data KPM, Buku Tabungan, dan termasuk penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima melalui jalur PT Pos Indonesia penarikan bantuan ini dapat dilakukan di Kantor Pos. Apabila terdapat kendala dalam data KPM, Buku Tabungan, dan termasuk penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Segala informasi terkait pencairan dana akan di sampaikan oleh pendamping PKH kepada KPM.

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, seringkali penerimaan PKH tidak tepat sasaran disebabkan oleh kurangnya pembaruan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pendamping PKH yang terus berganti setiap 2 tahun sekali sehingga masalah data warga yang tidak sasaran dan belum tersentuh bantuan PKH sering kali tidak tuntas diselesaikan, selain itu pendamping PKH juga bukan berasal dari Desa Sukarjo Mesim melainkan dari luar Desa Sukarjo Mesim.
Data warga tersebut diketahui setelah adanya komplain warga kepada Dinas Sosial. Sampai saat ini, kementrian Sosial yang berperan sebagai pengawas Program Keluarga Harapan (PKH) masih saja menerima laporan dari warga kurang mampu yang tidak tersentuh bantuan PKH dan bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan juga berkontribusi pada ketidaktepatan sasaran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pendamping PKH untuk aktif melakukan verifikasi data dan meningkatkan sosialisasi mengenai program ini, agar bantuan dapat disalurkan secara efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berikut ini beberapa bukti dokumentasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan PKH di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

Tabel I.4
Dokumentasi KPM Bantuan PKH di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Dokumentasi
	Keterangan

	1
	[image: ]
	Rumah yang dihuni oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga ini tergolong mampu tetapi terdaftar. Kepala keluarga ini merupakan Kepala Dusun Sungai Mesim II dan memiliki penghasilan dari usaha burung waletnya, tetapi KPM ini memenuhi salah satu komponen PKH yaitu pendidikan.

	2
	[image: ]
	Rumah yang dihuni oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dianggap tepat sasaran. Keluarga ini mempunyai enam orang anak, kepala keluarga ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, terdapat tiga anak yang masih menjalani pendidikan formal.

	3
	[image: ]
	Rumah yang dihuni oleh seorang nenek janda lanjut usia tinggal sendiri yang layak menjadi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak terdaftar untuk menerima bantuan PKH. Nenek tersebut tidak memiliki pendapatan tetap dan bergantung pada bantuan dari anaknya serta upah dari menoreh karet milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

	4
	[image: ]
	Rumah yang dihuni oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga mampu tetapi terdaftar. Kepala keluarga memiliki pendapatan tetap sehingga mampu memenuhi kehidupan sehari-hari, namun KPM ini memenuhi salah satu komponen PKH yaitu pendidikan.

	5
	[image: ]
	Kediaman keluarga yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak terdaftar, keluarga ini terdiri dari tiga anak yatim piatu. Dua di antaranya adalah penyandang disabilitas dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

	6
	[image: ]
	Kediaman keluarga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari lima anggota keluarga, dua di antaranya penyandang disabilitas. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan anak dari keluarga ini tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Sumber Data : Penelitian Penulis Tahun 2025

Berdasarkan uraian dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”.
B. Perumusan Masalah Pokok Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menemukan beberapa gejala masalah sebagai berikut : 
1. Masih ditemukan masyarakat yang menerima (PKH) tidak tepat sasaran Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Masih kurangnya kepedulian dari perangkat Desa terhadap proses seleksi data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tidak melakukan pengecekan ulang sebelum diajukan ke Dinas Kabupaten Bengkalis.
Dari latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah, yaitu : “Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
0. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
0. Untuk mengetahui dampak dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
1. Kegunaan Penelitian
0. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Perangkat Desa untuk menilai apakah program PKH telah berhasil membantu mensejahterakan masyarakat di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
0. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara khususnya pada kajian manajemen sumber daya manusia.
0. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

BAB II 
TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori
1. Kebijakan
Menurut Thoha dalam (Prisca Lucya 2022) Kebijakan terbagi menjadi dua aspek, Sebagai Berikut:
1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. 
1. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Anderson dalam (Kadir 2020) secara umum “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaran-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah.
Eyestone dalam (Prisca Lucya 2022) mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relationship of government unit to its environment (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik secara kelembagaan maupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.
Adapun pengertian kebijakan publik Secara etimologis menurut (DunnN 2003) istilah kebijakan (policy) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Sselanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata Bahasa Yunani dan sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi politica (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris politice, yang berarti Menangani masalah masalah publik atau adminitrasi pemerintahan.
Menurut (Handoyo 2012) berpendapat bahwa kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga merujuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari agen kebijakan.
Kemudian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam (Pramono 2020) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Menurut Thomas R Dye dalam (Prisca Lucya 2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.
Parsons dalam (Tahir 2019) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
Abidin 2012 : 19 dikutip dari (Jasmine 2014) mengemukakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Sementara, Scott M. Cuttlip dan Allen H. Yang dikutip oleh (Indriani 2018) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, unsur-unsur publik adalah :
1. 	Adanya sejumlah manusia
2. 	Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka
3. 	Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut.
2. Teori Implementasi
Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin dalam (Aneta 2010), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang siap diimplementasikan.
1. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
1. Penggunaan  ukuran atau kriteria yang relevan.
1. Rumusan  kebijakan yang jelas.
1. 
Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Prisca Lucya 2022) yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari pasal peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan tentang output-output kebijakan dari instansi pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusankeputusan tersebut, dampak aktual yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana, dan akhirnya revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut.
Menurut Usman yang dikuti dari (Rosyad, 2019: 176) implementasi diartikan sebagai “proses menghasilkan kegiatan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem”. Implementasi bukan sekadar tindakan; itu adalah kegiatan yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi bukan sekadar kegiatan; merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak mandiri tetapi dipengaruhi oleh objek masa depan (Dinna Sixteen Noviany 2022).
Menurut Abdul Wahab (2021) dalam (Evander Kaendung, Fanley Pangemanan 2021) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
Selanjutnya menurut Lester dan Stewart Jr dalam (Nofriandi 2017), implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (out put). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put), tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
Menurut (Wibawa, 1994:2) Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Akib and Tarigan 2008).
Selanjutnya Situmorang Chazali, 2016 juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Amanda 2020).
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab 2015:67), dalam menilai suatu implementasi kebijakan ada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni, pemrakarsa kebijakan (the center atau pusat), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) serta kelompok sasaran (target group). Menurut Wahab (2015:69), model-model implementasi kebijakan terdiri dari model implementasi kebijakan top-down, model proses implementasi kebijakan dan model kerangka analisis implementasi (Saleh, Gosal, and Singko 2019).
George C Edward lll (1984) dalam (Dr.Dra. Karmanis, M.Si. , Karjono. ST. 2020) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau aoutcomes bagi masyarakat.
Yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards lll (1980) dalam (Dr.Dra. Karmanis, M.Si. , Karjono. ST. 2020) yaitu ada 4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: 
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
B. Operasional  Variabel  Penelitian
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep penelitian ini, maka terlebih dahulu dijelaskan konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis adalah aktivitas penyelidikan untuk mengamati kejadian-kejadian agar mengetahui sesuatu hal untuk ditafsirkan lebih lanjut, dalam hal ini terkait dengan implementasi  program keluarga harapan di Desa Sukarjo Mesim.
1. Implemenasi
Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan  atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu upaya mewujudkankan dalam suatu sistem.
1. Program
Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarakan perencanaaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun.
1. Keluarga
Keluarga  adalah kelompok yang  terdiri dari dua atau lebih pribadi yang tergabung  karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungann pengangkatan, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan saling berinteraksi  satu sama lain.
1. Program  Keluarga Harapan (PKH)
Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai  keluarga penerima  manfaat PKH yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.
Adapun teori yang dipakai sebagai  indikator adalah pendapat Edward III (Dr.Dra. Karmanis, M.Si. , Karjono. ST. 2020) berpandangaan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
2. Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel. 
C. Kerangka Berpikir
Mengingat banyaknya persoalan kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang diharapkan dapat tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Kebijakan PKH dianggap sebagai salah satu kebijakan paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia dibandingkan dengan program-program lainnya, sehingga Kementerian Sosial berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima PKH setiap tahunnya.
Namun, terdapat kecenderungan bahwa keberadaan program ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga tujuan PKH dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian di dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tidak tercapai.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian langsung di lapangan untuk mengamati pelaksanaan PKH agar tujuan program ini dapat tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data dan observasi awal di lapangan yang menunjukkan jumlah angka kemiskinan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang cukup rendah namun jumlah penerima bantuan PKH yang dirasa cukup tinggi dan membuat bantuan PKH ini tidak tepat sasaran, maka penulis berusaha mengamati pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tersebut dengan menggunakan teori Edwards lll (1980) ada 4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.
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Tujuan PKH:
1. Untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM
Teori Implementasi
Edwards lll (1980)
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Bagan II.1
Kerangka Berpikir Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Penulis memilih lokasi ini untuk mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa tersebut. Dalam proses penerapan, pelaksanaan, dan penyuluhan, terdapat masyarakat miskin yang sangat membutuhkan PKH, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, masih terdapat keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH secara merata, dan terdapat keluarga yang tergolong mampu tercatat menjadi penerima program PKH.
B. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Pendekatan ini melibatkan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dari individu atau perilaku yang dapat diamati.
Menurut (Sugiyono 2013) Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara inkuktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfous terhadap makna individual, dan menerjemahan kompleksitas suatu persoalan.
Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan pandangan dari perspektif subjek yang di teliti, bukan sekedar pengukuran angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna implementasi dari sudut pandang para pelaku (informan), seperti pendamping PKH, pemimpin desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
C. Informan
Menurut (Sugiyono 2013), fokus dalam penelitian kualitatif adalah pada informan itu sendiri. Informan adalah individu yang dapat memberikan informasi secara jelas dan menyeluruh mengenai subjek yang sedang diteliti, sehingga mereka menjadi sumber data yang penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga tahap pembuatan kesimpulan. Oleh karena itu, pemilihan informan sangat krusial dalam penelitian ini. 
Menurut Kuswarno (Rahmawati, 2020) Kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih informan penelitian sebagai berikut :
a. Informan harus mengalami langsung situasi dan kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama.
b. Informan mampu mnggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya.
c. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama.
d. Bersedia untuk di wawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung.
e. Memberikan persetujuan untuk mempublikasi hasil penelitian.
Untuk menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling. (Harbani 2016) dalam (Kumara 2018) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja, dengan merujuk pada individu yang dianggap dapat mewakili karakteristik yang diinginkan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini.
Tabel III.1
Informan Penelitian Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	NO
	Informan
	Jumlah

	1
	Kepala Desa (Agafri)	
	1

	2
	Pendamping PKH (Amri)
	1

	3
	Keluarga Penerima Manfaat Layak Terdaftar (Budiyati)
	1

	4
	Keluarga Penerima Manfaat Tidak Layak Terdaftar (Yeni Haryati)
	1

	5
	Keluarga Penerima Manfaat Layak Tidak Terdaftar (Suhani)
	1

	Total
	5


Sumber : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim 2025
Dalam penelitian ini, penulis mengambil informan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 Perangkat Desa, 1 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan  3 Masyarakat. Penulis memilih perangkat desa karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Sementara itu, masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka memiliki perspektif yang berbeda dalam memberikan informasi, termasuk pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling dalam pemilihan informan, dimana setiap kelompok hanya diwakili oleh satu orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan relevan terhadap topik yang dibahas. Informan dipilih berdasarkan kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan peran, pengalaman dan pemahaman mereka terhadap isu yang menjadi fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan gambaran terbaik dari setiap kelompok sesuai dengan tujuan penelitian.
D. Jenis Data 
Data dikumpulkan pada saat peneliti berada dilapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Data Primer
Menurut (Soewadji 2012) Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Adapun data yang diperoleh langsung subjek yang diteliti (responden) penelitian meliputi data yang menyangkut tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang dapat diukur dalam 4 indikator yaitu: 
a. 	Komunikasi 	
b. 	Sumber Daya 
c. 	Disposisi 
d. 	Struktur Birokrasi 
2. Data Sekunder 
Menurut (Soewadji 2012) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Untuk dapat mendukung objek yang akan diteliti, antara lain : 
a. Sejarah Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 
b. Keadaan penduduk Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 
c. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 
d. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
e. Sarana dan Prasarana Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut (Moleong 2017) Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.
Observasi yang dilakukan dengan mengunjungi langsung ke Desa Sukarjo Mesim Kacamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk melihat sejauh mana Program Keluarga Harapan telah memberikan dampak positif terhadap peningkat kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat.
2. Wawancara
Menurut (Moleong 2017) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari laporan diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.
Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sukarjo Mesim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terkait Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
3.    Dokumentasi
Menurut (Yusuf 2019) Dokumentasi merupakan catatan seseorang mengenai sesuatu yang sudah terjadi dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai sumber informasi yang berguna untuk penelitian kualitatif.
Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang sudah diperoleh dari observasi dan wawancara pada penelitian. Selain itu, dokumentasi dan data literatur lainnya bisa menjadi faktor pendukung untuk memudahkan peneliti dalam menyusun teori saat melakukan validasi data. 
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat di temukan dan dapat dirumuskan sebuah hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang ada dilapangan. Analisis dilakukan dengan menelaah fenomena-fenomena atau peristiwa secara keseluruhan atau bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya (Kurniasih et al. 2021).
Miles and Huberman 1984 dalam (Sugiyono 2013), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Proses analisis data terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya.
2. Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian  kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Penyajian data yang paling umum adalah dalam bentuk teks naratif. Peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk narasi dan memperjelas hasil penelitian dengan mencantumkan tabel atau gambar.
3. conclusion drawing/verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)
Kesimpulan dalam  penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, namun juga mungkin tidak. Hal ini disebabkan oleh sifat sementara dari masalah dan rumusan yang dapat berkembang selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya kurang jelas, serta hubungan kausal atau interaktif, bahkan hipotesis atau teori baru.
Berikut merupakan Alur proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian sebagai titik awal, diikuti dengan reduksi data untuk menyaring, menyederhanakan, dan mengatur data agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dan verifikasi kebenarannya.
Adapun model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar III.1 sebagai berikut : 
Gambar III.1
Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)
[image: ]


BAB IV 
GAMBARAN UMUM DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. Sejarah Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Desa Sukarjo Mesim berdiri pada tahun 2002 dan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rupat, Desa Sukarjo Mesim merupakan wilayah pemekaran dari Kelurahan Pergam dibawah Pemerintahan Kecamatan Rupat ( Sebelum Tahun 2002) dan melakukan Tiga kali pemilihan Kepala Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Desa dituntut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan di Desa dikarnakan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang mana merupakan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada awal berdirinya Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim beralamat dijalan mastari dusun teluk kumbang dan pada tahun 2009 Kantor Desa Sukarjo Mesim dibangun kembali beralamatkan di jalan mastari Dusun Parit Gelam sampai sekarang.
Secara umum Desa Sukarjo Mesim memiliki luas wilayah 60.000 M2 dan keadaan alam Desa Sukarjo Mesim adalah hamparan datar. Desa Sukarjo Mesim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Panjang
1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Rupat
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pergam
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Tanjung
Desa Sukarjo Mesim memiliki jumlah penduduk terhitung pada 2024 sebanyak 2.157 jiwa atau 622 Kepala Keluarga (KK). Jarak Desa Sukarjo Mesim dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 48 Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten berjarak yaitu : 112 Kilometer, dan dari Pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Sukarjo Mesim berjarak yaitu 338 Kilometer.
Potensi luas wilayah pada Desa Sukarjo Mesim masih terdapat berbagai wilayah yang masih belum diolah, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan, yang masih dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa Sukarjo Mesim ataupun investor dibidang perkebunan, dimana pada Desa Sukarjo Mesim dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.
Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Sukarjo Mesim adalah beriklim tropis, dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Sukarjo Mesim terdapat musim kemarau dan musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Maret dengan bulan Agustus dalam setiap tahunnya.
B. Keadaan Penduduk Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Penduduk pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupeten Bengkalis dilihat dari jenis kelamin, menunjukan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :   
Tabel IV.1	
 Jumlah penduduk Desa Sukarjo Mesim dilihat menurut Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-Laki
	1.113
	51,60%

	2
	Perempuan
	1.044
	48,40%

	
	Jumlah
	2.157
	100,00%


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah 2.157 jiwa.  Dimana antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah penduduk laki-laki lebih banyak. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.113  jiwa atau 51,60% dan jumlah penduduk perempuan 1.044 jiwa atau 48,40%.
Selanjutnya untuk melihat tingkat umur usia penduduk pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel IV.2	
Jumlah Penduduk Desa Sukarjo Mesim dilihat dari Kelompok Umur
	No
	Kelompok Umur
	Jumlah
	Persentase

	1
	0 s/d 5 tahun
	250 Jiwa
	11,59%

	2
	6 s/d 16 tahun
	 400 Jiwa
	18,54%

	3
	17 s/d 25 tahun
	 406 Jiwa
	18,82%

	4
	26 s/d 56 tahun
	 695 Jiwa
	32,22%

	5
	57 tahun 60
	 300 Jiwa
	13,91%

	6
	61 Keatas
	 105 Jiwa
	4,87%

	Jumlah
	2.157
	100,00%


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim tahun 2025
Dari Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa penduduk pada Desa Sukarjo Mesim dilihat dari kelompok umur atau usia, pada umumnya yang terbanyak penduduk berada pada usia peroduktif dalam arti kata penduduk berada pada usia kerja, yakni yang berusia antara 26 sampai dengan 56 tahun yang terbanyak dengan jumlah 695 atau sebesar 32,22% dan disusul pada usia 17 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 406 atau sebesar 18,82% dan berusia pada usia sekolah 400 jiwa atau sebesar 18,54% dan terdapat penduduk pada  usia belita 250  jiwa atau sebesar 11,59% dan pada usia 57 sampai 60 berjumlah 300 atau sebesar 13,91% dan pada usia 61 Keatas berjumlah 105 atau sebesar 4,87%.
Selanjutnya pula pada Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Sukarjo Mesim mata pencaharianya bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Desa Sukarjo Mesim Dilihat Dari Mata Pencarian
	NO
	Mata Pencarian
	Jumlah
	Persentase

	1
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	25
	1,98%

	2
	Nelayan
	65
	5,16%

	3
	Pekebun
	560
	44,44%

	4
	Guru/Honorer
	50
	3,97%

	5
	Pedagang	
	60
	4,76%

	6
	Wiraswasta
	500
	39,68%

	Jumlah
	1.260
	100,00%


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.3, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat, sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, yakni berjumlah 500 orang atau sebesar 39,68%, dan yang bekerja sebagai nelayan 65 atau sebesar 5,16%, dan bekerja sebagai pedagang berjumlah 60 orang atau sebesar 4,76% , dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 25 orang atau sebesar 1,98%, dan bekerja sebagai Pekebun 560 atau sebesar 44,44% yang bekerja sebagai Guru/Honorer berjumlah 50 orang atau sebesar 3,97%.
Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan kepala Desa yang dilimpahkan dari Camat, dipersiapkan Aparatur Desa yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Aparatur Desa membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses kelancaran pelayanan yang ada di Desa. Keadaan dan Komposisi Pegawai  pada Kantor Kepala Desa Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :
Tabel  IV.4 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Dan Jenis Kelamin Pada Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Pria
	28
	87,5 %

	2
	Wanita
	4
	12,5 %

	Jumlah
	32
	100,00 %


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.4, terlihat  bahwa Pria lebih banyak dari pada Wanita yang dalam persentase Pria yaitu 87,5% dan yang Wanita 12,5% dan bila dilihat dalam jumlah Pria 28 orang dan Wanita 4 dengan jumlah keseluruhan adalah 32 orang.
Selanjutnya untuk menunjang aktivitas Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim harus memilliki pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan hal pokok yang mendasarkan bagi dengan keahlian dan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diembaninya. Tingkat pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihasilkan. 
Berikut tabel tentang tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim adalah sebagai berikut:


Tabel IV.5 
Komposisi Perangkat Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim
	No
	Tingkat
Pendidikan
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah
	Persentasse

	
	
	Pegawai
	Honor
	
	

	1.
	SI/Sederajat
	-
	7
	7
	21,87%

	2.
	D3/Sederajat
	-
	6
	6
	18,75%

	3.
	SLTA/Sederajat
	1
	10
	11
	34,38%

	4.
	SLTP/Sederajat
	-
	2
	2
	6,25%

	5
	SD/Sederajat
	-
	6
	6
	18,75%

	
	Jumlah
	1
	31
	32
	100,00%


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Dari Tabel IV.5, dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan para pegawai Desa Sukarjo Mesim cukup  bagus yaitu yang Tamatan SD/ Sederajat 6 orang atau dengan persentase 18,75%, SLTP/Sederajat 2 Orang atau dengan persentase 6,25%, SLTA/Sederajat 11 orang atau 34,38%, Tamatan D3/Sederajat 6 orang atau 18,75%, dan yang tamatan S1/Sederajat adalah 7 orang atau dengan persentase 21,87%.
Selanjutnya masa kerja merupakan hal yang penting sebab dapat memperlihatkan kondisi sebenarnya dimana dapat dilihat kemahiran menyelesaikan dan menangani persoalan yang dihadapi di masyarakat saat ini. Pengalaman kerja merupakan syarat penting bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari masa kerja pegawai tersebut. Pegalaman yang didapat selama bertugas dalam satu posisi sangat mentukan bahwa kemungkinan besar ilmu yang didapat pegawai tersebut bisa dalam menyelesaikan masalah. Berikut tabel yang melihatkan tentang masa kerja pegawai pada Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim sebagai berikut :

Tabel IV.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Pada Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim
	No
	Masa Kerja
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Perangkat Desa
	
	

	1
	1 s/d 6 tahun
	-
	30
	30
	93,75%

	2
	1 s/d 15 tahun
	1
	1
	2
	6,25%

	Jumlah
	1
	31
	32
	100,00%


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Dari Tabel IV.6, dapat dilihat komposisi Perangkat Desa berdasarkan masa kerja yang terdiri dari masa kerja 1-6 tahun sebanyak 30 orang atau 93,75% dan 1-15 tahun sebanyak 2 orang atau 6,25%..
C. Visi dan Misi Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Visi Desa Sukarjo Mesim
“Menciptakan Desa Sukarjo Mesim Menjadi Desa Yang Berkembang Disegala Bidang Aspek Dilingkungan Sosial, Keagamaan, Pembangunan Dan Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Aman Dan Demokratis.”
Misi Desa Sukarjo Mesim
1. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Dan Kebutuhan Masyarakat.
2. Melaksanakan Musyawarah Bersama Masyarakat Secara Berkala Guna Menentukan Arah Pembangunan Desa.
3. Menyalurkan Alokasi Dana Desa Dengan Tepat Sasaran Dan Terarah.
4. Meningkatkan Kegiatan Pelayanan Dan Kearsipan Yang Akuntabel Di Kantor Desa.
5. Mengembangkan Ekowisata Alam Hutan Bakau Di Desa Sukarjo Mesim Serta Pelestarian Pantai.
6. Melestarikan Dan Memanfaatkan Lingkungan Hidup Dengan Tema “come on plant a thousand tree”
7. Menumbuhkembangkan Jiwa Sosial Yang Tinggi, Musyawarah Mufakat Dan Gotong Royong.
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Dan Pelayanan Kebutuhan Dasar Bagi Warga Desa Terutama Di Bidang Pendididkan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar Serta Di Bidang Kesehatan. 
D. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Dalam menyelenggaraan roda pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada Desa Sukarjo Mesim, berdasarkan undang-undang Nomor 06 tahun 2014 ditingkat pemerintah terendah dibentuk Desa yang di Kabupeten Bengkalis di sebut Desa, dimana ketentuan ini tecantum dalam pasal 1 Peraturan Bupati Bengkalis No 11 yang menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Sistem Pemerintahan Desa diatur dalam tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, yang mana dalam Peraturan  Bupati No 11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa susunan Perangkat Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan  Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan. Dapat dilihat pada Bagan dibawah ini :
BAGAN IV.1 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukarjo Mesim Keamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Kepala Desa 




Sekretaris Desa 



Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Kepala Seksi Pelayanan 
Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala Seksi Pemerintahan 
Kepala Urusan Perencanaan
Kepala Urusan keuangan 




Kepala Dusun
Teluk Kumbang
Kepala Dusun
Sungai Mesim I   

Kepala Dusun
Sungai Mesim II
Kepala Dusun
Parit Gelam




Sumber: Kantor Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025

Selanjutnya mengenai rincian tugas dari pemerintahan Desa Sukarjo Mesim dapat di uraikan sebagai berikut :
1. Kepala Desa
Kepala Desa sebagai pimpinan pada pemerintahan Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
b) Melaksanaan Pembangunan
c) Membinaan Kemasyarakatan
d) Memberdayaan Masyarakat
Adapun fungsi Kepala Desa antara lain sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
1. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
1. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisispasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
1. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
1. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
2. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
1. Melasanakan urusan umum seperti penataan administrasi pernagkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalananan dinas, dan pelayanan umum
1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurursan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintasan Desa lainnya.
1. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Tata Usaha dan Umum pada  Desa Sukarjo Mesim mempunyai tugas, sebagai berikut :
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah
b. Membuat surat menyurat 
c. Membuat arsip
d. Membuat ekspedisi
e. Penataan administrasi perangkat desa dan kantor
f. Pengadministrasian asset
g. Membuat inventarisasi
h. Membuat perjalanan dinas
i. Dan pelayanan umum

4. Kaur Keuangan
Kaur Keuangan pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat mempunyai tugas, sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.
1. Melakukan Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan
1. Melakukan verifikasi keuangan 
1. Melakukan Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa Lainnya.
5. Kaur Perencanaan
Kaur Perencanaan pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja Desa 
1. Menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program
1. Menyusun laporan
6. Kasi Pemerintahan
Kasi Pemerintahan Pada Desa Sukarjo Mesim mempunyai tugas, sebagai pelaksanaan tugas operasional, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 
1. Menyusun rancangan regulasi Desa
1. Pembinaan masalah pertanahan, 
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
1. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 
1. Kependudukan, penataan dan pengelolalan wilayah, 
1. Pendataan dan pengelolaan profil Desa
7. Kasi Kesejahteraan
Kasi Kesejahteraan pada Desa Sukarjo Mesim Mempunyai tugas, sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
1. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
1. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
1. Melaksanakan Sosisalisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
8. Kasi Pelayanan 
Kasi Pelayanan pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat mempunyai tugas, sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
b. Meningkatkan upaya partisiapsi masyarakat
c. Melakukan pelestarian nilai social dan budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
E. 	Sarana dan Prasarana Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kehidupan akan dapat memberikan bantuan didalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sarana yang akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha. Berikut terdapat Jumlah Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel IV.9 sebagai berikut :   
Tabel IV.9 
Jumlah Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Bidang Pendidikan
- PAUD
- TK
- SD
- MDA/TPA
- SMP
	
1 bangunan
1 bangunan
2 bangunan
2 bangunan
1 bangunan
	Baik

	2
	Rumah Ibadah
- Masjid
- Musholla
	
3 bangunan
2 bangunan
	Baik

	3
	Bidang Kesehatan
- Puskesmas
- Posyandu
- Poskesdes
	
1 bangunan
4 bangunan
1 bangunan
	Baik

	4
	Bidang Olah Raga
-Lapangan Sepak Bola
-Lapangan Bola Volly
-Lapangan Takraw
-Lapangan Bulu Tangkis
	
1 lapangan
6 lapangan
1 lapangan
1 lapangan
	Baik

	5
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan
- Ruang kerja
- Mesin Tik
- Meja
- Almari arsip
- Kursi
- Komputer
- Kendaraan dinas
	

4 ruang
1 unit
9 buah
6 buah
200 buah
5 unit
3 unit
	
Kurang Baik

	Jumlah
	253
	


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.9 diatas, terlihat bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan baik artinya telah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan untuk masyarakat.


BAB V 
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. Identitas Informan
Informan penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi tempat penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pendamping PKH, Keluarga Penerima Manfaat (Layak Terdaftar), Keluarga Penerima Manfaat (Tidak Layak Terdaftar) dan Keluarga Penerima Manfaat (Layak Tidak Terdaftar). Identitas mengenai informan berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai informan yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur informan.
Adapun data tentang informan meliputi pertanyaan tentang umur dan tingkat pendidikan yang diberikan kepada 5 informan yang dipilih hasil pertanyaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:
1. Jenis Kelamin
Informan berdasarkan jenis kelamin diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai penelitian yang dikaji, khususnya memahami peran dan pengalaman dalam konteks penelitian ini. 
Identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut:


Tabel V.1
Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-laki
	2
	40%

	2
	Perempuan
	3
	60%

	Total
	5
	100,00%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2025
Berdasarkan Tabel V.1, dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 laki-laki atau 40% dan 3 perempuan atau 60%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan pada Desa Sukarjo Mesim.
2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihasilkan. Berikut tabel tentang tingkat pendidikan informan pada Desa Sukarjo Mesim, sebagai berikut:
Tabel V.2 
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Persentase

	1
	SD
	2
	40%

	2
	SLTA
	1
	20%

	3
	SARJANA
	2
	40%

	Total
	5
	100,00%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapagan 2025
Berdasarkan Tabel V.2, dapat dilihat bahwa informan memiliki pendidikan Tingkat Sekolah Dasar berjumlah 2 orang atau 40%, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 1 orang atau 20% dan Tingkat Sarjana sebanyak 2 orang atau 40%.
3. Umur
Untuk melihat tingkat umur atau usia informan pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel V.3 sebagai berikut:
Tabel V.3
Jumlah Informan Berdasarkan Umur
	No
	Umur
	Jumlah
	Presentase

	1
	31-40 Tahun
	2
	40%

	2
	41-50 Tahun
	1
	20%

	3
		51-60 Tahun
	2
	40%

	Total
	5
	100,00%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2025
Berdasarkan Tabel V.3 diatas, dapat dilihat bahwa kelompok umur 31-40 tahun merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 2 orang atau 40%, kemudian umur 41-50 tahun dengan jumlah 1 orang atau 20% dan umur 51-60 dengan jumlah 2 orang atau 40%.
B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim mencakup serangkaian tahapan dan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran program yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Proses implementasi ini melibatkan berbagai aspek mulai dari identifikasi dan verifikasi calon penerima, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi dampak program. Hal ini memungkinkan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan serta menjangkau keluarga yang membutuhkan. 
Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Implementasi program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas keluarga. Melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi. Program ini bertujuan menjadikan keluarga penerima manfaat sebagai agen perubahan dalam mencapai kemandirian dan keberlanjutan.
Sehubung dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teori Edwards III dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Implementasi PKH pada desa sukarjo mesim yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui 5 (lima) tujuan PKH: Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
1. Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat Melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
a. Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agafri selaku kepala Desa penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Macam mane Bapak menerangkan pade masyarakat pentingnye menggunekan layanan kesehatan same pendidikan yang dah ade di Desa ni?” (Bagaimana bapak menjelaskan kepada masyarakat pentingnya memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia di desa ini). Beliau menjawab “Biasenye Bapak menerangkan kepade masyarakat tentang pentingnye menggunekan layanan kesehatan dan pendididkan tu di dalam acara musyawarah Desa dan kegiatan posyandu setiap dusun masing-masing, kalau di bidang pendidikan biasenye Bapak menekankan kepade masyarakat untuk menyekolahkan anaknye sampai tutas bakal membantu masa depan anaknye menjadi lebih baik. Begitu juge dengan kesehatan Bapak menerangkan pentingnye ngecek kesehatan di puskesmas dan posyandu secare ruten mencegah penyakit datang pade diri kite”. (Biasanya Bapak menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan di dalam acara musyawarah Desa dan kegiatan posyandu di setiap Dusun masing-masing, sedangkan di bidang pendidikan biasanya Bapak menegaskan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai tuntas yang bisa membantu masa depan anak menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kesehatan Bapak menjelaskan pentingnya memeriska kesehatan di puskesman dan posyandu secara rutin untuk menjegah penyakit menyerang tubuh kita).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa beliau berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia di desa. Upaya tersebut dilakukan melalui forum musyawarah desa serta kegiatan posyandu di setiap dusun. Dalam bidang pendidikan, beliau menekankan pentingnya menyekolahkan anak hingga tuntas demi masa depan yang lebih baik. Sementara dalam bidang kesehatan, beliau mengingatkan masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas maupun posyandu sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana Abang menyampaikan kepada KPM bahwa mereka wajib memastikan anak bersekolah dan rutin ke posyandu?”. Beliau menjawab “Abang menyampaikannya secara langsung dan berulang. Pada setiap pertemuan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, abang selalu mengingatkan KPM tentang kewajiban ini. Abang menjelaskan bahwa bantuan PKH adalah sebuah investasi dari pemerintah untuk masa depan anak-anak mereka. Abang menekankan bahwa bantuan ini bersyarat. Jika kewajiban tidak dipenuhi, bukan hanya bantuan yang akan terancam, tetapi juga masa depan anak-anak. Pendekatan abang lebih ke arah edukasi, bukan hanya sekadar memberikan aturan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa penyampaian kewajiban kepada KPM dilakukan secara langsung, berulang, dan konsisten melalui pertemuan P2K2. Beliau menekankan bahwa bantuan PKH bukan sekadar bantuan, melainkan investasi pemerintah untuk masa depan anak-anak. Oleh karena itu, kewajiban seperti memastikan anak bersekolah dan rutin ke posyandu harus dipenuhi agar manfaat program benar-benar dirasakan. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif daripada sekadar menekankan aturan, sehingga KPM dapat memahami tujuan program secara lebih mendalam.
Kemudian hasil wawancara penulis dengan Bik Budi selaku Keluarga Penerima Manfaat Layak Terdaftar, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Dagi mane bibik petame kali tau anak-anak tu harus sekolah dan ngecek kesehatan untuk tetap dapat PKH?”. (Dari siapa Bibik pertama kali tahu bahwa anak harus sekolah dan cek kesehatan untuk tetap dapat bantuan PKH?). Beliau menjawab “Kalau untuk petame kalinye bibik dengo tu dari Musyawarah Desa ngasi tau bahwa syarat kite untuk tetap dapat PKH tu anak kite harus sekolah same kite harus rajen ngecek kesehatan baik kat posyandu maupon puskesmas. Selain dari Desa informasi tentang pendidikan same kesehatan tu selalu di sampaikan pendaming PKH pade saat pertemuan kelompok setiap 3 bulan sekali”. (Untuk pertama kalinya Bibik mengetahui informasi itu dari Musyawarah Desa menyampaikan bahwa syarat untuk tetap mendapatkan PKH itu anak harus sekolah dan cek kesehatan secara rutin baik di posyandu maupun puskesmas. Selain itu informasi tentang pendidikan dan kesehatan juga di sampaikan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan kelompok setiap 3 bulan sekali).


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bik Budi selaku Keluarga Penerima Manfaat, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kewajiban anak bersekolah dan rutin memeriksakan kesehatan diperoleh pertama kali melalui Musyawarah Desa. Selanjutnya, pemahaman tersebut semakin diperkuat oleh pendamping PKH yang secara berkala menyampaikan kembali informasi pada pertemuan kelompok setiap tiga bulan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi program PKH tersampaikan kepada KPM melalui jalur formal desa dan pendampingan langsung, sehingga KPM memahami syarat yang harus dipenuhi untuk tetap menerima bantuan.  
Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kak Yeni selaku Keluarga Penerima Manfaat Tidak Layak Terdaftar penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Sebelum akak dapat bantuan PKH ade tidak dijelaskan ape je kriteria calon penerima PKH ini?” (Sebelum kakak mendapatkan bantuan PKH ini apakah ada yang menjelaskan tentang apa saja kriteria calon penerima bantuan pkh ini?). Beliau menjawab “Pas dah dapat bantuan baru ade yang menjelaskan kalau yang dapat ni keluarga yang punye salah satu komponen macam anak sekolah, ibu hamil, lansia dan orang disabilitas, kalau untuk sebelum dapat bantuan tidak ade dijelaskan de”. (Setelah mendapatkan bantuan PKH baru di jelaskan bahwa yang mendapatkan PKH dalam satu keluarga wajib memiliki salah satu komponen seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas, pada saat sebelum mendapatkan bantuan PKH tidak ada dijelaskan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Yeni selaku Keluarga Penerima Manfaat Tidak Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa penjelasan mengenai kriteria calon penerima PKH baru diterima setelah bantuan diberikan. Sebelum memperoleh bantuan, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai syarat atau komponen penerima, seperti keharusan memiliki anak sekolah, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kriteria penerima PKH belum optimal dilakukan pada tahap awal, sehingga sebagian masyarakat baru memahami syarat penerimaan setelah menjadi peserta program.
Kemudian hasil wawancara penulis dengan Nenek Suhani selaku Keluarga Penerima Manfaat Layak Tapi Tidak Terdaftar penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
“Nenek penah dak dapat info pasal bantuan PKH ini temasuk pasal pendidikan, kesehatan same kesejahteraan sosial?” (Apakah Nenek pernah mendapatkan penjelasan mengenai bantuan PKH ini termasuk tentang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?). Beliau menjawab “Penah nenek dengo dari tetangge yang dapat PKH ini lah kalau bantuan PKH ini diberikan kepade anak sekolah, ibu hamil, lansia dan orang disabilitas, pernah nenek ngajukan diri ke RT dan Desa untuk daftar menjadi KPM sampai 4 kali tapi belum juge  dapat baik bantuan PKH maupun bantuan lainnye dari Desa”. (Pernah nenek mendapatkan penjelasan tentang bantuan PKH dari tetangaa yang mendapatkan bantuan PKH, sudah 4 kali nenek mengajukan diri untuk mendaftar menjadi KPM kepada RT dan Desa namun sampai sekarang nenek belum dapat bantuan baik itu PKH maupun bantuan lainnya dari Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Suhani selaku Keluarga Penerima Manfaat Layak tetapi Tidak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai PKH hanya diperoleh secara tidak langsung melalui tetangga penerima bantuan. Nenek Suhani sudah beberapa kali, bahkan hingga empat kali, mengajukan diri ke RT dan Desa untuk didaftarkan sebagai KPM, namun hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan baik dari PKH maupun program lain di desa. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses informasi resmi serta kendala dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga masyarakat yang sebenarnya layak masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam program.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut Bapak apekah jumlah Pendamping PKH yang ade ini cukup untok membantu masyarakat kuang mampu mengakses layanan pendidikan dengan kesehatan?” (Menurut Bapak, apakah jumlah pendamping PKH yang ada sudah cukup untuk membantu warga kurang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan?). Beliau menjawab “Menurut Bapak ye adenye pendamping PKH ni membantu menangani kesulitan ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat mengakses pendidikan same layanan kesehatan, tapi dengan desa sebeso ini dan masyarakat yang tebilang cukop banyak lah kan rasenye kuang kalau pendampingnye cume 1 orang kurang maksimal, maunye kan ade tambahan pendamping dan kalau bisa pendamping ini di tetapkan aje untuk satu Desa tidak beganti-ganti, selain itu kalau bisa pendamping ni berasal dari desa ini juge jadi bisa ngamati same memahami langsung apekah layak atau tidaknye orang tu dapat bantuan PKH ini. Jadi kalau  adanye penambahan pendamping pas nak mendata, nak mengevaluasi dan menilai setiap masyarakat same ngasi info tu cepat dan merate tesampaikan satu desa” (Menurut Bapak adanya pendamping PKH ini memang membantu menangani kesulitan ekonomi masyarakat dan mempermudah masyarakat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi dengan luas wilayah desa yang terbilang cukup luas dan masyarakat yang cukup banyak hanya di dampingi oleh 1 orang kurang maksimal, harapannya ada tambahan pendamping dan diharapkan pendamping ini ditetapkan khusus untuk desa ini tanpa di ganti-ganti, selain itu pendamping diharapkan berasal dari Desa ini langsung sehingga bisa mengamati dan memahami langsung masyarakat yang layak dan tidak layak untuk medapatkan bantuan PKH. Jadi apabila ada penambahan pendamping di saat pendataan, saat mengevaluasi dan menilai setiap masyarakat serta penyampaian informasi cepat tersampaikan dan merata satu desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendamping PKH sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta menangani kesulitan ekonomi. Namun, jumlah pendamping yang hanya satu orang dirasa kurang maksimal mengingat luas wilayah desa dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan. Oleh karena itu, beliau berharap adanya penambahan jumlah pendamping, dengan ketentuan pendamping ditetapkan khusus untuk satu desa dan tidak berganti-ganti. Selain itu, akan lebih baik jika pendamping berasal dari desa setempat agar lebih memahami kondisi dan kelayakan warganya. Dengan demikian, proses pendataan, evaluasi, penilaian, serta penyampaian informasi dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan merata di seluruh desa.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah jumlah pendamping PKH di lapangan cukup untuk membantu KPM mengakses pendidikan dan layanan kesehatan?”. Beliau menjawab “Jumlah pendamping di lapangan masih terbatas, dan satu pendamping bisa menangani ratusan KPM. Ini membuat pekerjaan menjadi berat, terutama saat melakukan verifikasi dan pendampingan. Namun, dengan koordinasi yang baik dengan pihak desa, sekolah, dan puskesmas, abang bisa tetap membantu KPM mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa jumlah pendamping PKH di lapangan masih terbatas sehingga satu pendamping harus menangani ratusan KPM. Kondisi ini menjadikan beban kerja cukup berat, khususnya dalam proses verifikasi dan pendampingan. Meski demikian, melalui koordinasi yang baik dengan pihak desa, sekolah, dan puskesmas, pendamping tetap berupaya menjalankan tugas secara efektif agar KPM dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan baik.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut bibik petugas yang mendampingi cukop membantu anak-anak sekolah same berubat pas sakit?” (Apakah menurut Bibik, petugas yang mendampingi cukup membantu anak-anak sekolah dan berobat saat sakit?). Beliau menjawab “Kalau untuk keluarga bibik membantu betul ape lagi pendamping ini selalu mengasi saran same bantuan apebile keluarga bibik dalam kesusahan masalah pendidikan same kesehatan” (Kalau untuk keluarga bibik sangat membantu apa lagi pendamping ini selalu memberikan saran serta bantuan saat keluarga bibik dalam kesulitan masalah pendidikaan dan kesehatan).


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendamping PKH dirasakan sangat membantu, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak serta akses layanan kesehatan. Pendamping tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga turut memberi saran dan bantuan ketika keluarga menghadapi kesulitan, sehingga perannya benar-benar dirasakan positif oleh KPM.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah pendamping PKH penah bantu keluarga akak untok mengunekan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?” (Apakah pendamping PKH pernah membantu keluarga kakak dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?). Beliau menjawab “Kalau untuk pendidikan same kesehatan penah bahkan hampir terus membantu lah kan ape lagi anak akak masih sekolah tapi kalau untuk kesejahteraan tu kan berupe lansia dan disabilitas tidak penah sebab di keluarga akak tidak ade komponen itu” (Untuk pendidikan dan kesehatan pernah bahkan terbilang sering membantu terutama kakak mempunyai anak yang masih sekolah, tetapi untuk kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas belum pernah karena di keluarga kakak tidak ada komponen tersebut).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM Tidak Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH cukup aktif membantu keluarganya dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama karena masih ada anak yang bersekolah. Namun, bantuan terkait aspek kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas tidak pernah diberikan, sebab keluarga Kak Yeni tidak memiliki komponen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pendamping disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing KPM.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni ade dak nenek dapat bantuan lagi Desa untuk berubat, ngecek kesehatan atau untuk kebutuhan sehaghi-hagi nenek?” (Selama ini apakah nenek pernah dapat bantuan dari Desa untuk berobat, mengecek kesehatan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari?). Beliau menjawab “Bantuan lagi desa tu adenye kegiatan posyandu untuk lansia jadi nenek biase ngecek kesehatan dekat situ kadang pas ngecek ade sakit di kasi obatnye sekalian, kalau kebutuhan sehagi-hagi belom ade lagi de”.(Bantuan yang diberikan desa berupa kegiatan posyandu untuk lansia membantu nenek untuk mengecek kesehatan di sana, seandainya pas pengecekan terdapat penyakit diberikan langsung obatnya, kalau untuk kebutuhan sehari-hari belum ada nenek dapatkan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tetapi tidak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diterima dari desa selama ini hanya berupa layanan kesehatan melalui kegiatan posyandu lansia. Dari kegiatan tersebut, nenek dapat rutin memeriksakan kesehatan dan memperoleh obat apabila ditemukan keluhan. Namun, untuk kebutuhan sehari-hari, nenek belum pernah mendapatkan bantuan dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan yang diterima masih terbatas pada aspek kesehatan, sementara aspek kesejahteraan lain belum terpenuhi. 
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Sejauh mane bapak medukong jalannye PKH untuk meningkatkan akses pendidikan same kesehatan bagi masyarakat?” (Sejauh mana Bapak mendukung pelaksanaan PKH dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat?). Beliau menjawab “Bapak selaku kepale desa sangat mendukung program PKH sebab banyak membantu masyarakat kurang mampu dekat desa sukarjo mesim ini khusunye pendidikan same kesehatan, kalau untuk kegiatan sosialisasi atau pertemuan kelompok tu biasenye pendamping PKH yang mengaturnye”. (Bapak selaku kepala desa sangat mendukug adanya bantuan seperti PKH ini karena membantu masyarakat kurang mampu di desa sukarjo mesim khusunya di bidan pendidikan dan kesehatan, untuk kegiatan sosialisasi atau pertemuan kelompok itu pendamping PKH yang melaksanakannya sesaui dengan tugas pendamping PKH).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa beliau sangat mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena dinilai banyak membantu masyarakat kurang mampu, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dukungan tersebut diwujudkan dengan memberikan ruang bagi pendamping PKH untuk melaksanakan tugasnya, seperti mengatur kegiatan sosialisasi maupun pertemuan kelompok. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan pendamping PKH dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seberapa besar komitmen Abang dalam membantu KPM mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial di desa ini?”. Beliau menjawab “Komitmen abang sangat besar. Abang melihat KPM bukan hanya sebagai data yang harus diverifikasi, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang perlu didukung. Abang berusaha memastikan mereka tidak hanya menerima bantuan uang, tetapi juga mendapatkan manfaat penuh dari program, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan para ibu serta balita mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Abang juga aktif berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu KPM mendapatkan layanan sosial lainnya yang mereka butuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa komitmennya dalam membantu KPM sangat tinggi. Ia memandang KPM bukan sekadar data yang diverifikasi, melainkan bagian dari masyarakat yang perlu didukung secara menyeluruh. Selain memastikan bantuan diterima, ia juga berupaya agar KPM memperoleh manfaat penuh dari program, seperti menjamin anak bersekolah, ibu hamil dan balita mendapat layanan kesehatan yang layak, serta mengakses layanan sosial lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan pihak terkait demi keberhasilan implementasi PKH di desa.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah bibik mengase kalau pendamping ni betol-betol peduli dan mendukong anak-anak bibik besekolah same berubat?” (Apakah Bibik merasa pendamping benar-benar peduli dan mendukung anak-anak bersekolah dan berobat?). Beliau menjawab “Menurut bibik memang peduli betul pendamping ni, ape lagi anak bibik gamai masih sekolah jadi membantu betul masalah pendidikan same kesehatan keluarga bibik” (Menurut bibik pendamping PKH ini sangat peduli dengan anak-anak bibik yang masih bersekolah dan sangat membantu masalah pendidikan serta kesehatan keluarga bibik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH dinilai benar-benar peduli dan mendukung, terutama dalam hal pendidikan anak-anak yang masih bersekolah serta kebutuhan kesehatan keluarga. Kehadiran pendamping dirasakan sangat membantu keluarga Bibik Budi dalam menjalani kewajiban program sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan dan kesehatan.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak apekah perangkat desa ini tetap peduli dengan pendidikan same kesehatan masyarakat walaupun orang tu tak dapat bantuan PKH?” (Menurut Akak, apakah perangkat desa tetap peduli terhadap pendidikan dan kesehatan warga walau tidak semua dapat bantuan PKH?). Beliau menjawab “Menurut akak masih peduli perangkat desa ni same masyarakat yang tidak dapat bantaun PKH ni tentang pendidikan same kesehatan masyarakat buktinye adenye KIP untuk anak-anak sekolah, adenye posyandu dan puskesmas untuk menjage kesehatan masyarakat desa kite ni” (Menurut kakak masih adanya kepedulian dari perangkat desa untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH ini, buktinya adanya bantuan seperti KIP untuk anak-anak yang masih sekolah dan di sediakan posyandu dan puskesmas untuk memudahkan masyarakat mengecek kesehatan di desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM Tidak Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa tetap menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat meskipun tidak semua warga mendapatkan bantuan PKH. Hal ini terlihat dari adanya program bantuan lain seperti KIP untuk anak-anak sekolah serta keberadaan posyandu dan puskesmas yang memudahkan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian, perhatian desa terhadap kebutuhan dasar masyarakat tetap merata, baik bagi penerima PKH maupun yang tidak menerima bantuan.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pendapat nenek kepedulian perangkat desa same kesehatan dan kesejahteraan keluarga nenek?” (Bagaimana pendapat Nenek tentang kepedulian  perangkat desa terhadap kesehatan dan kesejahteraan Nenek?). Beliau menjawab “Ade kepedulian perangkat desa same nenek pas ade kegiatan posyandu lansia tu di kasi tau suruh ikut nenek ikut mengecek kesehatan kalau untuk bantuan untuk kebutuhan sehagi-hagi belum ade lagi nenek dapat” (adanya kepedulian dari perangkat desa terkait kesehatan nenek yaitu adanya kegiatan posyandu lansia, saat di beritahu untuk ikut kegiatan tersebut nenek ikut mengecek kesehatan disana, tetapi untuk bantuan kebutuhan sehari-hari belum ada nenek dapatkan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tetapi tidak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat lansia melalui kegiatan posyandu, di mana nenek dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Namun, untuk bantuan terkait kebutuhan sehari-hari, nenek belum pernah menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian perangkat desa lebih banyak difokuskan pada aspek kesehatan, sementara dukungan terhadap kesejahteraan sehari-hari masih belum dirasakan.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane sistem keje same antara pemerintah desa dan pendamping PKH untuk meyediekan fasilitas akses pendidikan dan kesehatan KPM?” (Bagaimana sistem kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping terkait untuk memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan KPM?). Beliau menjawab “Semue kegiatan PKH di desa ni di urus langsung same pendamping PKH jadi tugas desa membantu kalau dibutuhkan aje macam pendamping mintak data KPM dan membantu masyarakat yang mau jumpe same pendamping PKH supaye dapat bantuan temasuk pendidikan same kesehatan KPM” (Semua pelaksanaan program PKH di desa ini dilaksanakan oleh Pendamping PKH langsung, pemerintah desa membantu hanya saat di butuhkan seperti pendamping PKH meminta data KPM ddan membantu masyarakat atau KPM menemui pendamping untuk mendapatkan bantuan termasuk dibidang pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa sepenuhnya ditangani oleh pendamping PKH. Pemerintah desa berperan sebagai pihak pendukung yang membantu ketika diperlukan, misalnya dalam penyediaan data KPM atau memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan pendamping. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping PKH bersifat saling melengkapi, di mana pendamping menjadi pelaksana utama sementara desa berfungsi sebagai pendukung untuk memperlancar akses pendidikan dan kesehatan bagi KPM.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana alur koordinasi antara Abang dan pihak desa atau dinas sosial dalam memastikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi KPM berjalan lancar?”. Beliau menjawab “Koordinasi berjalan secara rutin. Abang berkoordinasi dengan pihak desa, seperti perangkat desa dan RT/RW, untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi KPM. Untuk memastikan layanan pendidikan dan kesehatan, abang berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah dan Puskesmas. Misalnya, abang  mengirimkan daftar nama anak yang menjadi peserta PKH agar pihak sekolah bisa memantau kehadiran mereka. Demikian juga dengan Puskesmas, abang berkoordinasi untuk memverifikasi kunjungan kesehatan ibu hamil dan balita”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin dengan berbagai pihak untuk memastikan layanan pendidikan dan kesehatan KPM berjalan lancar. Dengan pihak desa, koordinasi dilakukan bersama perangkat desa dan RT/RW guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi KPM. Sementara itu, dengan sekolah, pendamping mengirimkan daftar peserta PKH agar pihak sekolah dapat memantau kehadiran anak. Demikian pula dengan puskesmas, koordinasi dilakukan untuk memverifikasi kunjungan kesehatan ibu hamil dan balita. Hal ini menunjukkan adanya sistem kerja sama yang terstruktur antara pendamping, desa, sekolah, dan puskesmas dalam mendukung pelaksanaan PKH.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah menurut bibik sistem PKH ini memudahkan untuk dapatkan layanan pendidikan same kesehatan? (Apakah menurut Bibik, sistem PKH memudahkan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan?). Beliau menjawab “Menurut bibik betol-betol mempermudah untuk layanan pendidikan same kesehatan, kalau di bagian pendidikan ni bisa membantu bibik membelikan peralatan kebutuhan sekolah anak bibik kalau di bagian kesehatan ni pas salah satu keluarga bibik sakit langsung di bawak ke puskesmas dibantu pengobatannye same program PKH ni” (Menurut bibik sangat mempermudahkan layanan pendidikan da kesehatan untuk keluarga bibik, dibagian pendidikan membantu bibik memenui kebutuhan atau perlengkapan anak bibik bersekolahn serta kesehatan membantu apabila salah satu anggota keluarga bibik terserang penyakit bisa segera kepuskesmas untuk segera di berikan obat di bantu oleh program PKH ini).


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa sistem PKH sangat memudahkan keluarga dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti perlengkapan belajar. Sedangkan pada bidang kesehatan, program ini mendukung keluarga untuk segera mendapatkan layanan pengobatan di puskesmas ketika ada anggota yang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berperan langsung dalam meringankan beban keluarga sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak ade tidak sistem yang membantu untuk mendapatkan layanan pendidikan same kesehatan bagi semue warga, temasuk yang tidak dapat bantuan PKH?” (Menurut Akak apakah ada sistem yang mendukung akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi semua warga, termasuk yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH?). Beliau menjawab “Ade sistem yang membantu pendidikan same kesehatan selain bantuan PKH ini, macam pendidkan adenye KIP yang dapat bantu anak-anak sekolah, untuk kesehatan juge ade BPJS bisa membantu kalau kite berubat pas lagi saket” (Ada sistem yang mendukung pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH dibagian pendidikan adanya bantuan yang di sebut KIP yang membantu kehidupan sekolah anak-anak dan adanya BPJS membantu pengobatan masyarakat yang lagi sakit).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM Tidak Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua warga memperoleh bantuan PKH, tetap ada sistem lain yang mendukung akses pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan tersedia bantuan KIP yang membantu anak-anak bersekolah, sedangkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat memanfaatkan BPJS untuk berobat ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa selain PKH, terdapat program lain yang turut berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek merase dak kalau sistem desa ni mempersulit atau mempermudah nenek untuk mengakses kesehatan untuk keluarga macam nenek ni?” (Apakah Nenek merasa sistem desa mempersulit atau mempermudah akses layanan kesehatan bagi keluarga seperti Nenek?). Beliau mejawab “Menurut nenek kalau untuk berubat memang bisa di puskesmas tapi untuk nenek yang tak dapat bantuan PKH ini kalau nak ngambek ubat tu kene bebayo ade pun BPJS kadang bermasalah pas nenek berubat” (Menurut nenek untuk berobat itu mudah cuman untuk nenek yang tidak memiliki PKH ini kalau mau mengambil obat dan pengecekan dikenakan biaya, sekalipun nenek punya BPJS terkadang pada saat dibutuhkan BPJS tersebut bermasalah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tetapi tidak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa akses layanan kesehatan di desa sebenarnya cukup mudah melalui puskesmas. Namun, karena tidak mendapatkan bantuan PKH, Nenek tetap harus membayar biaya obat dan pemeriksaan. Bahkan, meskipun memiliki BPJS, terkadang masih menghadapi kendala saat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem desa belum sepenuhnya mempermudah masyarakat layak yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH dalam mengakses layanan kesehatan secara optimal.
2. Mengurangi Beban Pengeluaran Dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin Dan Rentan
a. Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agafri selaku kepala Desa penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Saat masyarakat ngeluh tentang kesusahan ekonomi, macam mane biasenye bapak menerangkan info bantuan macam PKH ini?” (Ketika masyarakat mengeluh soal kesulitan ekonomi, bagaimana biasanya bapak menyampaikan informasi terkait bantuan seperti PKH?). Beliau menjawab “Pas masyarakat tengah menghadapi kesusahan ekonomi biasenye Bapak mengasi tahu info tentang bantuan tu macam macam carenye, ade yang di sampaikan pas musyawarah desa, kegiatan posyandu, kadang ade ge kat wirit yasin tiap minggu ibuk-ibuk di sampaikan dan yang terakhir tu melalui RT/RW atau dusun maseng-maseng” (ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi biasanya Bapak menyampaikan informasi tentang bantuan berbagai macam caranya, ada yang disampaikan melalui acara musyawarah desa, kegiatan posyandu, terkadang juga di acara wirit yasin mingguan ibuk-ibuk dan yang terakhir melalui RT/RW atau Dusun masing-masing).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terkait bantuan seperti PKH kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dilakukan melalui berbagai saluran. Informasi disampaikan dalam forum resmi seperti musyawarah desa dan kegiatan posyandu, juga melalui kegiatan keagamaan seperti wirit yasin mingguan ibu-ibu, serta melalui jalur RT/RW atau dusun masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menggunakan berbagai media komunikasi agar informasi bantuan dapat tersampaikan secara luas dan merata kepada masyarakat.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Penjelasan seperti apa yang Abang sampaikan kepada KPM bahwa bantuan ini bukan cuma soal uang, tapi juga untuk kurangi beban mereka?”. Beliau menjawab “Abang menggunakan pendekatan yang lebih personal. Abang mencoba memahami kondisi masing-masing KPM. Abang menjelaskan bahwa uang bantuan hanyalah salah satu bentuk dukungan. Manfaat utama PKH adalah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang mereka butuhkan. Abang memberikan contoh nyata, misalnya, dengan rutin ke posyandu, kesehatan ibu dan anak akan terpantau. Dengan bersekolah, anak-anak mereka akan memiliki bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Abang membuat mereka menyadari bahwa PKH adalah pintu masuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan penjelasan kepada KPM, ia menggunakan pendekatan personal dengan memahami kondisi setiap keluarga. Ia menekankan bahwa bantuan PKH bukan sekadar uang tunai, melainkan dukungan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan memberikan contoh nyata, seperti manfaat rutin ke posyandu bagi kesehatan ibu dan anak serta pentingnya sekolah bagi masa depan anak, ia berusaha menumbuhkan kesadaran bahwa PKH merupakan peluang untuk mengurangi beban sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Bibik penah tidak dapat info macam mane cara untuk menggunekan bantuan PKH ni supaye dapat membantu memenuhi kebutuhan sehagi-hagi keluarga bibik?” (Apakah Bibik pernah dapat informasi tentang cara mengelola bantuan agar bisa bantu kebutuhan harian?). Beliau menjawab “Penah bibik dikasi tau same pendamping PKH pade saat pertemuan kelompok, disitu pendamping menjelaskan kalau bantuan ni digunekan untuk urusan sekolah anak, abis tu untuk berubat kalau ade keluarga bibik yang sakit same bisa di gunekan untuk membeli kubutuhan makan keluarga bibik juge, kalau pun ade lebih itu bisa di gunekan untuk membukak usaha supaye kalau kedepannye bibik tidak dapat bantuan lagi bibik punye penghasilan sendiri dari bantuan PKH ini” (Pernah bibik mendapatkan informasi tersebut pada saat pertemuan kelompok, pendamping menjelaskan bantuan PKH digunakan untuk urusan pendidikan, untuk berobat apabila anggota keluarga terserang penyakit serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga bibik, selain itu bantuan tersebut di sarankan pendamping untuk membuka usaha apabila suatu hari nanti bantuan ini di cabut dari keluarga bibik,bibik masih punya penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga bibik berkat bantuan PKH yang diberikan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM Layak Terdaftar, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai cara pemanfaatan bantuan PKH pernah disampaikan oleh pendamping saat pertemuan kelompok. Pendamping menjelaskan bahwa bantuan sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak, biaya berobat jika ada anggota keluarga yang sakit, serta pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Selain itu, pendamping juga menganjurkan agar sebagian bantuan dapat dialokasikan untuk membuka usaha, sehingga jika suatu saat bantuan tidak lagi diterima, keluarga tetap memiliki sumber penghasilan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping berperan penting dalam mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan secara produktif dan berkelanjutan.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Pernah ade yang ngasih info ke akak dak soal perubahan data penerima, macam kalau kondisi ekonomi dah tebilang mampu di ganti same keluarga lain atau di cabut bantuannye?” (Apakah pernah di jelaskan soal perubahan data penerima, misalnya apabila kondisi KPM sudah dikatakan mampu diganti sama keluarga lain atau di cabut bantuannya?). Beliau menjawab “Pas akak dapat tahon-taon sebelumnye belum ade perubahan data penerime PKH, tapi tahun ini ade beberape keluarga yang dikeluokan dari KPM sebab pendamping melakukan ngecek umah keumah teros dah ade beberape KPM yang ekonominye dikatekan mampu, kalau untuk KPM yang bagu masuk belum ade lagi de” (Pada saat tahun-tahun sebelumya kakak dapat PKH belum ada perubahan data namun untuk tahun ini ada beberapa KPM yang dicabut atau di keluarkan dari anggota KPM karena pendamping melakukan survei ke setiap rumah keluarga penerima PKH terdapat beberapa KPM yang terbilang mampu, namun untuk penambahan anggota KPM yang baru belum ada sampai saat ini).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya proses perubahan data penerima PKH jarang dilakukan, namun pada tahun terakhir terdapat beberapa penyesuaian. Beberapa keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi telah dicabut dari daftar KPM setelah pendamping melakukan pengecekan rumah ke rumah. Sementara itu, hingga saat ini belum ada penambahan anggota KPM baru. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi penerima PKH mulai diterapkan, meskipun penambahan KPM baru masih belum terlaksana.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“(Selama ini, Nenek biasanya dapat informasi dari mana soal bantuan seperti PKH, meskipun belum pernah menerima langsung?). Beliau menjawab “Nenek biase dengo tentang PKH ni dari tetangge yang dapat PKH, kate tetangge nenek  kalau PKH ni bantuan untuk anak sekolah, ibu hami atau menyusui, lansia macam nenek ni same orang disabilitas cume nenek belum penah dapat lagi”. (Pernah nenek mendapatkan penjelasan tentang bantuan PKH dari tetangga yang mendapatkan bantuan PKH, informasi yang disampaikan bahwa bantuan PKH ini di berikan kepada anak sekola, ibu hamil atau menyusui, lansia dan penyandang disabilitas namun nenek tidak pernah dapat bantuan tersebut).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa Nenek memperoleh informasi mengenai PKH dari tetangga yang menerima bantuan. Informasi yang didapat menyebutkan bahwa PKH diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Meskipun begitu, Nenek sendiri belum pernah menerima bantuan PKH secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya penyebaran informasi secara tidak formal, namun Nenek belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane pandangan bapak tentang waktu dan tenage pemerintah desa untuk membantu masyarakat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di desa ni?” (Bagaimana pandangan Bapak mengenai ketersediaan waktu dan tenaga pemerintah desa dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu?). Beliau menjawab “Bapak same perangkat desa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus bantuan macam PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnye macam pas masyarakat kene musibah supaye membantu meringankan beban ekonomi bagi keluarganye, bantuan yang diberikan berupe penjelasan macam mane nak daftar bantuan dan membantu masyarakat tersebut mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran” (Bapak dan perangkat desa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus bantuan seperti PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnya seperti apabila masyarakat terkena musibah membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, bantuan yang diberikan membantu administrasi dan pendaftaran bantuan serta membantu masyarakat mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa, bersama perangkatnya, aktif menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan administrasi dan pendaftaran program seperti PKH, KIP, BPJS, Otonom, serta bantuan saat terjadi musibah, dengan tujuan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam meringankan beban ekonomi warga.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah waktu yang Abang miliki dalam mendampingi cukup untuk memantau kebutuhan ekonomi dan pengeluaran keluarga KPM?”. Beliau menjawab “Waktu yang ada tidak cukup untuk memantau secara detail setiap kebutuhan dan pengeluaran KPM. Tugas utama abang lebih fokus pada verifikasi kewajiban. Namun, melalui pertemuan P2K2 dan kunjungan rumah, abang selalu menyempatkan diri untuk berdialog dan memberikan masukan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Abang lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri, dapat disimpulkan bahwa waktu yang dimiliki pendamping PKH tidak cukup untuk memantau secara rinci kebutuhan dan pengeluaran setiap KPM. Fokus utama pendamping adalah pada verifikasi kewajiban KPM, namun melalui pertemuan P2K2 dan kunjungan rumah, pendamping tetap berperan sebagai fasilitator dan motivator dengan memberikan dialog serta masukan tentang pengelolaan keuangan keluarga.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni cukup dak bik kunjungan pendamping mendengokan masalah kebutuhan ekonomi keluarga bibik?” (Selama ini, apakah waktu kunjungan pendamping cukup untuk mendengarkan kebutuhan ekonomi keluarga Bibik?). Beliau menjawab “Sangat cukup malahan, sekarang aje berkat bantuan PKH desa ni same bantuan pengarahan dari pendamping PKH bibik bisa bukak warung untuk bantu ekonomi keluarga bibik” (Sangat cukup, adanya bantuan PKH dari desa dan pendampingan dari pendamping PKH membantu bibik mengelola bantuan sehingga membuka usaha di rumah dan membantu meningkatan ekonomi keluarga bibik).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi, dapat disimpulkan bahwa waktu kunjungan pendamping PKH dianggap sangat cukup untuk mendengarkan dan membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Bantuan PKH dan pendampingan yang diberikan telah membantu Bibik mengelola bantuan sehingga dapat membuka usaha di rumah, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarganya.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah tidak pendamping PKH menerangkan atau memberi saran untuk mengatur keuangan keluarga akak atau untuk meningkatkan penghasilan?” (Apakah pernah ada pendamping PKH yang menjelaskan atau memberikan saran untuk membantu keluarga mengatur pengeluaran atau menambahkan penghasilan?). Beliau menjawab “Penah pendamping tu cakap duit bantuan ini digunekan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga terutama kite punye anak sekolah jangan sampai anak kite berenti tengah jalan tak sekolah sampai selesai trus kalau bisa buat usaha pakai duit bantuan ini bio kalau kite tak dapat PKH lagi ade pengahsilan keluarga kite tak begantung same bantuan aje” (Pernah di jelaskan pendamping bahwa bantuan PKH ini di gunakan untuk kebutuhan ekonomi termasuk untu anak sekolah, utamakan anak sekolah sampai selesai jangan putus di tengah jalan, selain itu di sarankan untuk membuka usaha untuk meningkatkan penghasilan ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan ini saja).
Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH pernah memberikan penjelasan dan saran terkait penggunaan bantuan. Pendamping menekankan agar bantuan digunakan untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya pendidikan anak, serta mendorong penerima untuk membuka usaha agar penghasilan keluarga meningkat dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan PKH.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek dapat bantuan dari desa yang tujuannye membantu mengurangkan pengeluaran nenek?” (Apakah pernah ada bantuan atau dukungan dari pihak desa untuk membantu mengurangi pengeluaran atau penambahan penghasilan nenek?). Beliau menjawab “Mase covid dulu ade nenek dapat bantuan dari desa BLT setelah covid tak penah lagi nenek dapat lagi de” (Waktu covid nenek pernah mendapatkan bantuan BLT dari desa, setelah covid selesai bantuan pun tidak penah nenek dapatkan lagi).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa Nenek pernah menerima bantuan dari desa berupa BLT selama masa pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, Nenek tidak lagi menerima bantuan atau dukungan yang bertujuan mengurangi pengeluaran atau menambah penghasilan.
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane komitmen perangkat desa untok membantu keluarga kurang mampu mengurangkan beban pengeluaran?” (Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam membantu keluarga kurang mampu mengurangi beban pengeluaran?). Beliau menjawab “Kami selaku perangkat desa ni berkomitmen untuk membantu keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan, dimane kami membantu proses administrasi atau pendaftarannye same dengan pendataan keluarga tersebut, same memastikan keluarga yang dibagi ni betol-betol layak atau tidak dapat bantuan” (Perangkat desa berkomitmen untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnya dengan cara membantu proses administrasi dan pendataan, serta memastikan apakah keluarga tersebut betul-betul layak atau tidak untuk di daftarkan sebagai penerima bantuan tersebut).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa memiliki komitmen yang tinggi dalam membantu keluarga kurang mampu mengurangi beban pengeluaran. Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan dalam proses administrasi dan pendaftaran berbagai program bantuan sosial, serta melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa keluarga yang didaftarkan memang layak menerima bantuan.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana pandangan Abang terhadap pentingnya program PKH dalam meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu?”. Beliau menjawab “Menurut abang, PKH sangat penting. Bantuan ini bukan sekadar uang, tetapi juga pemicu perubahan. Meskipun nominalnya terbatas, bantuan ini sangat membantu KPM memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya sekolah, transportasi ke puskesmas, dan gizi tambahan. Yang lebih penting, program ini mendorong KPM untuk berinvestasi pada masa depan anak-anak mereka, yang pada akhirnya bisa memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa program PKH dianggap sangat penting dalam meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu. Bantuan PKH tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku KPM dengan investasi pada masa depan anak-anak, sehingga berpotensi memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane bibik nengok perang program PKH ini dalam meringankan beban hidup keluarga bibik?” (Bagaimana Bibik melihat peran program PKH ini dalam meringankan beban hidup keluarga?). Beliau menjawab “Menurut bibik pribadi bantuan ni betol-betol beperan penting untuk keluarga bibik, ape lagi bibik tak punye kebun, pengahasilan dari upah motong getah tanah orang, anak bibik masih ade sekolah, adenye bantuan ni meringankan beban hidup keluarga bibik, alhamdulilahnye sampai bibik bisa bukak warung di umah dan nambah penghasilan keluarga bibik” (Menurut bibik pribadi, bantuan ini sangat berperan penting bagi keluarga bibik. Apalagi bibik tidak memiliki kebun, penghasilan hanya berasal dari upah menoreh getah di lahan orang lain, dan anak-anak saya masih bersekolah. Adanya bantuan ini sangat meringankan beban hidup keluarga saya. Alhamdulillah, berkat bantuan ini bibik bahkan bisa membuka warung di rumah sehingga dapat menambah penghasilan keluarga).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa program PKH memiliki peran penting dalam meringankan beban hidup keluarga. Bantuan ini sangat membantu keluarga yang memiliki keterbatasan penghasilan, seperti hanya bergantung pada upah harian, sekaligus mendukung pendidikan anak-anak. Selain itu, bantuan PKH memungkinkan penerima manfaat untuk mengembangkan usaha kecil, sehingga menambah penghasilan keluarga.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni ade dak diadekan kegiatan atau diajak ikut kegiatan yang dibuat desa macam pelatihan untuk ibuk-ibuk bukak usaha atau kegiatan ngelola duit?” (Selama ini, apakah pernah diadakan kegiatan atau mengajak akak untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan desa, seperti pelatihan bagi ibu-ibu untuk membuka usaha atau kegiatan pengelolaan keuangan?). Beliau menjawab “Mungkin kalau kegiatan itu ade di buat desa tapi kalau di ajak ikut kegiatan dari desa tu belum penah lagi akak ngikut dan tak tau juge bile kegiatan tu di buat” (Mungkin saja kegiatan tersebut pernah diadakan oleh desa, tetapi akak sendiri belum pernah diajak untuk ikut serta dan juga tidak mengetahui kapan kegiatan itu dilaksanakan).
Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa meskipun desa mungkin pernah mengadakan kegiatan seperti pelatihan usaha atau pengelolaan keuangan, Kak Yeni sendiri belum pernah diundang untuk ikut serta dan tidak mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam jangkauan atau sosialisasi program desa kepada warga tertentu.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane gase nenek nengok keluarga kurang mampu kat desa ni di bantu dengan PKH, walaupon nenek belum penah dapat?” (Bagaimana perasaan Nenek melihat peran PKH dalam membantu keluarga lain yang kurang mampu di desa ini, walau nenek belum menerima bantuan PKH ini?). Beliau menjawab “Nenek suke nengok orang kurang mampu dapat bantuan lagi PKH ni temasuk tetangge nenek yang banyak anak abis tu rate-rate masih sekolah juge anak die tebantu lah ekonomi orang tu, tapi nenek kadang sedih ge bile lah nenek dapat, kite dah tue ni mane lah lagi kuat untuk bekeje untuk cari duit makan sehagi-hagi” (Nenek senang melihat orang yang kurang mampu mendapatkan bantuan, termasuk bantuan PKH ini, seperti tetangga nenek yang memiliki banyak anak dan sebagian besar masih bersekolah. Bantuan tersebut membantu perekonomian mereka. Namun, nenek kadang merasa sedih, kapan kiranya nenek sendiri bisa mendapat bantuan seperti itu. Nenek sudah tua, tidak lagi kuat untuk bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa beliau merasa senang melihat keluarga kurang mampu di desa mendapatkan bantuan PKH karena dapat meringankan beban ekonomi mereka, terutama bagi anak-anak yang masih bersekolah. Namun, Nenek juga merasa sedih karena dirinya sendiri belum pernah menerima bantuan, sementara keterbatasan fisik membuatnya sulit bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah alur pemerintahan desa ni mendukong dan memdudahkan masyarakat untuk nerime bantuan?" (Apakah proses birokrasi di desa ini sudah mendukung dan mempermudah masyarakat kurang mampu untuk mengakses bantuan ekonomi?). Beliau menjawab “Kami selaku perangkat desa selalu memaksimalkan untuk memudahkan masyarakat desa ni mendaftarkan apebile ade bantuan, macam membantu memasukkan datanye, persyaratannye ape aje same macam mane cara-cara untuk dapatkan bantuan sesuai dengan yang dibuat same orang dinas sosial, tapi kadang gara ade batas penerime abis tu ade persyaratan yang kurang lengkap tu yang buat beberape masyarakat tidak dapat bantuan” (Kami selaku perangkat desa selalu berupaya memaksimalkan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri apabila ada bantuan. Kami membantu memasukkan data, menyiapkan persyaratan, serta menjelaskan tata cara untuk mendapatkan bantuan sesuai ketentuan dari Dinas Sosial. Namun, terkadang karena adanya batas jumlah penerima bantuan atau persyaratan yang belum lengkap, beberapa masyarakat tidak dapat menerima bantuan tersebut).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa birokrasi di desa berupaya mendukung dan mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan ekonomi dengan membantu proses pendaftaran, persyaratan, dan tata cara sesuai ketentuan Dinas Sosial. Namun, keterbatasan jumlah penerima dan persyaratan yang tidak lengkap membuat sebagian masyarakat tetap belum dapat menerima bantuan.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah sistem birokrasi yang ada saat ini lebih banyak membantu mempercepat atau justru menghambat penyaluran bantuan kepada KPM sehingga tidak tepat waktu?”. Beliau menjawab “Secara umum, birokrasi saat ini sudah lebih baik dan membantu. Proses verifikasi data dan pencairan bantuan sudah semakin terstruktur. Namun, kadang masih ada tantangan, seperti data yang belum sinkron atau adanya kendala teknis. Dalam situasi seperti itu, tugas abang adalah membantu menjembatani masalah tersebut agar bantuan tetap bisa diterima KPM tepat waktu”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa sistem birokrasi saat ini secara umum sudah lebih baik dan mendukung penyaluran bantuan kepada KPM dengan proses verifikasi dan pencairan yang terstruktur. Namun, kendala seperti data yang belum sinkron atau masalah teknis masih terjadi, sehingga pendamping berperan penting untuk menjembatani agar bantuan tetap diterima tepat waktu.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame bibik dapat PKH pade mase pencairan bantuan penah tekendale atau tidak?” (Bagaimana pengalaman Bibik dalam mengikuti prosedur pencairan bantuan, apakah berjalan lancar?). Beliau menjawab “Alhamdulillah selame bibik dapat PKH tak penah lah ade kendale macam orang lain dana tak cair same sembako tak dapat sampai sekarang ni” (Alhamdulillah, selama ini bibik menerima PKH tidak pernah mengalami kendala seperti yang dialami orang lain, misalnya dana tidak cair atau sembako tidak diterima, hingga saat ini semua berjalan lancar).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa selama menerima bantuan PKH, beliau tidak pernah mengalami kendala dalam pencairan dana maupun penerimaan bantuan, sehingga proses penyaluran bantuan berlangsung lancar.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane menurut akak tentang penyaluran bantuan kat desa ni ape dah transparan atau belum ke seluruh masyarakat?” (Bagaimana menurut Akak mengenai transparansi dan alur penyaluran bantuan di desa bagi masyarakat kurang mampu?). Beliau menjawab “Kalau untuk trasnparan di desa ni yeh akak gase kurang kalau untuk ngasi info pasal bantuan, sedangkan akak aje dapat bantuan PKH ni di kasi tau laki akak dengo pas ade urusan aghi tu kat kantor desa, untuk mendaftar pun kadang tak tau bile mulai daftarnye ape aje syaratnye, entah akak sendiri aje mengase agaknye tak tau lah orang laen kan” (Kalau soal transparansi di desa ini, menurut kakak masih kurang, terutama dalam hal memberikan informasi tentang bantuan. Soalnya, waktu kakak dapat bantuan PKH pun, saya tahunya dari suami yang kebetulan tidak sengaja dengar saat ada urusan ke kantor desa. Untuk pendaftaran saja, kadang kakak tidak tahu kapan mulai dibuka dan apa saja persyaratannya. Tapi mungkin cuma kakak saja yang merasa begitu, kakak tidak tahu kalau orang lain gimana).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa transparansi penyaluran bantuan di desa masih kurang, terutama terkait informasi mengenai pendaftaran dan persyaratan bantuan. Kak Yeni sendiri mengetahui bantuan PKH secara tidak langsung melalui suaminya, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pengalaman nenek dulu pas cari tau pasal PKH atau pas nenek mencube nak ngajukan diri sebagai penerime bantuan?” (Bagaimana pengalaman Nenek ketika mencoba mencari tahu atau mendaftar dalam program bantuan ekonomi desa?). Beliau menjawab “Dulu tu tetangge nenek kan petame kali dapat PKH tu pas pulak nenek singgah umah die, die cakap bagu balek lagi kantor desa ngambek dapat bantuan dari desa, namenye bantuan PKH untuk keluarga yang punye anak sekolah, ibu hamel, lansia same disabilitas, dengo tetangge cakap gitu nenek pegi lah ke RT nak ngajukan diri ni katenye bisa ngajukan nenek tunggu tunggu tidak ade dikasi tau macam mane kelanjutannye, lat beberape bulan nenek ngajukan lagi same juge tak ade jawaban sampai dah ke 4 kalinye nenek ngajukan tak dapat juge nenek dah malas nak nanye ke RT lagi sebab tak ade hasil juge” (Dulu itu, tetangga nenek pertama kali dapat PKH, pas kebetulan nenek sedang mampir di rumahnya. Dia bilang baru saja dari pertemuan dikantor desa untuk mengambil bantuan, namanya bantuan PKH, katanya untuk keluarga yang punya anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Nah, dengar tetangga bilang begitu, nenek langsung pergi ke RT, mau mengajukan diri, katanya bisa mengajukan. Tapi setelah itu nenek tunggu-tunggu, tidak ada kabar bagaimana kelanjutannya. Setelah beberapa bulan, nenek ajukan lagi, tapi tetap juga tidak ada jawaban. Sampai sudah empat kali nenek mengajukan, tidak dapat juga. Akhirnya nenek malas mau tanya-tanya lagi ke RT, soalnya tidak ada hasil juga).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa pengalaman beliau dalam mencoba mendaftar sebagai penerima bantuan PKH kurang memuaskan. Meskipun telah beberapa kali mengajukan permohonan melalui RT, Nenek tidak mendapatkan informasi lanjutan maupun kepastian penerimaan bantuan, sehingga akhirnya merasa frustrasi dan enggan mengajukan lagi.
3. Menciptakan Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
a. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Sosialisasi macam mane yang di buat perangkat desa untuk membantu masyarakat khususnye KPM untuk mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih mandiri?” (Bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mendorong masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, agar mampu menjalani pola hidup yang lebih mandiri?). Beliau menjawab “Untuk sosialisasi yang membantu kemandirian masyarakat tu ade macam pelatihan UMKM untuk masyarakat pelatihan kerja tapi untuk anak muda, kalau untuk KPM belum ade desa buat sosialisasi atau pelatihan itu, ini jadi saran juge buat desa untuk membuat kegiatan yang tetuju untuk KPM kedepannye” (Untuk sosialisasi yang berkaitan dengan kemandirian masyarakat, memang sudah pernah ada kegiatan seperti pelatihan UMKM dan pelatihan kerja, tetapi itu lebih ditujukan kepada kalangan pemuda atau masyarakat umum. Sedangkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH secara khusus, hingga saat ini desa belum pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan yang secara langsung ditujukan untuk mendorong kemandirian mereka. Namun kami menyadari hal ini penting dan ke depannya akan kami usulkan agar ada kegiatan yang lebih terfokus kepada KPM).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa desa telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait kemandirian, seperti pelatihan UMKM dan pelatihan kerja, namun kegiatan tersebut lebih ditujukan untuk pemuda atau masyarakat umum. Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH secara khusus, belum ada sosialisasi atau pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kemandirian, sehingga ke depan desa berencana mengusulkan kegiatan yang lebih terarah bagi KPM.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Kalau KPM belum juga menunjukkan perubahan ke arah hidup mandiri, bagaimana cara Abang berkomunikasi supaya mereka bisa paham pentingnya kemandirian?”. Beliau menjawab “Abang menggunakan pendekatan empatik. Pertama, abang mencoba mencari tahu apa penyebab KPM sulit berubah, apakah karena masalah ekonomi, sosial, atau kurangnya motivasi. Setelah itu, abang akan memberikan motivasi dengan cerita-cerita sukses KPM lain yang sudah mandiri. Abang juga melibatkan tokoh masyarakat atau KPM yang sudah lebih dulu mandiri untuk berbagi pengalaman. Komunikasi yang abang bangun lebih seperti teman yang memberikan dukungan, bukan atasan yang memberikan perintah”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan untuk mendorong KPM menuju kemandirian bersifat empatik. Pendamping terlebih dahulu memahami hambatan yang dihadapi KPM, kemudian memberikan motivasi melalui cerita sukses KPM lain serta melibatkan tokoh masyarakat atau KPM yang sudah mandiri, sehingga komunikasi berlangsung sebagai dukungan persahabatan, bukan perintah.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade tak bik orang yang nyampaikan tentang pentingnye tidak selalu begantung same bantuan ape lagi kan bantuan ni tak bersifat permanen?” (Ada tidak yang pernah menyampaikan ke Bibik soal pentingnya mengubah kebiasaan supaya bisa lebih mandiri?). Beliau menjawab “Ade biase yang ngasi tau pendamping PKH selalu ngigatkan bantuan PKH ni tak selamenye kite dapat, ade masenye besok bantuan kite kene cabut atau bantuan ni di hapuskan same kementrian jadi di sarankan KPM belajo mengelola duit bantuan ni bisa membantu menghasilkan duit kalaupun kite tak dapat lagi kedepannye” (Ada, biasanya yang menyampaikan itu pendamping PKH. Mereka selalu mengingatkan bahwa bantuan PKH ini tidak selamanya kita terima. Suatu saat nanti bantuan bisa dicabut atau dihapus oleh kementerian. Jadi, KPM disarankan untuk belajar mengelola bantuan ini agar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, supaya kalau ke depannya kita tidak lagi menerima bantuan, kita tetap bisa bertahan).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH secara rutin mengingatkan KPM bahwa bantuan bersifat sementara. KPM didorong untuk belajar mengelola dana bantuan agar dapat menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga tetap mampu mandiri ketika bantuan dihentikan
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak ade dak di kasi tau same pihak desa atau pendamping PKH sape aje yang berhak dapat PKH?” (Menurut Kakak apakah ada informasi atau komunikasi dari pihak desa atau pendamping soal siapa saja yang sebenarnya berhak menerima PKH?). Beliau menjawab “Dari pihak desa belum penah lah akak dapat info sape aje yang berhak dapat atau jenis keluarga yang macam mane di kategorikan layak untuk menerime, pas akak dah di bagikan kelompok di buat pertemuan kelompok bagu lah ade pendamping PKH yang menjelaskan kalau yang dapat bantuan PKH ini wajib memiliki salah satu komponen pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas” (Dari pihak desa, akak belum pernah menerima informasi tentang siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan atau seperti apa kriteria keluarga yang dianggap layak untuk menerima. Setelah akak dimasukkan ke dalam kelompok dan diadakan pertemuan kelompok, barulah ada pendamping PKH yang menjelaskan bahwa penerima bantuan PKH wajib memiliki salah satu komponen seperti pendidikan, kesehatan, lansia, atau penyandang disabilitas).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa pihak desa belum memberikan informasi mengenai kriteria keluarga yang berhak menerima PKH. Penjelasan mengenai syarat penerima baru diperoleh Kak Yeni melalui pendamping PKH saat mengikuti pertemuan kelompok, yaitu keluarga harus memiliki salah satu komponen pendidikan, kesehatan, lansia, atau penyandang disabilitas
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek kalau desa tu adekan kegiatan pelatihan keje, cara bukak usaha, same membimbing keluarga mengelola keuangan atau menambah penghasilan tu penting tidak?” (Menurut Nenek kalau ada program seperti pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, atau bimbingan supaya keluarga bisa mandiri itu penting tidak?). Beliau menjawab “Penting betul malahan ape lagi nenek sebagai lansia ni kadang tak kuat nak keje berat, tak tau juge keje yang suai untuk nenek sebagai lansia ni ape, kalau ade pelatihan keje dengan tujuan menambah penghasilan membuat masyarakat tak berharap pade bantuan terus sebab dah tau jalan untuk menambah penghasilan sendiri macam mane” (Penting sekali, apalagi Nenek sebagai lansia kadang sudah tidak kuat lagi untuk bekerja berat. Nenek juga tidak tahu pekerjaan seperti apa yang cocok untuk lansia seperti Nenek. Kalau ada pelatihan kerja dengan tujuan menambah penghasilan, itu sangat membantu, karena masyarakat jadi tidak terus-menerus berharap pada bantuan. Mereka jadi tahu bagaimana cara menambah penghasilan sendiri).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, dan bimbingan pengelolaan keuangan sangat penting, terutama bagi lansia. Program semacam ini membantu masyarakat menambah penghasilan sendiri, sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah desa punye fasilitas yang cukup untuk mendukung pembinaan atau pelatihan keje macam tempat pelatihan, alat-alat untuk pelatihan dan segale jenis barang yang mau digunekan untuk pelatihan?” (Apakah desa memiliki fasilitas yang memadai, seperti balai pelatihan, sarana usaha, tempat pelatihan keterampilan, atau akses internet, untuk mendukung pembinaan warga agar lebih mandiri secara ekonomi?). Beliau menjawab “Fasilitas macam ruangan untuk sosialisasi pelatihan keje ade, biasenye kalau ade pelatihan keje gitu perangkat desa mengundang beberape masyarakat lebih dominan di undang tu pemuda pemudi desa sebab peluang untuk bekeje lebih beso, dan sistem pelatihan keje nye berupe penjelasan, di berikan contoh langsung same yang di undang buat jadi pemateri dalam sosialisasi tersebut, selame ni belum ade dibuat praktek langsung untuk masyarakat, mungkin kedepannye bakal di sediekan fasilitas berupe sarana dan prasarana bio masyarakat mudah mempraktekkan langsung” (Fasilitas seperti ruangan untuk sosialisasi atau pelatihan kerja memang sudah ada. Biasanya, kalau ada pelatihan kerja, perangkat desa akan mengundang beberapa warga, dan yang lebih sering diundang adalah para pemuda dan pemudi desa karena peluang kerja mereka dinilai lebih besar. Sistem pelatihan kerja yang ada selama ini masih berupa penjelasan dan pemberian contoh langsung oleh narasumber atau pemateri yang diundang dalam sosialisasi tersebut. Sampai saat ini, belum pernah ada pelatihan yang disertai dengan praktik langsung oleh masyarakat. Mungkin kedepannya akan disediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana agar masyarakat bisa lebih mudah melakukan praktik secara langsung).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki fasilitas dasar untuk sosialisasi dan pelatihan kerja, seperti ruangan dan narasumber. Namun, pelatihan selama ini lebih banyak bersifat penjelasan dan contoh langsung, terutama bagi pemuda, dan belum mencakup praktik langsung bagi masyarakat umum. Ke depan, desa berencana menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat mempraktikkan keterampilan secara langsung.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, fasilitas seperti ruang pertemuan, modul pelatihan, atau alat bantu lain cukup tersedia nggak untuk mendukung perubahan perilaku KPM?”. Beliau menjawab “Fasilitas yang tersedia cukup memadai, terutama modul P2K2 yang sudah terstruktur dengan baik. Namun, ketersediaan ruang pertemuan yang layak terkadang menjadi tantangan. Beberapa pertemuan terpaksa dilakukan di rumah KPM secara bergantian. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak menghalangi niat untuk memberikan materi edukasi”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa fasilitas untuk mendukung perubahan perilaku KPM, seperti modul P2K2, sudah cukup memadai. Namun, ketersediaan ruang pertemuan yang layak masih terbatas, sehingga beberapa pertemuan terpaksa dilakukan di rumah KPM. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak menghalangi penyampaian materi edukasi kepada KPM.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dapat fasilitas macam pelatihan, pertemuan kelompok atau perlengkapan untuk bukak usaha dari program PKH?” (Apakah Bibik pernah dapat fasilitas seperti pelatihan, pertemuan kelompok, atau bantuan alat usaha dari program PKH?). Beliau menjawab “Penah dapat sejenis penjelasan gitu setiap kali pertemuan kelompok KPM macam mane cara yang betol memulai usaha untuk menambah pendapatan dan di kasi penjelasan kemudahan kalau kite punye usaha dapat membantu ekonomi keluarga” (Pernah mendapat penjelasan seperti itu setiap kali ada pertemuan kelompok KPM, tentang bagaimana cara yang benar untuk memulai usaha guna menambah pendapatan. Juga dijelaskan bahwa memiliki usaha sendiri bisa memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan ekonomi keluarga).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa beliau pernah mendapatkan penjelasan melalui pertemuan kelompok KPM mengenai cara memulai usaha untuk menambah pendapatan. Materi ini juga menekankan bahwa memiliki usaha sendiri dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Kat desa ni ade dak tempat maupun kegiatan macam pelatihan keje atau sosialisasi gitu kak untuk masyarakat?” (Apakah di desa ini ada tempat atau kegiatan yang mendukung kemandirian warga, seperti pelatihan atau sosialisasi usaha kecil?). Beliau menjawab “Mungkin ade yeh pelatihan keje yang di buat kat desa ni, akak juge kurang tau sebab akak tak penah ikut ape lagi di ajak untuk kegiatan macam gitu” (Mungkin memang ada pelatihan kerja yang diadakan di desa ini, tapi akak kurang tahu karena akak belum pernah ikut, apalagi diundang untuk kegiatan seperti itu).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa meskipun desa mungkin mengadakan pelatihan atau sosialisasi untuk mendukung kemandirian warga, Kak Yeni sendiri tidak mengetahui dan belum pernah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek dengo atau ikut kegiatan yang di adekan desa macam pelatihan keje sejenis UMKM dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga gitu nek?” (Apakah dari desa pernah ada kegiatan atau fasilitas untuk bantu masyarakat jadi lebih mandiri atau bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga?). Beliau menjawab “Belum penah nenek dengo de, sebab nenek ni tak pernah keluo beno jadi kalau ade kegiatan pelatihan keje mungkin desa ngajak orang-orang yang masih mude sebab nenek ni dah tue takkan nak di ajak kegiatan macam gitu” (Nenek belum pernah dengar soal itu, soalnya Nenek jarang sekali keluar rumah. Jadi kalau memang ada kegiatan pelatihan kerja, mungkin desa lebih mengajak orang-orang yang masih muda, karena Nenek sudah tua, rasanya tidak mungkin diajak ikut kegiatan seperti itu).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa beliau belum pernah mengetahui atau mengikuti kegiatan pelatihan kerja atau UMKM yang diselenggarakan desa. Hal ini kemungkinan karena kegiatan tersebut lebih ditujukan kepada warga muda, sedangkan Nenek yang sudah lanjut usia jarang keluar rumah.
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut bapak seberape penting di adekan kegitan yang betujuan untuk kemandirian masyarakat secara ekonomi?” (Menurut Bapak seberapa penting membina masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan perilaku?). Beliau menjawab “Sangat penting, adenye pembinaan atau sejenis kegiatan dengan tujuan untuk membantu masyarakat tidak bergantung pade bantuan serta dapat membantu menguragi bahkan menambah pendapat keluarga” (Sangat penting adanya pembinaan atau kegiatan sejenis yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan, serta dapat membantu mengurangi beban dan bahkan menambah pendapatan keluarga).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa pembinaan atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi sangat penting. Kegiatan tersebut membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada bantuan dan dapat menambah pendapatan keluarga.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apa yang menjadi motivasi Abang dalam membantu mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM?”. Beliau menjawab “Motivasi utama abang adalah melihat KPM bisa mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan. Abang ingin mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Melalui pertemuan P2K2, abang terus memberikan edukasi dan motivasi, seperti pentingnya menabung, memulai usaha kecil, dan mengelola keuangan keluarga. Abang percaya setiap KPM memiliki potensi, dan tugas abang adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkannya”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa motivasi utamanya adalah membantu KPM menjadi mandiri dan keluar dari kemiskinan. Ia mendorong perubahan perilaku melalui edukasi dan motivasi tentang menabung, memulai usaha kecil, serta mengelola keuangan keluarga, dengan tujuan agar KPM tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan: 
“Pas pendamping PKH menjelaskan ke bibik untuk tidak begantong terus same bantuan dan mencube bukak usaha sendiri ape tanggapan bibik?” (Apa tanggapan Bibik terhadap ajakan pendamping untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan?). Beliau menjawab “Suke betol bibik dapat saran suruh bukak usaha sebab bibik tak ade penghasilan lain selain upah motong getah tanah orang, dapat je bantuan ni membantu anak bibik sekolah abis tu bantukan bukak usaha betol-betol bersyukor bibik, alhamdulillahnye usaha warung bibik buat laris terus tiap hari” (Bibik sangat senang sekali ketika mendapat saran untuk membuka usaha, karena bibik tidak punya penghasilan lain selain dari upah menyadap getah di tanah milik orang. Begitu menerima bantuan ini, sangat membantu untuk biaya sekolah anak-anak bibik, dan juga untuk membuka usaha. Bibik benar-benar bersyukur, alhamdulillah sekarang warung yang bibik jalankan laris setiap hari).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa beliau sangat menghargai saran pendamping PKH untuk membuka usaha agar tidak selalu bergantung pada bantuan. Bantuan yang diterima tidak hanya membantu biaya sekolah anak, tetapi juga memungkinkan Bibik membuka usaha warung yang kini berjalan lancar dan meningkatkan penghasilan keluarga.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pendapat akak menilai peran desa dalam membantu KPM membina kemandirian yang dapat bantuan PKH ini?” (Bagaimana Akak melihat peran desa dalam membina kemandirian untuk KPM program PKH?). Beliau menjawab “Selame akak dapat bantuan PKH dari desa belum penah ade yang ikut kegiatan bertujuan untuk kemandirian KPM, jadi akak tak tau nak menilainye macam mane” (Selama akak menerima bantuan PKH dari desa, belum pernah ada kegiatan yang ditujukan untuk kemandirian KPM. Jadi, akak tidak tahu bagaimana cara menilainya).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa beliau belum pernah mengikuti kegiatan yang ditujukan untuk membina kemandirian KPM, sehingga tidak dapat menilai peran desa dalam hal tersebut.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni nek ade dak dari desa tu membantu nenek untuk membantu mandiri melalui bantuan atau pelatihan maupun kegiatan yang bertujuan untuk menambah pendapatan dan mengurangi beban hidup nenek?” (Menurut Nenek, apakah ada harapan atau dorongan agar bisa lebih mandiri dari pihak desa?). Beliau menjawab “Belum penah pulak ade dukungan dari desa untuk membantu lebih mandiri same mengurangi beban kehidupan nenek maupun menambah penghasilan” (Belum pernah ada dukungan dari desa untuk membantu nenek menjadi lebih mandiri, mengurangi beban hidup, ataupun menambah penghasilan).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa beliau belum pernah menerima dukungan dari desa yang bertujuan meningkatkan kemandirian, mengurangi beban hidup, maupun menambah penghasilan keluarga.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Kebijakan seperti ape yang desa berikan untuk membantu KPM mendorong kemandirian?” (Bagaimana regulasi atau kebijakan di tingkat desa membantu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat?). Beliau menjawab “Terus terang belum ade kegiatan pelatihan khusu untuk KPM di buat same desa, PKH ini memang dah lumayan bagus di desa ni tapi belum ade di buat untuk kegiatan kemandirian khusus KPM, kedepannye mungkin bakal kami adekan kegiatan yang macam gitu, bio masyarakat tidak begantung same bantuan yang diberikan dari desa aje” (Terus terang, sampai saat ini desa kami belum memiliki aturan khusus yang secara langsung mengarah pada upaya meningkatkan kemandirian KPM. Program PKH memang sudah berjalan dengan baik, namun belum didukung oleh kegiatan dari desa yang bisa membantu keluarga penerima untuk memperkuat kondisi ekonominya. Ke depan, kami berencana untuk memasukkan program pemberdayaan KPM ke dalam agenda pembangunan desa, agar bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat mendorong terciptanya kemandirian).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa saat ini desa belum memiliki kebijakan atau kegiatan khusus yang secara langsung mendorong kemandirian KPM. Meskipun program PKH sudah berjalan, desa berencana ke depan menyelenggarakan program pemberdayaan untuk membantu KPM lebih mandiri secara ekonomi.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah ada aturan atau prosedur khusus yang mendukung Abang dalam membina KPM menjadi lebih mandiri?”. Beliau menjawab “Ya. Program PKH memiliki modul P2K2 yang menjadi panduan utama abang dalam membina KPM. Modul ini mencakup berbagai topik, seperti pengelolaan keuangan, kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan anak. Dengan modul ini, abang memiliki panduan yang jelas untuk memberikan materi edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga secara menyeluruh”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa program PKH menyediakan modul P2K2 sebagai panduan utama dalam membina KPM. Modul ini mencakup pengelolaan keuangan, kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan anak, sehingga memudahkan pendamping memberikan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas keluarga secara menyeluruh.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak dari desa meberikan pembinaan untuk bibik dalam mengelola usaha bibik atau sebelum bibik buat usaha?” (Apakah Bibik merasa ada pendampingan atau pembinaan dari desa untuk mendorong kemandirian keluarga?). Beliau menjawab “Belum pernah lah desa memberi pelatihan atau pembinaan untuk bukak usaha maupun dah bukak, kalau mintak saran biase bibik tanye same pendamping PKH aje pade saat pertemuan kelompok” (Belum pernah desa memberikan pelatihan atau pembinaan, baik untuk memulai usaha maupun bagi yang sudah memiliki usaha. Kalau ingin meminta saran, biasanya Bibik hanya bertanya kepada pendamping PKH saat pertemuan kelompok).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa desa belum pernah memberikan pelatihan atau pembinaan terkait usaha, baik sebelum maupun setelah usaha dimulai. Jika membutuhkan saran, Bibik biasanya hanya berkonsultasi dengan pendamping PKH saat pertemuan kelompok.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak dari desa menyediekan waktu untuk KPM mengembangkan kemandiriaan?” (Menurut Akak, apakah sistem yang ada di desa memberikan ruang bagi kpm untuk mengembangkan kemandirian?). Beliau menjawab “Gase akak sistem kat desa ni belum ade lagi yang membantu KPM untuk di adekan pelatihan atau pembinaan supaye bisa mandiri dan buat usaha sendiri, biasenye yang ngasi saran pendamping PKH untuk mulai usaha, harapan akak kedepannye desa ni mendukung KPM untuk berikan pelatihan khusus supeye KPM tidak begantung same bantaun terus” (Menurut akak, saat ini sudah mulai terbuka peluang bagi masyarakat untuk mandiri, meskipun masih belum optimal. Pendamping PKH sesekali memberikan arahan agar bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha kecil. Namun, dari pihak desa sendiri belum ada pelatihan atau dukungan langsung terkait usaha khusunya untuk KPM. Harapannya, ke depan ada program dari desa yang bisa membantu KPM mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa saat ini desa belum menyediakan pelatihan atau dukungan langsung bagi KPM untuk mengembangkan kemandirian dan usaha sendiri. Pendamping PKH memberikan arahan sesekali, namun harapannya ke depan desa dapat menyelenggarakan program yang mendorong KPM tidak selalu bergantung pada bantuan.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dengo pihak desa mendukung masyarakat supaye lebih mandirir melalui pelatihan?” (Apakah ada dukungan dari pihak desa dalam mendorong kemandirian walau belum terdaftar sebagai penerima PKH?). Beliau menjawab “Nenek tak penah dengo ape lagi tau ade tidak kegiatan pelatihan untuk kemandirian dan sebagainye baik untuk masyarakat ataupon KPM” (Nenek belum pernah dengar, jadi tidak tahu apakah ada kegiatan pelatihan untuk kemandirian dan sebagainya, baik untuk masyarakat umum maupun untuk KPM).


Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa beliau belum pernah mendengar atau mengetahui adanya dukungan atau kegiatan pelatihan dari desa untuk mendorong kemandirian, baik bagi masyarakat umum maupun bagi KPM.
4. Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
a. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Dalam forum desa penah tidak bapak menyampaikan tentang peran PKH membantu masyarakat mengurangkan angka kemiskinan?” (Dalam forum desa, bagaimana Bapak biasanya menyampaikan peran PKH dalam membantu mengurangi angka kemiskinan kepada masyarakat?). Beliau menjawab “Khusus untuk forum desa yang menjelaskan pasal bantuan PKH tu belum ade, biasenye yang menyampaikan peran dan cara memanfaatkan bantuan PKH tu dijelaskan oleh pendamping PKH langsung disetiap pertemuan kelompok di umah KPM, jadi bapak jarang menjelaskan tentang peran PKH tu, kalau pun ade rapat musyawarah lain didesa kadang bapak jelaskan juge sikit tentang PKH ni” (Kalau khusus forum desa untuk PKH belum pernah ada. Biasanya yang melakukan pertemuan adalah pendamping PKH langsung dengan KPM di rumah mereka atau di rumah salah satu anggota kelompok. Jadi bapak jarang menyampaikan peran PKH di forum desa, apabila ada kegiatan desa yang relevan, saya biasanya menyampaikan sedikit informasi mengenai PKH).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa peran PKH dalam mengurangi kemiskinan biasanya disampaikan langsung oleh pendamping PKH kepada KPM dalam pertemuan kelompok di rumah KPM. Kepala Desa jarang membahas PKH dalam forum desa, dan hanya memberikan penjelasan singkat jika ada kegiatan desa yang relevan.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana Abang mengomunikasikan bahwa PKH adalah bagian dari upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan?”. Beliau menjawab “Abang menjelaskan PKH sebagai salah satu dari banyak program pemerintah lainnya. Abang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki visi besar untuk mengurangi kemiskinan dan PKH adalah salah satu caranya. Abang juga sering mengaitkan PKH dengan program lain, misalnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), agar mereka paham bahwa ini adalah paket bantuan terpadu”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH, dapat disimpulkan bahwa beliau menjelaskan PKH sebagai salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. PKH juga dikaitkan dengan program lain seperti BPNT dan KIS agar KPM memahami bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari paket bantuan terpadu.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Bibik penah dengo dari desa atau dari pendamping PKH dak alasan kenape PKH ni diberikan?” (Apa yang Bibik dengar dari pendamping atau aparat desa soal alasan kenapa PKH diberikan?). Beliau menjawab “Dari desa belum penah dengo lagi tapi kalau pendamping penah nyakap kalau PKH ni program lagi pemerintah untuk mengurangkan angka kemiskinan termasuk di desa mesim ni, jadi bagi masyarakat yang dah dapat bantuan PKH di usahakan dapat membantu menambah pendapatan keluarga dan mengurangkan beban keluarga” (Dari pihak desa belum pernah bibik dengar lagi, tapi kalau dari pendamping pernah mengatakan bahwa PKH ini adalah program dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk di Desa Mesim ini. Jadi, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan PKH, diharapkan dapat berusaha menambah pendapatan keluarga dan mengurangi beban keluarga).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM, dapat disimpulkan bahwa beliau belum pernah mendapat penjelasan dari pihak desa mengenai alasan pemberian PKH. Namun, pendamping PKH menjelaskan bahwa PKH merupakan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, dengan tujuan membantu penerima menambah pendapatan keluarga dan mengurangi beban ekonomi.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Kalau ditengok kondisi sekarang lah kak, menurut akak macam mane cara adil supaye bantuan PKH ni tepat sasaran?”  (Kalau lihat kondisi sekarang, menurut akak gimana cara paling adil supaya bantuan kayak PKH ini bisa tepat sasaran?). Beliau menjawab “Menurut akak cara paling adil tu orang desa ikut dalam melihat dan menilai masyarakat yang akan jadi calon penerime bantuan PKH ni kalau nunggu pendamping aje tak tejangkau satu desa ni, ape lagi desa kite lumayan beso pendamping PKH nye 1 abis tu orang luo desa yang menjadi pendamping, kadang ade umah yang pelosok tak tejangkau bahkan pendamping tak tau harusnye orang tu dapat tapi gara tak tejangkau jadi tak dapatkan sian juge” (Menurut akak, cara yang paling adil adalah melibatkan orang desa dalam melihat dan menilai masyarakat yang akan menjadi calon penerima bantuan PKH. Kalau hanya mengandalkan pendamping saja, tidak akan terjangkau seluruh desa kita, apalagi desa kita cukup besar. Pendamping PKH hanya satu orang dan berasal dari luar desa. Kadang ada rumah yang letaknya di pelosok sehingga tidak terjangkau, bahkan pendamping tidak tahu. Seharusnya orang tersebut layak mendapat bantuan, tapi gara-gara tidak terjangkau jadi tidak dapat kasihan juga).  

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau cara paling adil agar PKH tepat sasaran adalah dengan melibatkan warga desa dalam menilai calon penerima. Mengandalkan pendamping saja kurang efektif, terutama di desa yang luas dan memiliki rumah-rumah di pelosok yang sulit dijangkau.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek ngape masyarakat yang harusnye layak dapat bantuan PKH tapi malah tak tedaftar? Ape penyebabnye data atau infonye tak sampai ke pendamping?” (Menurut Nenek, kenapa ada warga yang layak tapi belum terdaftar? Apakah karena data, atau informasi belum sampai?). Beliau menjawab “Entah yeh nenek juge tak tau kalau dikatekan data nenek ngajukan ke RT pasti lah RT ngasi tau desa dan data nenek ade kat desa takkan tak ade, kalau info tak sampai mungkin juge sebab tak penah nampak pendamping PKH lewat umah nenek atau pun datang untuk nanye-nanye pun tak ade, entah sebab umah nenek jauh masuk dalam utan ni mungkin jadi tak sampai ke sini pendamping PKH nye” (Entah ya, nenek juga tidak tahu. Kalau dibilang data nenek diajukan ke RT, pasti RT memberitahu desa dan data nenek ada di desa, masa iya tidak ada. Kalau informasinya tidak sampai, mungkin juga karena tidak pernah melihat pendamping PKH lewat rumah nenek atau pun datang untuk bertanya-tanya. Mungkin karena rumah nenek jauh masuk ke dalam hutan, jadi pendamping PKH tidak sampai ke sini).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, dapat disimpulkan bahwa alasan beberapa warga layak belum terdaftar sebagai penerima PKH kemungkinan karena keterbatasan jangkauan pendamping, terutama bagi rumah yang jauh atau sulit diakses. Meskipun data sudah disampaikan melalui RT ke desa, informasi atau kunjungan pendamping ke rumah-rumah tersebut terkadang tidak sampai.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut bapak pendamping PKH ni dah cukup belum untuk menjangkau masyarakat kuang mampu di setiap dusun?” (Apakah menurut Bapak tenaga pendamping PKH sudah cukup merata dalam menjangkau warga kurang mampu di semua dusun?). Beliau menjawab “Kalau menurut bapak yeh masih kuang cukup sebab untuk setiap dusun setidaknye ade 1 orang pendamping yang mendampingi bagu bisa menjelajahi sampai tuntas masyarakat yang kuang mampu, tapi macam mane lah itu semue dah keputusan dari dinas sosial tak mungkin kite nak membantah kan” (Kalau menurut bapak, itu masih kurang cukup, karena untuk setiap dusun setidaknya ada 1 orang pendamping agar bisa menjangkau sampai tuntas masyarakat yang kurang mampu. Tapi bagaimana lagi, semua itu sudah menjadi keputusan dari Dinas Sosial, tidak mungkin kita membantahnya).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau jumlah pendamping PKH saat ini masih kurang. Idealnya, setiap dusun memiliki minimal satu pendamping agar seluruh masyarakat kurang mampu dapat dijangkau, namun hal ini bergantung pada kebijakan Dinas Sosial.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah Abang merasa tim pelaksana di lapangan memiliki kapasitas dan jumlah yang memadai untuk menjangkau seluruh KPM secara merata?”. Beliau menjawab “Ini adalah tantangan besar yang Abang hadapi di lapangan. Jumlah pendamping saat ini belum ideal dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus Abang dampingi, dengan rasio 1 pendamping untuk 250–300 KK. Kondisi ini membuat Abang harus bekerja ekstra keras agar tidak ada KPM yang terlewat. Meski jumlah pendamping terbatas, Abang selalu berupaya menjangkau seluruh KPM secara merata melalui berbagai strategi, seperti menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi cepat melalui aplikasi atau grup WhatsApp, berkoordinasi dengan perangkat desa seperti kepala desa, ketua RT/RW, melakukan pendampingan berkelompok lewat pertemuan bulanan untuk penyampaian materi dan verifikasi data secara kolektif, serta menerapkan skala prioritas pada KPM yang paling membutuhkan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas sambil tetap menjaga komunikasi dengan lainnya. Abang juga terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis dari Kementerian Sosial agar tidak hanya mendampingi, tetapi juga memberdayakan KPM untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan. Meski tantangan jumlah masih ada, komitmen Abang sebagai pendamping PKH tetap kuat untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan KPM”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri, dapat disimpulkan bahwa jumlah pendamping PKH saat ini belum memadai untuk menjangkau seluruh KPM secara merata, dengan rasio 1 pendamping untuk 250–300 KK. Meski demikian, pendamping tetap berupaya maksimal melalui koordinasi dengan perangkat desa, pertemuan kelompok, pemanfaatan teknologi, prioritas KPM yang paling membutuhkan, serta peningkatan kapasitas diri agar pelayanan tetap optimal dan KPM dapat diberdayakan menuju kemandirian.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik jumlah pendamping yang datang cukup dak untuk membantu semue KPM yang membutuhkan?” (Menurut Bibik, apakah jumlah pendamping yang datang cukup untuk membantu semua KPM yang membutuhkan?). Beliau menjawab “Gase bibik tak cukup de, sebab banyak KPM nak di layak pendamping 1 orang macam tak cukup kaki tangan lain nak mendengokan keluhan KPM lain nak menengok langsung keadaan umah KPM satu-satu” (Rasanya, menurut bibik, tidak cukup, karena banyak KPM yang harus dilayani. Pendamping hanya satu orang, sepertinya tidak cukup tenaga. Ada yang harus mendengarkan keluhan KPM, ada juga yang harus melihat langsung keadaan rumah KPM satu per satu).

Menurut Bibik Budi, jumlah pendamping PKH yang ada saat ini dirasa kurang, karena satu pendamping tidak cukup untuk melayani semua KPM, termasuk menampung keluhan dan memantau kondisi rumah masing-masing KPM secara menyeluruh.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase akak pendamping PKH ni telalu siket atau kurang untuk menjangkau semue masyarakat secara merate?” (Apakah menurut akak tenaga yang ada terlalu sedikit atau kurang menjangkau semua warga secara merata?). Beliau menjawab “Kurang sih menurut akak sebab kan dusun kite ade 4 setiap dusun tu tak siket pulak masyarakat de ape lagi banyak masuk dalam umahnye, nak dijelajah sampai ke dalam tu lame siap, sedangkan pendamping PKH ni asal 2/3 taun je dah ganti orang jadi tak sampai merate menjangkau masyarakat untuk dapat bantuan tu, dari pihak desa pun harusnye ikut turun dalam membantun pendamping jadi mempermudah pendamping kan untuk menilai langsung dan nengok kondisi masyarakat tu langsung” (Kurang sih menurut akak, soalnya dusun kita ada 4, dan setiap dusun itu warganya tidak sedikit, apalagi banyak yang rumahnya jauh di dalam. Untuk menjangkau sampai ke dalam itu butuh waktu lama. Sedangkan pendamping PKH ini biasanya 2–3 tahun saja sudah ganti orang, jadi belum sempat merata menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Dari pihak desa pun seharusnya ikut turun membantu pendamping, supaya mempermudah pendamping menilai langsung dan melihat kondisi masyarakat tersebut).

Menurut Kak Yeni, jumlah pendamping PKH masih kurang karena cakupannya belum merata di semua dusun, terutama bagi warga yang rumahnya jauh. Selain itu, pergantian pendamping setiap 2–3 tahun membuat jangkauan belum optimal, sehingga desa seharusnya ikut membantu untuk mempermudah penilaian kondisi masyarakat.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut nenek jumlah pendamping cukup belum untuk menjangkau masyarakat yang layak tapi belum dapat bantuan?” (Apakah menurut Nenek jumlah tenaga pendamping cukup untuk menjangkau warga yang layak tapi belum dapat bantuan?).Beliau menjawab “Bagi nenek yang belum dapat ni yeh belum cukup menjangau lagi de, kalau dapat pihak desa atu RT ikut membantu mengasi tau masyarakat yang layak tetapi belum tedaftar jadi pendamping tau kalau ade yang belum di jangkau secare merate” (Bagi nenek yang belum dapat ini, rasanya belum cukup menjangkau. Kalau bisa, pihak desa atau RT ikut membantu memberitahu masyarakat yang layak tetapi belum terdaftar, supaya pendamping tahu kalau ada yang belum terjangkau secara merata).

Menurut Nenek Suhani, jumlah pendamping belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang layak namun belum menerima bantuan. Ia menyarankan agar pihak desa atau RT ikut membantu memberi informasi kepada pendamping mengenai warga yang belum terjangkau.
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane tanggapan bapak adenye PKH sebagai salah satu strategi untuk mengurangkan kemiskinan di desa mesim ni?” (Bagaimana tanggapan Bapak terhadap program PKH sebagai salah satu strategi pengurangan kemiskinan di desa?). Beliau menjawab “Bapak nilai PKH ni dah memberi manfaat beso ke pade masyarakat kurang mampu kat desa ni, khususnye membantu memunuhi kebutuhan umah tangge dan untuk biaya anak sekolah. Banyak keluarga tebantu temasuk budak sekolah sampai selesai dan membantu memenuhi gizi anak balita. Tapi di balik itu semue masih ade kendala masyarakat yang layak tapi belum tedaftar same tebatasnye jumlah pendamping PKH untuk meratekan penilaian seluruh desa temasuk umahnye yang jauh masuk gang” (Bapak menilai program PKH memberikan manfaat besar bagi warga kurang mampu di desa, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan anak. Banyak keluarga terbantu sehingga anak-anak dapat terus bersekolah dan asupan gizi balita lebih terjamin. Meski begitu, masih ada kendala, seperti belum terdatanya seluruh keluarga yang layak menerima bantuan dan terbatasnya jumlah pendamping PKH, sehingga beberapa warga di daerah terpencil belum tersentuh).

Bapak Agafri menilai PKH sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan gizi balita. Namun, kendala masih ada, yaitu sebagian keluarga layak belum terdaftar dan jumlah pendamping PKH terbatas sehingga warga di wilayah terpencil belum terjangkau.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana sikap Abang terhadap tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui PKH?”. Beliau menjawab “Abang melihat tantangan ini sebagai tanggung jawab yang harus dihadapi. Kemiskinan dan kesenjangan adalah masalah kompleks. PKH bukan satu-satunya solusi, tetapi merupakan salah satu alat yang sangat efektif. Abang sadar bahwa di lapangan, banyak KPM yang memiliki berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah sosial. Sikap Abang adalah terus berempati, sabar, dan proaktif mencari solusi bersama. Abang percaya dengan kolaborasi antara Abang, KPM, dan pihak terkait, kita bisa membuat perubahan yang signifikan”.

Bang Amri memandang tantangan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan melalui PKH sebagai tanggung jawab yang harus dihadapi. Meskipun PKH bukan satu-satunya solusi, ia efektif jika dijalankan dengan empati, kesabaran, dan tindakan proaktif. Dengan kolaborasi antara pendamping, KPM, dan pihak terkait, perubahan yang signifikan diyakini bisa tercapai.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Adenye program PKH ni dah mengurangi kesenjangan antar masyarakat di desa ni?” (Menurut Bibik, apakah program PKH membantu dalam mengurangi kesenjangan antarwarga di desa ini?). Beliau menjawab “Menurut bibik bantuan PKH ni dah membantu bibik yang tegolong keluarga kurang mampu ni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bibik dan membantu biaya anak bibik sekolah, meskipun keadaan ekonomi bibik pas-pas tapi alhamdulillah bisa menyekolahkan anak bibik sampai selesai macam keluarga orang lain dengan bantuan ini, paling bibik merase bede sebab belum semue masyarakat kurang mampu merate dapat bantuan PKH ni” (Menurut Bibik, program PKH cukup membantu mengurangi kesenjangan, karena keluarga yang kurang mampu seperti Bibik bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dengan begitu, meskipun keadaan ekonomi Bibik pas-pasan, anak-anak tetap bisa bersekolah seperti anak-anak dari keluarga lain. Hanya saja, Bibik masih merasa ada perbedaan karena belum semua warga yang ekonominya sulit mendapatkan bantuan ini).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar, beliau menjelaskan bahwa bantuan PKH telah membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Namun, Bibik juga menyadari bahwa belum semua warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan, sehingga kesenjangan antarwarga masih ada. Jadi kesimpulan ini langsung bersumber dari pernyataan Bibik Budi saat wawancara.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak akak nengok upaya dari desa untuk membantu mengurangjan kemiskinan kat desa ni secara merate?” (Apakah akak melihat upaya nyata dari desa dalam mengurangi kemiskinan secara merata?). Beliau menjawab “Menurut akak upaya desa membantu mengurangkan kemiskinan tu dengan diberikan bantuan semacam PKH dan bantuan lainnye ke pade masyarakat kurang mampu, tapi kalau di cakap secare merate masih kurang sebab masih banyak masyarakat yang tegolong layak dapat bantuan tapi belum tersentuh same sekali mungkin di sebabkan belum tedata atau gara umahnye telalu jauh masuk gang jadi belum tejangkau” (Kalau menurut akak, ada usaha dari desa untuk membantu warga miskin, misalnya lewat bantuan PKH dan bantuan lainnya. Cuma kalau dibilang merata, belum sepenuhnya, soalnya masih ada warga yang keadaannya susah tapi belum kebagian bantuan. Mungkin karena belum terdata atau rumahnya jauh di pelosok, jadi belum terjangkau).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar, beliau menilai bahwa desa sudah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program bantuan seperti PKH dan bantuan lain. Namun, upaya tersebut belum merata karena masih banyak warga yang layak menerima bantuan tetapi belum tersentuh, baik akibat data yang belum lengkap maupun letak rumah yang jauh di pelosok desa.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane nenek nengok keberpihakan program terhadap pengurangan kemiskinan, khususnye nenek yang belum dapat?” (Bagaimana Nenek melihat keberpihakan program terhadap pengurangan kemiskinan, khususnya bagi yang belum menerima?). Beliau menjawab “Kalau menurut nenek program ni dah bagus membantu orang miskin, tapi sayangnye nenek tak dapat padahal nenek susah ge, suke nenek nengok tetangge nenek dapat bantuan tapi sedih ge nenek tak dapat bantuan tu padahal nenek membutuhkan juge, nenek arap kedepannye pendataan lebih adel dan merate bio orang macam nenek ni merase juge dapat bantuan” (Menurut Nenek, program ini memang bagus untuk membantu masyarakat miskin, tapi sayangnya Nenek sendiri belum dapat padahal keadaan Nenek juga susah. Nenek senang lihat tetangga yang dapat bisa terbantu, tapi rasanya sedih juga karena belum semua yang layak termasuk Nenek terdata. Harapannya, nanti pendataan bisa lebih adil supaya yang benar-benar membutuhkan bisa ikut merasakan bantuan).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, beliau menilai program PKH sudah baik dalam membantu pengurangan kemiskinan. Namun, karena Nenek sendiri belum menerima bantuan meskipun layak, beliau berharap pendataan ke depan lebih adil dan merata agar semua warga yang benar-benar membutuhkan, termasuk dirinya, dapat terbantu.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Struktur birokrasi desa apekah dah mampu mendukung kebijakan pengetasan kemiskinan melalui PKH?” (Apakah struktur birokrasi desa sudah mampu mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan melalui PKH?). Beliau menjawab “Untuk pelaksanaan PKH semue urusan di urus langsung same pendamping PKH dan dinas sosial. Desa tidak banyak telibat dalam pendataan dan lain sebaginye, paling desa cume tau orang yang dapat siape aje kadang pun tau dari mulut kemulut yang dapat, kalau ade masyarakat yang ngeluh soal bantuan atau sekedar betanye tentang bantuan kami bantu untuk nuju ke pendamping langsung” (Kalau untuk pelaksanaan PKH, semua urusan data dan penerima memang diurus langsung oleh pendamping PKH dan sistem pusat. Desa tidak ikut dalam proses pendataan atau penentuan penerima. Jadi, kami tidak banyak terlibat, hanya tahu kalau ada warga yang menerima atau tidak. Kalau ada warga yang protes atau bertanya, kami arahkan langsung ke pendamping PKH karena mereka yang memegang data dan kewenangan).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri, struktur birokrasi desa saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan PKH. Desa tidak terlibat langsung dalam pendataan atau penentuan penerima bantuan, dan hanya berperan sebagai penghubung ketika warga menanyakan bantuan, dengan urusan utama tetap di tangan pendamping PKH dan Dinas Sosial.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Sebagai satu-satunya pendamping PKH di desa ini, bagaimana cara Abang membagi tugas dan mengatur koordinasi agar program dapat berjalan dan membantu mengurangi kemiskinan?”. Beliau menjawab “Struktur tim PKH di lapangan sangat jelas dan berjenjang, memungkinkan setiap tugas terlaksana dengan optimal. Secara umum, tim terdiri dari Pendamping Sosial PKH yang menjadi ujung tombak berinteraksi langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana tugas utama Abang adalah mendampingi, memotivasi, dan memastikan KPM memahami serta memenuhi kewajiban PKH, dengan setiap pendamping bertanggung jawab atas sejumlah KPM di wilayah dampingan masing-masing. Di atasnya ada Koordinator Kabupaten/Kota yang mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan pendamping PKH di wilayahnya, memastikan pendamping bekerja sesuai prosedur, serta menjadi penghubung dengan pihak pusat atau provinsi, dan Koordinator Wilayah yang mengawasi tingkat provinsi untuk memastikan kebijakan PKH dari pusat diterapkan efektif di seluruh kabupaten/kota. Pembagian tugas ini krusial dalam pengurangan kemiskinan karena memungkinkan pendekatan personal dan terarah, di mana Abang memahami masalah spesifik tiap keluarga, memberi edukasi, dan membantu mereka mengakses layanan kesehatan serta pendidikan; memastikan verifikasi dan validasi data KPM selalu akurat melalui pengecekan rutin kehadiran sekolah dan kesehatan; serta membangun koordinasi efektif dengan koordinator di setiap tingkatan dan pihak terkait seperti dinas sosial, puskesmas, dan sekolah untuk mengatasi kendala. Selain itu, melalui pertemuan kelompok dan Family Development Session (FDS), Abang membekali KPM dengan pengetahuan tentang pola asuh anak hingga pengelolaan keuangan, dengan tujuan tidak hanya memberi bantuan tetapi juga memberdayakan keluarga agar mandiri dan tidak lagi bergantung pada PKH. Dengan struktur dan pembagian tugas yang terorganisir ini, setiap KPM mendapatkan perhatian yang layak, bantuan tersalurkan tepat sasaran, dan mereka diberdayakan secara bertahap untuk keluar dari garis kemiskinan”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri, struktur birokrasi PKH di lapangan tersusun jelas dan berjenjang, memungkinkan pembagian tugas yang efektif. Pendamping PKH berfokus mendampingi dan memotivasi KPM, sementara koordinator di tingkat kabupaten/kota dan provinsi mengawasi pelaksanaan. Struktur ini mempermudah koordinasi, memastikan data KPM akurat, menyalurkan bantuan tepat sasaran, serta memberdayakan keluarga untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik proses yang selame ni bibik jalankan betol-betol membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga bibik?” (Menurut Bibik, apakah proses yang dijalani selama ini benar-benar membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga?). Beliau menjawab “Memang betol-betol membantu selame bibik dapat bantuan ini begitu banyak perubahan ekonomi yang bibik rase, baik itu dari membantu anak bibik sekolah sampai sekarang bibik punye usaha berkat bantuan PKH ni bisa membantu menambah pendapatan bibik yang tadinye cume pas-pas untuk makan sehari-hari sekarang masyallah belebih-lebih” (Memang benar-benar membantu, selama Bibik menerima bantuan ini banyak sekali perubahan ekonomi yang Bibik rasakan, mulai dari membantu anak Bibik bersekolah hingga sekarang Bibik memiliki usaha berkat bantuan PKH. Usaha tersebut bisa membantu menambah pendapatan Bibik, yang sebelumnya hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari, sekarang alhamdulillah menjadi lebih dari cukup).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar, beliau menyatakan bahwa bantuan PKH telah benar-benar memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Bantuan tersebut tidak hanya membantu biaya sekolah anak, tetapi juga mendorong Bibik untuk membuka usaha sendiri, sehingga pendapatan keluarga meningkat dari sebelumnya pas-pasan menjadi lebih mencukupi.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak sistem desa sekarang ni dah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu belum?” (Apakah sistem desa saat ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu, menurut akak?). Beliau menjawab “Menurut akak sistem desa sekarang ni belum sepenuhnye menjangkau keluarga kuang mampu ade sebagian sudah di bantu dengan PKH atau bantuan lain, tapi masih ade juge keluarga kurang mampu belum dapat bantuan, kadang tak masalah data atau umahnye susah di jangkau aje, adenye keterbatasan jumlah kuota untuk di bagikan bantuan, jadi walaupun layak juge harus nunggu gantian untuk dapat bantuan” (Menurut akak, sistem desa sekarang belum sepenuhnya mampu menjangkau semua warga kurang mampu. Memang ada yang sudah terbantu lewat PKH atau bantuan lain, tapi masih ada juga keluarga yang susah keadaannya belum dapat bantuan. Kadang bukan hanya karena data atau lokasi, tapi karena kuota penerima terbatas, jadi meskipun layak, ada warga yang harus menunggu giliran).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni, sistem desa saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh keluarga kurang mampu. Beberapa keluarga sudah menerima bantuan PKH atau program lain, namun masih ada yang belum terjangkau karena keterbatasan kuota, data, atau lokasi rumah yang sulit dijangkau, sehingga warga layak terkadang harus menunggu giliran.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek dah adil belum sistem desa menyentuh semue masyarakat kurag mampu yang laya di beri bantuan?” (Menurut Nenek, apakah sistem desa benar-benar adil dan menyentuh semua warga kurang mampu yang layak dibantu?). Beliau menjawab “Bagi nenek yang tak dapat ni ye tak adil lah, tapi bagi orang yang dapat pasti die cakap adil aje” (Bagi Nenek yang tidak mendapat bantuan, rasanya tidak adil. Tapi bagi orang yang mendapat bantuan, pasti mereka bilang adil saja).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, sistem desa dirasakan kurang adil karena tidak semua warga kurang mampu yang layak menerima bantuan tersentuh. Namun, bagi mereka yang menerima bantuan, sistem ini dianggap adil.
5. Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal Kepada KPM
a. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane bapak menjelaskan manfaat menggunekan tabungan dan rekening pade masyarakat yang belum tebiase?” (Bagaimana Bapak menjelaskan manfaat menggunakan produk keuangan formal seperti tabungan dan rekening kepada warga yang belum terbiasa?). Beliau menjawab “Bapak jelaskan secare sederhana aje ke masyarakat supaye paham kalau punye reking di bank lebih aman untuk nyimpan duit dari pade nyimpan kat umah, maklum lah kan kalau kat umah entah hilang di ambek orang atau hilang sebab salah letak, ape lagi bantuan PKH kalau cair kan langsung masuk rekening, jadi kalau nak di pakai bisa di ambek bile-bile je. Bapak juge jelaskan manfaat menabong untuk biaya anak sekolah same untuk bukak usaha kalau ade niat. Biase bapak sampaikan tentang ini pade mase musyawarah desa, pertemuan PKK dan kegiatan rapat lainnye” (Bapak menjelaskan secara sederhana saja kepada masyarakat supaya paham bahwa memiliki rekening di bank lebih aman untuk menyimpan uang dibandingkan menyimpannya di rumah. Maklum, kalau di rumah bisa saja hilang diambil orang atau hilang karena salah meletakkan. Apalagi bantuan PKH kalau cair langsung masuk rekening, jadi kalau mau dipakai bisa diambil kapan saja. Bapak juga menjelaskan manfaat menabung untuk biaya sekolah anak serta untuk membuka usaha jika ada niat. Biasanya bapak menyampaikan hal ini pada saat musyawarah desa, pertemuan PKK, dan kegiatan rapat lainnya).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri, beliau menjelaskan bahwa penggunaan rekening dan tabungan membantu masyarakat menyimpan uang dengan lebih aman dibandingkan di rumah, memudahkan pencairan bantuan PKH kapan saja, serta dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak atau membuka usaha. Penjelasan ini disampaikan secara sederhana melalui musyawarah desa, pertemuan PKK, dan rapat lainnya.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seperti apa cara Abang mengajak KPM menggunakan rekening bank atau mengenal layanan keuangan digital?”. Beliau menjawab “Abang mengajak mereka dengan cara yang sederhana dan praktis. Abang menjelaskan fungsi buku rekening bank, seperti untuk menabung dan keamanan. Abang juga memberikan contoh cara menggunakan ATM. Untuk layanan keuangan digital, Abang memperkenalkan konsepnya melalui aplikasi yang mudah diakses dan memberikan contoh manfaatnya, seperti kemudahan transfer atau pembayaran. Abang juga mengajak KPM untuk mencoba bersama agar mereka tidak takut dan lebih terbiasa”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri, beliau mengajak KPM menggunakan rekening bank dan layanan keuangan digital secara sederhana dan praktis, menjelaskan fungsi tabungan dan keamanan, memberikan contoh penggunaan ATM, memperkenalkan aplikasi keuangan digital, serta membimbing KPM mencoba langsung agar terbiasa dan tidak takut menggunakan layanan tersebut.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak ade yang ngarahkan bibik bukak rekening atau dikasi tau cara menggunekan ATM untuk bantuan?” (Pernah nggak Bibik diajak buka rekening atau dikasih tahu cara menggunakan ATM untuk bantuan?). Beliau menjawab “Penah awal-awal terdaftar PKH dulu bibik belum ade rekening dan pencairan untuk petame kali di lakukan di kantor desa, di arahkan lah same orangdesa dan pendamping PKH yang lame dulu die cakap kalau nak cair bantuan PKH ni harus punye rekening sebab cairnye duit bantuan lewat rekening dan jangan sampai hilang baik buku rekening atau kartu ATMnye” (Pernah, waktu awal-awal terdaftar PKH dulu, bibik belum punya rekening dan pencairan pertama kali dilakukan di kantor desa. Bibik diarahkan oleh pihak desa dan pendamping PKH yang lama. Mereka bilang kalau mau mencairkan bantuan PKH harus punya rekening karena dana bantuan cair melalui rekening, dan jangan sampai buku rekening atau kartu ATM-nya hilang).

Bibik Budi pernah diarahkan oleh pihak desa dan pendamping PKH untuk membuka rekening dan menggunakan ATM, karena pencairan bantuan PKH dilakukan melalui rekening agar dana aman dan tidak hilang.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Pas nerime PKH penah dak akak dikasi tau kalau penting punye rekening sendiri?”  (Waktu menerima bantuan PKH, pernah ada yang ngasi tau akak soal pentingnya punya rekening sendiri?). Beliau menjawab “Ade dulu petame dapat bantuan di bagi tau tu penting punye rekening sendiri supaye kalau nyimpan duet aman di rekening” (Dulu, waktu pertama kali mendapat bantuan, diberi tahu bahwa penting punya rekening sendiri supaya uang bisa disimpan dengan aman di rekening).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni, saat pertama kali menerima bantuan PKH, beliau diberikan informasi mengenai pentingnya memiliki rekening sendiri agar dana bantuan dapat tersimpan dengan aman.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dak di ajak tau soal tabungan atau rekening bank dari desa untuk masyarakat yang belum punye?” (Apakah Nenek pernah diajak atau tahu soal tabungan atau rekening bank dari desa untuk warga yang belum punya?). Beliau menjawab “Belum penah lak lagi de, nenek dulu buat rekening sendiri bio senang anak nenek kat medan tu transfer duit kalau nenek tengah tak ade duit, itu pun tau buat rekening di temankan tetangge nenek kalau narik duit bisa di kedai aje” (Belum pernah lagi. Dulu nenek membuat rekening sendiri supaya anak nenek di Medan bisa mentransfer uang kalau nenek sedang tidak punya uang. Itu pun nenek tahu cara membuat rekening karena ditemani tetangga, dan untuk menarik uang bisa dilakukan di warung saja).

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Suhani, beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi dari desa mengenai tabungan atau rekening bank untuk warga yang belum memilikinya. Nenek hanya mengetahui cara membuat rekening sendiri dengan bantuan tetangga agar bisa menerima transfer dari anaknya dan melakukan penarikan di warung.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah desa punye fasilitas atau kejesame dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM paham manfaat menabong, menggunekan rekening atau keuangan formal?” (Apakah desa memiliki fasilitas, pelatihan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM memahami manfaat menabung, menggunakan rekening, atau mengakses layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Didesa belum punye fasilitas atau kejesame dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM paham manfaat menabong, menggunekan rekening atau keuangan formal juge belum penah ade kegitan terkhususkan kepade KPM”  (Sejauh ini di desa kami belum ada fasilitas, pelatihan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan yang khusus membantu KPM memahami manfaat menabung, menggunakan rekening, atau mengakses layanan keuangan formal. Jadi, belum pernah ada kegiatan seperti itu yang diselenggarakan di desa).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agafri, desa belum memiliki fasilitas, pelatihan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan yang secara khusus ditujukan untuk membantu KPM memahami manfaat menabung, menggunakan rekening, atau mengakses layanan keuangan formal. Hingga saat ini, belum ada kegiatan khusus terkait hal tersebut di desa.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah fasilitas dan waktu yang tersedia cukup untuk mengedukasi KPM tentang manfaat menggunakan layanan keuangan formal, seperti tabungan atau ATM?”. Beliau menjawab “Menurut Abang, ada beberapa tantangan dalam memberikan literasi keuangan kepada KPM. Waktu pertemuan sering terbatas karena banyak materi yang harus disampaikan, sehingga literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, tidak bisa dibahas mendalam. Fasilitas juga tidak merata, KPM di kota lebih mudah mengakses ATM dan internet, sementara di daerah terpencil jarak ke ATM jauh dan sinyal sering tidak ada. Selain itu, tingkat pemahaman KPM berbeda-beda, terutama KPM yang lebih tua biasanya lebih sulit memahami konsep digital dibanding yang muda, jadi perlu pendekatan yang lebih personal dan sabar”.

Berdasarkan wawancara dengan Bang Amri, terdapat beberapa kendala dalam memberikan edukasi keuangan kepada KPM. Waktu pertemuan terbatas sehingga literasi keuangan, terutama terkait teknologi, tidak dapat dibahas secara mendalam. Fasilitas juga tidak merata; KPM di daerah terpencil menghadapi kesulitan akses ATM dan jaringan internet. Selain itu, tingkat pemahaman KPM berbeda-beda, khususnya bagi KPM yang lebih tua, sehingga diperlukan pendekatan personal dan sabar.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dikasi fasilitas atau penjelasan cara dan manfaat menggunekan rekening atau layanan keuangan formal?” (Apakah Bibik pernah difasilitasi untuk ikut kegiatan atau mendapat materi tentang cara dan manfaat menggunakan rekening atau layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Untuk fasilitas belum ade lagi de, tapi kalau untuk cara dan manfaat menggunekan rekening atau ATM dulu penah awal dapat PKH pas cair di kantor desa di jelaskan lah manfaat gunenye rekening ini untuk menjage duit kite supaye tidak gisau menyimpan duit takut hilang dan lain sebaginye” (Untuk fasilitas belum ada, tapi kalau untuk cara dan manfaat menggunakan rekening atau ATM, dulu pernah waktu pertama kali dapat PKH dan pencairannya di kantor desa, dijelaskan manfaat rekening ini untuk menjaga uang kita supaya tidak khawatir hilang dan sebagainya).

Berdasarkan wawancara dengan Bibik Budi, belum ada fasilitas khusus yang disediakan untuk edukasi layanan keuangan formal. Namun, pada awal penerimaan PKH, Bibik pernah diberikan penjelasan secara langsung di kantor desa mengenai cara dan manfaat menggunakan rekening atau ATM, terutama untuk menjaga keamanan uang dan menghindari kehilangan.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak kak dari pendamping atau desa yang menyediekan waktu atau fasilitas untuk menerangkan manfaat keuangan formal pade akak?” (Apakah pernah ada pendamping atau desa yang menyediakan waktu atau fasilitas untuk menjelaskan manfaat produk keuangan formal kepada akak?). Beliau menjawab “Penah dulu pas cair di kantor desa di jelaskan same orang desa dan pendamping PKH menjelaskan manfaat keuangan formal kalau untuk fasilitas belum ade lagi gase akak” (Pernah dulu, saat pencairan di kantor desa, dijelaskan oleh pihak desa dan pendamping PKH tentang manfaat keuangan formal. Tapi untuk fasilitasnya, menurut akak, belum ada lagi).

Berdasarkan wawancara dengan Kak Yeni, pernah ada penjelasan mengenai manfaat keuangan formal yang diberikan oleh pihak desa dan pendamping PKH saat pencairan bantuan di kantor desa. Namun, fasilitas khusus untuk edukasi keuangan formal bagi KPM menurut Kak Yeni masih belum tersedia.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dapat fasilitas atau undangan untuk kegiatan yang membahas manfaat keuangan formal?” (Apakah Nenek pernah mendapat fasilitas atau undangan untuk ikut kegiatan yang membahas manfaat layanan keuangan formal?). Beliau menjawab”Belum penah nenek dapat undangan yang macam gitu” (Belum pernah nenek mendapatkan undangan kegiatan seperti itu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tetapi belum terdaftar sebagai penerima PKH, diketahui bahwa beliau belum pernah mendapatkan fasilitas maupun undangan untuk mengikuti kegiatan yang membahas tentang manfaat layanan keuangan formal, seperti penggunaan rekening bank atau tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan formal bagi masyarakat yang belum tergabung dalam PKH masih sangat terbatas, sehingga mereka belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai manfaat penggunaan produk keuangan formal untuk pengelolaan keuangan keluarga.
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane pandangan bapak menengok pentingnye mendorong KPM untuk memanfaatkan laynanan keuangan formal?” (Apa pandangan Bapak tentang pentingnya mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Bapak gase penting betul mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal sebab senang untuk KPM menyimpan duet, tebiase menabong dan lebih pandai mengatur keuangan, desa ni bagu sekali buat sosialisasi macam gitu bagu satu kali itu pun pas petame kali bantuan PKH hadir di desa ni, belum ade lagi buat untuk soisalisasi selanjutnye yang serupe” (Bapak rasa penting sekali mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, soalnya itu bisa bikin mereka lebih aman menyimpan uang, terbiasa menabung, dan lebih baik dalam mengatur keuangan. Di desa ini, sosialisasi seperti itu baru pernah dilakukan satu kali, yaitu waktu pertama kali ada bantuan PKH. Setelah itu belum ada lagi kegiatan serupa).

Berdasarkan jawaban Bapak Agafri, Kepala Desa melihat bahwa mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal sangat penting karena membantu KPM lebih aman dalam menyimpan uang, terbiasa menabung, dan mengatur keuangan. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas, baru satu kali sejak awal bantuan PKH hadir di desa.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seberapa besar keinginan Abang untuk mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal, dan apa alasannya?”. Beliau menjawab ”Sangat besar, banyak KPM masih belum mengenal atau tidak terbiasa dengan layanan perbankan. Padahal, memiliki akses ke rekening bank, menabung, atau bahkan mendapatkan pinjaman mikro bisa membuka peluang ekonomi baru bagi mereka. Abang sering mengajak KPM untuk menabung di bank atau koperasi, agar mereka bisa belajar mengelola uang dengan lebih baik dan terhindar dari lilitan rentenir”.

Berdasarkan jawaban Bang Amri, Pendamping PKH memiliki motivasi kuat untuk mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal. Hal ini dianggap penting karena akses ke layanan perbankan dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengajarkan KPM keterampilan mengelola uang agar terhindar dari praktik rentenir.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik pendamping PKH mendorong dan membantu bibik memahami manfaat layanan keuangan formal?” (Apakah Bibik merasa pendamping mendorong dan membantu Bibik memahami manfaat layanan keuangan seperti tabungan atau ATM?). Beliau menjawab “Pendamping PKH betol-betol membantu mendorong bibik untuk paham tentang layanan keuangan formal ni setiap kali ade pertemuan tak hanye bibik yang di ingatkan tapi semue anggota kelompok KPM pun” (Pendamping PKH benar-benar membantu mendorong bibik untuk memahami layanan keuangan formal ini. Setiap kali ada pertemuan, bukan hanya bibik yang diingatkan, tetapi semua anggota kelompok KPM juga).

Berdasarkan jawaban Bibik Budi, pendamping PKH aktif mendorong dan membantu KPM untuk memahami manfaat layanan keuangan formal secara rutin, tidak hanya kepada satu individu, tetapi juga kepada seluruh anggota kelompok.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Akak penah dak di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank?” (Apakah akak pernah diajak atau didorong untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank?). Beliau menjawab “Penah di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank same pendamping PKH” (Pernah di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank oleh pendamping PKH).

Berdasarkan jawaban Kak Yeni, meskipun bukan KPM terdaftar, beliau pernah diajak pendamping PKH untuk memahami manfaat layanan keuangan formal seperti rekening dan bank, menandakan adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat yang belum terdaftar.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek di ajak baik pihak desa maupun pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal?” (Pernahkah Nenek merasakan dorongan dari pihak desa atau pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal, meskipun belum menerima PKH?). Beliau menjawab “Belum penah lagi de di ajak baik pihak desa maupun pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal” (Belum pernah nenek di ajak pihak desa atau pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal).

Berdasarkan jawaban Nenek Suhani, keluarga yang layak tetapi belum terdaftar PKH masih belum menerima sosialisasi atau dorongan dari desa maupun pendamping untuk mengenal layanan keuangan formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyuluhan kepada masyarakat yang potensial.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane peran struktur birokrasi desa dalam memberikan fasilitas KPM untuk mengenal manfaat produk keuangan formal macam bank atau layanan digital?”  (Bagaimana peran struktur birokrasi desa dalam memfasilitasi KPM mengenal dan memanfaatkan produk keuangan formal seperti bank atau layanan digital?). Beliau menjawab “Di desa ni sosialisasi tentang produk dan layanan keuangan formal hanye sekali itu pun pas awal PKH masuk ke desa sukarjo mesim, yang memberikan penjelasan tu pendamping PKH. Desa cume membantu nyediekan ruang untuk sosialisasi same mengundang masyarakat yang menjadi KPM pade saat itu, selain itu belum penah ade kegiatan lagi desa untuk mengenal produk keuangan formal macam bank dan lainnye” (Di desa ini sosialisasi tentang produk atau layanan keuangan formal hanya pernah dilakukan sekali, itu pun saat awal PKH masuk. Waktu itu yang memberikan penjelasan hanya pendamping PKH, desa cuma menyediakan tempat dan mengundang warga. Setelah itu belum pernah ada lagi kegiatan dari desa untuk mengenalkan produk keuangan formal seperti bank atau layanan digital).

Berdasarkan jawaban Bapak Agafri, struktur birokrasi desa hanya berperan sebagai fasilitator, menyediakan tempat dan mengundang warga saat sosialisasi awal PKH. Desa belum memiliki kegiatan rutin atau prosedur khusus untuk mengenalkan produk keuangan formal seperti bank atau layanan digital.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah Abang mendapatkan dukungan dari prosedur atau struktur kerja PKH untuk mengedukasi KPM tentang manfaat menabung dan layanan keuangan formal lainnya?”. Beliau menjawab “Secara struktural, pendamping PKH seperti Abang memang tidak secara langsung diberi dukungan khusus untuk mengedukasi KPM tentang layanan keuangan, karena tugas utama Abang adalah memastikan KPM memenuhi kewajiban program PKH. Namun, Abang memanfaatkan sumber daya yang ada seperti modul P2K2 yang memuat materi pengelolaan keuangan keluarga, berkolaborasi dengan bank penyalur, koperasi, atau lembaga keuangan mikro yang memiliki program edukasi, menggunakan contoh nyata dari kehidupan KPM untuk menjelaskan pentingnya menabung, membuat anggaran, dan menghindari utang yang tidak perlu, serta memanfaatkan kelompok KPM sebagai wadah berbagi informasi dan pelatihan kecil. Dengan cara ini, meskipun bukan tugas utama, Abang tetap dapat membantu KPM meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan mereka”.

Berdasarkan jawaban Bang Amri, secara struktural, pendamping PKH tidak diberikan dukungan formal untuk edukasi keuangan. Namun, pendamping tetap memanfaatkan sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan edukasi informal dan praktik menabung bagi KPM.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dapat bantuan atau saran dari pendamping pasal layanan keuangan formal macam menabung di bank?” (Pernahkah Bibik mendapat bantuan atau arahan dari pendamping terkait layanan keuangan seperti menabung di bank?). Beliau menjawab “Penah di kasi saran same pendamping duit bantuan PKH ni kalau bisa jangan di tarek semue, sisakan setengah ambek cukup untuk keperluan aje, sisanye tabung, takutnye tedesak nak gune duit kite punye tabungan tak ngutang same orang lain malah timbul lak beban nak mayo utang” (Pernah diberi saran oleh pendamping, kalau bisa uang bantuan PKH jangan ditarik semua. Sisakan setengah, ambil seperlunya saja untuk keperluan, sisanya ditabung. Takutnya kalau ada kebutuhan mendesak, kita punya tabungan sehingga tidak perlu berutang kepada orang lain yang justru bisa menimbulkan beban untuk membayar utang).

Berdasarkan jawaban Bibik Budi, meskipun desa tidak memiliki program rutin, pendamping PKH memberikan arahan praktis terkait pengelolaan bantuan PKH, termasuk menabung sebagian untuk menghindari utang, sehingga KPM tetap mendapat edukasi keuangan meski bersifat informal.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak akak di kasi info same perangkat desa tentang layanan keuangan formal waktu awal nerime PKH?” (Pernahkah akak diberi informasi oleh perangkat desa tentang layanan keuangan formal waktu awal menerima PKH?). Beliau menjawab “Penah, itu lah petame dan terakhir desa ngasi info ke akak lah yeh selaku KPM tentang macam mane gunekan ATM, cara buat rekening dan ngasi tau kalau cair duit bantuan ni kedepannye melalui ATM atau rekening tidak melalui kantor desa lagi” (Pernah, itu pertama dan terakhir kalinya desa memberi informasi kepada saya selaku KPM tentang bagaimana cara menggunakan ATM, cara membuat rekening, dan memberi tahu bahwa pencairan uang bantuan ke depannya melalui ATM atau rekening, tidak lagi melalui kantor desa).

Berdasarkan jawaban Kak Yeni, desa pernah memberikan informasi awal terkait layanan keuangan formal seperti penggunaan ATM dan rekening, namun kegiatan ini hanya dilakukan sekali dan tidak berkelanjutan.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak desa memberikan layanan atau penjelasan yang memudahkan nenek untuk mengakses atau paham pasal keuangan formal macam rekenin, bank maupun ATM?” (Apakah desa memiliki sistem atau prosedur yang mempermudah warga seperti Nenek mengakses dan memahami manfaat produk keuangan formal?). Beliau menjawab “Belum penah nenek dengo dari desa ade penjelasan pasal bank, rekening maupun ATM, nenek tau buat ATM tu di ajokan same anak bibik yang kat medan kalau sakit peneng nenek dapat die bantu ngirim duet” (Belum pernah Nenek dengar dari desa ada penjelasan tentang bank, rekening, maupun ATM. Nenek tahu membuat ATM itu dari ajakan anak Nenek yang di Medan, supaya kalau Nenek sakit, dia bisa membantu mengirim uang).

Berdasarkan jawaban Nenek Suhani, keluarga yang layak tetapi tidak terdaftar sama sekali belum menerima layanan atau penjelasan dari desa terkait produk keuangan formal. Pengetahuan mereka tentang layanan ini diperoleh dari keluarga, bukan dari struktur birokrasi desa.
Berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Ketiga, menciptakan perubahan perilaku serta mendorong kemandirian KPM. Keempat, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kelima, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM sebagai bagian dari upaya literasi keuangan dan pemberdayaan.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim secara umum telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Akses pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah dijangkau, terutama bagi keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, balita, maupun lansia. Pendamping PKH bersama perangkat desa berperan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pemeriksaan kesehatan rutin, meskipun masih ada kendala keterbatasan fasilitas serta keterlambatan sosialisasi kriteria penerima di tahap awal. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan PKH untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sudah mulai tercapai, walaupun belum merata bagi seluruh warga.
Dalam hal mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, bantuan PKH terbukti meringankan kebutuhan pokok rumah tangga serta mendukung biaya pendidikan dan kesehatan. Beberapa keluarga penerima manfaat bahkan memanfaatkan dana bantuan untuk membuka usaha kecil sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Namun, sifat bantuan yang masih bersifat sementara membuat sebagian besar KPM tetap bergantung pada program ini. Oleh karena itu, pendampingan intensif dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting agar bantuan bisa menjadi modal awal menuju kemandirian ekonomi.
Dari sisi perubahan perilaku dan kemandirian, program PKH telah menumbuhkan kesadaran KPM bahwa bantuan tidak bersifat permanen. Pendamping rutin mengingatkan agar dana bantuan dikelola dengan bijak dan diarahkan untuk hal-hal produktif, seperti usaha kecil atau tabungan. Meski demikian, belum semua KPM menunjukkan perubahan perilaku yang konsisten, dan kegiatan pelatihan keterampilan atau pembinaan usaha dari desa juga masih terbatas. Dengan adanya dukungan program pelatihan, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan sosial.
Sementara itu, dari aspek pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, PKH telah membantu sebagian besar keluarga kurang mampu di desa. Namun masih ditemukan keluarga yang sebenarnya layak tetapi belum terdaftar, sehingga menimbulkan ketidakmerataan manfaat program. Selain itu, dalam hal pengenalan produk dan jasa keuangan formal, implementasi PKH masih tergolong minim. Sebagian besar masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan perbankan atau digital sehingga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, PKH di Desa Sukarjo Mesim sudah memberikan dampak positif, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam pendataan, sosialisasi, serta pembinaan kemandirian ekonomi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Secara keseluruhan, implementasi PKH sudah berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu, terutama dalam meringankan beban ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan memperbaiki kesehatan keluarga. Namun, Tantangan utama dalam implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim terletak pada keterbatasan jumlah pendamping yang hanya satu orang untuk ratusan KPM sehingga pendampingan belum maksimal, serta persoalan pendataan yang belum merata sehingga masih ada keluarga layak yang tidak terdaftar. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan transparansi menyebabkan informasi mengenai kriteria, pendaftaran, maupun pemanfaatan bantuan tidak tersampaikan secara menyeluruh dan sering hanya diketahui secara informal dari tetangga.
Di sisi lain, masih ada kecenderungan masyarakat bersikap konsumtif dan bergantung pada bantuan, sementara kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk mendukung kemandirian belum berjalan optimal. Tantangan lain adalah minimnya pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga tujuan PKH dalam mengenalkan produk dan jasa keuangan belum tercapai sepenuhnya. Dengan demikian, meskipun PKH telah membawa dampak positif, tantangan-tantangan ini perlu segera diatasi agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
C. Dampak dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Melalui bantuan bersyarat yang menekankan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, keluarga penerima manfaat (KPM) semakin terdorong untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah, ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin, serta balita memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Hal ini berdampak positif dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, keberadaan PKH juga mampu membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Dengan adanya bantuan rutin, keluarga dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak, pemenuhan gizi, maupun kebutuhan sehari-hari. Dampak nyata terlihat pada meningkatnya daya beli masyarakat penerima bantuan, sehingga roda perekonomian di tingkat desa juga ikut bergerak. Secara tidak langsung, hal ini menekan angka kemiskinan dan memberikan ruang bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak.
Di sisi lain, PKH turut mendorong perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat. Melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), KPM mendapatkan edukasi terkait pola asuh, kesehatan, pengelolaan keuangan, serta pemberdayaan ekonomi. Edukasi ini membuka wawasan masyarakat untuk lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku positif yang dapat mendukung keberlanjutan kesejahteraan.
Sehubung dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teori Edwards III dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Implementasi PKH pada desa sukarjo mesim yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui 5 (lima) tujuan PKH: Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
1. Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat Melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
a. Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agafri selaku kepala Desa penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Macam mane Bapak menerangkan pade masyarakat pentingnye menggunekan layanan kesehatan same pendidikan yang dah ade di Desa ni?” (Bagaimana bapak menjelaskan kepada masyarakat pentingnya memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia di desa ini). Beliau menjawab “Biasenye Bapak menerangkan kepade masyarakat tentang pentingnye menggunekan layanan kesehatan dan pendididkan tu di dalam acara musyawarah Desa dan kegiatan posyandu setiap dusun masing-masing, kalau di bidang pendidikan biasenye Bapak menekankan kepade masyarakat untuk menyekolahkan anaknye sampai tutas bakal membantu masa depan anaknye menjadi lebih baik. Begitu juge dengan kesehatan Bapak menerangkan pentingnye ngecek kesehatan di puskesmas dan posyandu secare ruten mencegah penyakit datang pade diri kite”. (Biasanya Bapak menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan di dalam acara musyawarah Desa dan kegiatan posyandu di setiap Dusun masing-masing, sedangkan di bidang pendidikan biasanya Bapak menegaskan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai tuntas yang bisa membantu masa depan anak menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kesehatan Bapak menjelaskan pentingnya memeriska kesehatan di puskesman dan posyandu secara rutin untuk menjegah penyakit menyerang tubuh kita).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana Abang menyampaikan kepada KPM bahwa mereka wajib memastikan anak bersekolah dan rutin ke posyandu?”. Beliau menjawab “Abang menyampaikannya secara langsung dan berulang. Pada setiap pertemuan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, abang selalu mengingatkan KPM tentang kewajiban ini. Abang menjelaskan bahwa bantuan PKH adalah sebuah investasi dari pemerintah untuk masa depan anak-anak mereka. Abang menekankan bahwa bantuan ini bersyarat. Jika kewajiban tidak dipenuhi, bukan hanya bantuan yang akan terancam, tetapi juga masa depan anak-anak. Pendekatan abang lebih ke arah edukasi, bukan hanya sekadar memberikan aturan”.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Bik Budi selaku Keluarga Penerima Manfaat Layak Terdaftar, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Dagi mane bibik petame kali tau anak-anak tu harus sekolah dan ngecek kesehatan untuk tetap dapat PKH?”. (Dari siapa Bibik pertama kali tahu bahwa anak harus sekolah dan cek kesehatan untuk tetap dapat bantuan PKH?). Beliau menjawab “Kalau untuk petame kalinye bibik dengo tu dari Musyawarah Desa ngasi tau bahwa syarat kite untuk tetap dapat PKH tu anak kite harus sekolah same kite harus rajen ngecek kesehatan baik kat posyandu maupon puskesmas. Selain dari Desa informasi tentang pendidikan same kesehatan tu selalu di sampaikan pendaming PKH pade saat pertemuan kelompok setiap 3 bulan sekali”. (Untuk pertama kalinya Bibik mengetahui informasi itu dari Musyawarah Desa menyampaikan bahwa syarat untuk tetap mendapatkan PKH itu anak harus sekolah dan cek kesehatan secara rutin baik di posyandu maupun puskesmas. Selain itu informasi tentang pendidikan dan kesehatan juga di sampaikan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan kelompok setiap 3 bulan sekali).

  Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kak Yeni selaku Keluarga Penerima Manfaat Tidak Layak Terdaftar penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Sebelum akak dapat bantuan PKH ade tidak dijelaskan ape je kriteria calon penerima PKH ini?” (Sebelum kakak mendapatkan bantuan PKH ini apakah ada yang menjelaskan tentang apa saja kriteria calon penerima bantuan pkh ini?). Beliau menjawab “Pas dah dapat bantuan baru ade yang menjelaskan kalau yang dapat ni keluarga yang punye salah satu komponen macam anak sekolah, ibu hamil, lansia dan orang disabilitas, kalau untuk sebelum dapat bantuan tidak ade dijelaskan de”. (Setelah mendapatkan bantuan PKH baru di jelaskan bahwa yang mendapatkan PKH dalam satu keluarga wajib memiliki salah satu komponen seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas, pada saat sebelum mendapatkan bantuan PKH tidak ada dijelaskan).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Nenek Suhani selaku Keluarga Penerima Manfaat Layak Tapi Tidak Terdaftar penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
“Nenek penah dak dapat info pasal bantuan PKH ini temasuk pasal pendidikan, kesehatan same kesejahteraan sosial?” (Apakah Nenek pernah mendapatkan penjelasan mengenai bantuan PKH ini termasuk tentang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?). Beliau menjawab “Penah nenek dengo dari tetangge yang dapat PKH ini lah kalau bantuan PKH ini diberikan kepade anak sekolah, ibu hamil, lansia dan orang disabilitas, pernah nenek ngajukan diri ke RT dan Desa untuk daftar menjadi KPM sampai 4 kali tapi belum juge  dapat baik bantuan PKH maupun bantuan lainnye dari Desa”. (Pernah nenek mendapatkan penjelasan tentang bantuan PKH dari tetangaa yang mendapatkan bantuan PKH, sudah 4 kali nenek mengajukan diri untuk mendaftar menjadi KPM kepada RT dan Desa namun sampai sekarang nenek belum dapat bantuan baik itu PKH maupun bantuan lainnya dari Desa).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim sudah memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah desa dan pendamping PKH berperan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban penerima manfaat, baik melalui musyawarah desa, kegiatan posyandu, maupun pertemuan kelompok P2K2. Dampaknya, KPM memahami bahwa anak harus bersekolah dan kesehatan keluarga perlu dipantau secara rutin agar bantuan tetap diterima. Namun, masih terdapat kelemahan berupa keterlambatan atau keterbatasan sosialisasi, di mana beberapa warga baru mengetahui kriteria penerima setelah bantuan diberikan, bahkan ada keluarga yang sebenarnya layak tetapi tidak terdaftar meskipun sudah berulang kali mengajukan diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PKH berhasil meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi sebagian keluarga penerima, masih ada dampak negatif berupa kesenjangan akses informasi dan ketidakmerataan penerimaan bantuan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
b. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut Bapak apekah jumlah Pendamping PKH yang ade ini cukup untok membantu masyarakat kuang mampu mengakses layanan pendidikan dengan kesehatan?” (Menurut Bapak, apakah jumlah pendamping PKH yang ada sudah cukup untuk membantu warga kurang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan?). Beliau menjawab “Menurut Bapak ye adenye pendamping PKH ni membantu menangani kesulitan ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat mengakses pendidikan same layanan kesehatan, tapi dengan desa sebeso ini dan masyarakat yang tebilang cukop banyak lah kan rasenye kuang kalau pendampingnye cume 1 orang kurang maksimal, maunye kan ade tambahan pendamping dan kalau bisa pendamping ini di tetapkan aje untuk satu Desa tidak beganti-ganti, selain itu kalau bisa pendamping ni berasal dari desa ini juge jadi bisa ngamati same memahami langsung apekah layak atau tidaknye orang tu dapat bantuan PKH ini. Jadi kalau  adanye penambahan pendamping pas nak mendata, nak mengevaluasi dan menilai setiap masyarakat same ngasi info tu cepat dan merate tesampaikan satu desa” (Menurut Bapak adanya pendamping PKH ini memang membantu menangani kesulitan ekonomi masyarakat dan mempermudah masyarakat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi dengan luas wilayah desa yang terbilang cukup luas dan masyarakat yang cukup banyak hanya di dampingi oleh 1 orang kurang maksimal, harapannya ada tambahan pendamping dan diharapkan pendamping ini ditetapkan khusus untuk desa ini tanpa di ganti-ganti, selain itu pendamping diharapkan berasal dari Desa ini langsung sehingga bisa mengamati dan memahami langsung masyarakat yang layak dan tidak layak untuk medapatkan bantuan PKH. Jadi apabila ada penambahan pendamping di saat pendataan, saat mengevaluasi dan menilai setiap masyarakat serta penyampaian informasi cepat tersampaikan dan merata satu desa).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah jumlah pendamping PKH di lapangan cukup untuk membantu KPM mengakses pendidikan dan layanan kesehatan?”. Beliau menjawab “Jumlah pendamping di lapangan masih terbatas, dan satu pendamping bisa menangani ratusan KPM. Ini membuat pekerjaan menjadi berat, terutama saat melakukan verifikasi dan pendampingan. Namun, dengan koordinasi yang baik dengan pihak desa, sekolah, dan puskesmas, abang bisa tetap membantu KPM mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara efektif”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut bibik petugas yang mendampingi cukop membantu anak-anak sekolah same berubat pas sakit?” (Apakah menurut Bibik, petugas yang mendampingi cukup membantu anak-anak sekolah dan berobat saat sakit?). Beliau menjawab “Kalau untuk keluarga bibik membantu betul ape lagi pendamping ini selalu mengasi saran same bantuan apebile keluarga bibik dalam kesusahan masalah pendidikan same kesehatan” (Kalau untuk keluarga bibik sangat membantu apa lagi pendamping ini selalu memberikan saran serta bantuan saat keluarga bibik dalam kesulitan masalah pendidikaan dan kesehatan).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah pendamping PKH penah bantu keluarga akak untok mengunekan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?” (Apakah pendamping PKH pernah membantu keluarga kakak dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial?). Beliau menjawab “Kalau untuk pendidikan same kesehatan penah bahkan hampir terus membantu lah kan ape lagi anak akak masih sekolah tapi kalau untuk kesejahteraan tu kan berupe lansia dan disabilitas tidak penah sebab di keluarga akak tidak ade komponen itu” (Untuk pendidikan dan kesehatan pernah bahkan terbilang sering membantu terutama kakak mempunyai anak yang masih sekolah, tetapi untuk kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas belum pernah karena di keluarga kakak tidak ada komponen tersebut).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni ade dak nenek dapat bantuan lagi Desa untuk berubat, ngecek kesehatan atau untuk kebutuhan sehaghi-hagi nenek?” (Selama ini apakah nenek pernah dapat bantuan dari Desa untuk berobat, mengecek kesehatan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari?). Beliau menjawab “Bantuan lagi desa tu adenye kegiatan posyandu untuk lansia jadi nenek biase ngecek kesehatan dekat situ kadang pas ngecek ade sakit di kasi obatnye sekalian, kalau kebutuhan sehagi-hagi belom ade lagi de”.(Bantuan yang diberikan desa berupa kegiatan posyandu untuk lansia membantu nenek untuk mengecek kesehatan di sana, seandainya pas pengecekan terdapat penyakit diberikan langsung obatnya, kalau untuk kebutuhan sehari-hari belum ada nenek dapatkan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi sumber daya, implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim telah memberikan dampak positif meskipun masih menghadapi keterbatasan. Keberadaan pendamping PKH dirasakan sangat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, bahkan sering memberi saran serta pendampingan ketika keluarga mengalami kesulitan. Dampaknya, anak-anak lebih terjamin keberlanjutan pendidikannya dan keluarga memperoleh dukungan kesehatan yang lebih baik. Namun, jumlah pendamping yang hanya satu orang untuk ratusan KPM membuat tugas menjadi berat, sehingga pelayanan belum bisa maksimal. Selain itu, dukungan yang diberikan masih lebih banyak pada aspek pendidikan dan kesehatan, sementara aspek kesejahteraan sosial, seperti lansia dan disabilitas, belum sepenuhnya terakomodasi bagi keluarga yang tidak memiliki komponen tersebut. Sementara itu, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima hanya bisa mengandalkan layanan dasar desa seperti posyandu lansia, yang meski membantu kesehatan, belum menyentuh kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, implementasi PKH melalui dukungan pendamping dan fasilitas desa sudah memberikan dampak nyata, tetapi masih memerlukan penambahan sumber daya manusia serta pemerataan layanan agar manfaat program lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berhak. 
c. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Sejauh mane bapak medukong jalannye PKH untuk meningkatkan akses pendidikan same kesehatan bagi masyarakat?” (Sejauh mana Bapak mendukung pelaksanaan PKH dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat?). Beliau menjawab “Bapak selaku kepale desa sangat mendukung program PKH sebab banyak membantu masyarakat kurang mampu dekat desa sukarjo mesim ini khusunye pendidikan same kesehatan, kalau untuk kegiatan sosialisasi atau pertemuan kelompok tu biasenye pendamping PKH yang mengaturnye”. (Bapak selaku kepala desa sangat mendukug adanya bantuan seperti PKH ini karena membantu masyarakat kurang mampu di desa sukarjo mesim khusunya di bidan pendidikan dan kesehatan, untuk kegiatan sosialisasi atau pertemuan kelompok itu pendamping PKH yang melaksanakannya sesaui dengan tugas pendamping PKH).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seberapa besar komitmen Abang dalam membantu KPM mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial di desa ini?”. Beliau menjawab “Komitmen abang sangat besar. Abang melihat KPM bukan hanya sebagai data yang harus diverifikasi, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang perlu didukung. Abang berusaha memastikan mereka tidak hanya menerima bantuan uang, tetapi juga mendapatkan manfaat penuh dari program, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan para ibu serta balita mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Abang juga aktif berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu KPM mendapatkan layanan sosial lainnya yang mereka butuhkan”.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah bibik mengase kalau pendamping ni betol-betol peduli dan mendukong anak-anak bibik besekolah same berubat?” (Apakah Bibik merasa pendamping benar-benar peduli dan mendukung anak-anak bersekolah dan berobat?). Beliau menjawab “Menurut bibik memang peduli betul pendamping ni, ape lagi anak bibik gamai masih sekolah jadi membantu betul masalah pendidikan same kesehatan keluarga bibik” (Menurut bibik pendamping PKH ini sangat peduli dengan anak-anak bibik yang masih bersekolah dan sangat membantu masalah pendidikan serta kesehatan keluarga bibik).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak apekah perangkat desa ini tetap peduli dengan pendidikan same kesehatan masyarakat walaupun orang tu tak dapat bantuan PKH?” (Menurut Akak, apakah perangkat desa tetap peduli terhadap pendidikan dan kesehatan warga walau tidak semua dapat bantuan PKH?). Beliau menjawab “Menurut akak masih peduli perangkat desa ni same masyarakat yang tidak dapat bantaun PKH ni tentang pendidikan same kesehatan masyarakat buktinye adenye KIP untuk anak-anak sekolah, adenye posyandu dan puskesmas untuk menjage kesehatan masyarakat desa kite ni” (Menurut kakak masih adanya kepedulian dari perangkat desa untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH ini, buktinya adanya bantuan seperti KIP untuk anak-anak yang masih sekolah dan di sediakan posyandu dan puskesmas untuk memudahkan masyarakat mengecek kesehatan di desa).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pendapat nenek kepedulian perangkat desa same kesehatan dan kesejahteraan keluarga nenek?” (Bagaimana pendapat Nenek tentang kepedulian  perangkat desa terhadap kesehatan dan kesejahteraan Nenek?). Beliau menjawab “Ade kepedulian perangkat desa same nenek pas ade kegiatan posyandu lansia tu di kasi tau suruh ikut nenek ikut mengecek kesehatan kalau untuk bantuan untuk kebutuhan sehagi-hagi belum ade lagi nenek dapat” (adanya kepedulian dari perangkat desa terkait kesehatan nenek yaitu adanya kegiatan posyandu lansia, saat di beritahu untuk ikut kegiatan tersebut nenek ikut mengecek kesehatan disana, tetapi untuk bantuan kebutuhan sehari-hari belum ada nenek dpatkan).



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi disposisi (sikap pelaksana), implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim telah memberikan dampak positif terutama melalui dukungan dan kepedulian aparat desa maupun pendamping PKH. Kepala desa menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlangsungan PKH karena dinilai mampu membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sementara pendamping PKH berkomitmen tinggi tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan KPM memperoleh manfaat nyata seperti anak bersekolah, ibu hamil dan balita memperoleh layanan kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial lainnya. Dampaknya, KPM merasakan kepedulian pendamping secara langsung dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga mereka. Di sisi lain, perangkat desa juga tetap menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan PKH melalui program lain seperti KIP, posyandu, dan layanan puskesmas, meskipun bantuan untuk kebutuhan sehari-hari belum sepenuhnya dirasakan, seperti yang dialami oleh masyarakat lansia non-KPM. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH mampu menumbuhkan kepedulian dan komitmen dari para pelaksana program, meski pemerataan bantuan untuk kebutuhan dasar di luar komponen pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan.
d. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane sistem keje same antara pemerintah desa dan pendamping PKH untuk meyediekan fasilitas akses pendidikan dan kesehatan KPM?” (Bagaimana sistem kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping terkait untuk memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan KPM?). Beliau menjawab “Semue kegiatan PKH di desa ni di urus langsung same pendamping PKH jadi tugas desa membantu kalau dibutuhkan aje macam pendamping mintak data KPM dan membantu masyarakat yang mau jumpe same pendamping PKH supaye dapat bantuan temasuk pendidikan same kesehatan KPM” (Semua pelaksanaan program PKH di desa ini dilaksanakan oleh Pendamping PKH langsung, pemerintah desa membantu hanya saat di butuhkan seperti pendamping PKH meminta data KPM ddan membantu masyarakat atau KPM menemui pendamping untuk mendapatkan bantuan termasuk dibidang pendidikan dan kesehatan).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana alur koordinasi antara Abang dan pihak desa atau dinas sosial dalam memastikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi KPM berjalan lancar?”. Beliau menjawab “Koordinasi berjalan secara rutin. Abang berkoordinasi dengan pihak desa, seperti perangkat desa dan RT/RW, untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi KPM. Untuk memastikan layanan pendidikan dan kesehatan, abang berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah dan Puskesmas. Misalnya, abang  mengirimkan daftar nama anak yang menjadi peserta PKH agar pihak sekolah bisa memantau kehadiran mereka. Demikian juga dengan Puskesmas, abang berkoordinasi untuk memverifikasi kunjungan kesehatan ibu hamil dan balita”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Apekah menurut bibik sistem PKH ini memudahkan untuk dapatkan layanan pendidikan same kesehatan? (Apakah menurut Bibik, sistem PKH memudahkan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan?). Beliau menjawab “Menurut bibik betol-betol mempermudah untuk layanan pendidikan same kesehatan, kalau di bagian pendidikan ni bisa membantu bibik membelikan peralatan kebutuhan sekolah anak bibik kalau di bagian kesehatan ni pas salah satu keluarga bibik sakit langsung di bawak ke puskesmas dibantu pengobatannye same program PKH ni” (Menurut bibik sangat mempermudahkan layanan pendidikan da kesehatan untuk keluarga bibik, dibagian pendidikan membantu bibik memenui kebutuhan atau perlengkapan anak bibik bersekolahn serta kesehatan membantu apabila salah satu anggota keluarga bibik terserang penyakit bisa segera kepuskesmas untuk segera di berikan obat di bantu oleh program PKH ini).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak ade tidak sistem yang membantu untuk mendapatkan layanan pendidikan same kesehatan bagi semue warga, temasuk yang tidak dapat bantuan PKH?” (Menurut Akak apakah ada sistem yang mendukung akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi semua warga, termasuk yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH?). Beliau menjawab “Ade sistem yang membantu pendidikan same kesehatan selain bantuan PKH ini, macam pendidkan adenye KIP yang dapat bantu anak-anak sekolah, untuk kesehatan juge ade BPJS bisa membantu kalau kite berubat pas lagi saket” (Ada sistem yang mendukung pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH dibagian pendidikan adanya bantuan yang di sebut KIP yang membantu kehidupan sekolah anak-anak dan adanya BPJS membantu pengobatan masyarakat yang lagi sakit).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek merase dak kalau sistem desa ni mempersulit atau mempermudah nenek untuk mengakses kesehatan untuk keluarga macam nenek ni?” (Apakah Nenek merasa sistem desa mempersulit atau mempermudah akses layanan kesehatan bagi keluarga seperti Nenek?). Beliau mejawab “Menurut nenek kalau untuk berubat memang bisa di puskesmas tapi untuk nenek yang tak dapat bantuan PKH ini kalau nak ngambek ubat tu kene bebayo ade pun BPJS kadang bermasalah pas nenek berubat” (Menurut nenek untuk berobat itu mudah cuman untuk nenek yang tidak memiliki PKH ini kalau mau mengambil obat dan pengecekan dikenakan biaya, sekalipun nenek punya BPJS terkadang pada saat dibutuhkan BPJS tersebut bermasalah).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek struktur birokrasi di Desa Sukarjo Mesim sudah berjalan cukup baik melalui adanya koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah desa, sekolah, dan Puskesmas, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bagi penerima PKH, program ini terbukti mempermudah pemenuhan kebutuhan pendidikan anak serta memfasilitasi layanan kesehatan keluarga, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar, akses layanan masih tersedia melalui program lain seperti KIP dan BPJS, meskipun sering ditemui kendala teknis terutama dalam pemanfaatan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa PKH mampu meringankan beban KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun masih terdapat tantangan bagi keluarga miskin yang tidak tercakup dalam program sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan sinergi bantuan lainnya.
2. Mengurangi Beban Pengeluaran Dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin Dan Rentan
3. Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agafri selaku kepala Desa penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Saat masyarakat ngeluh tentang kesusahan ekonomi, macam mane biasenye bapak menerangkan info bantuan macam PKH ini?” (Ketika masyarakat mengeluh soal kesulitan ekonomi, bagaimana biasanya bapak menyampaikan informasi terkait bantuan seperti PKH?). Beliau menjawab “Pas masyarakat tengah menghadapi kesusahan ekonomi biasenye Bapak mengasi tahu info tentang bantuan tu macam macam carenye, ade yang di sampaikan pas musyawarah desa, kegiatan posyandu, kadang ade ge kat wirit yasin tiap minggu ibuk-ibuk di sampaikan dan yang terakhir tu melalui RT/RW atau dusun maseng-maseng” (ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi biasanya Bapak menyampaikan informasi tentang bantuan berbagai macam caranya, ada yang disampaikan melalui acara musyawarah desa, kegiatan posyandu, terkadang juga di acara wirit yasin mingguan ibuk-ibuk dan yang terakhir melalui RT/RW atau Dusun masing-masing).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Penjelasan seperti apa yang Abang sampaikan kepada KPM bahwa bantuan ini bukan cuma soal uang, tapi juga untuk kurangi beban mereka?”. Beliau menjawab “Abang menggunakan pendekatan yang lebih personal. Abang mencoba memahami kondisi masing-masing KPM. Abang menjelaskan bahwa uang bantuan hanyalah salah satu bentuk dukungan. Manfaat utama PKH adalah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang mereka butuhkan. Abang memberikan contoh nyata, misalnya, dengan rutin ke posyandu, kesehatan ibu dan anak akan terpantau. Dengan bersekolah, anak-anak mereka akan memiliki bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Abang membuat mereka menyadari bahwa PKH adalah pintu masuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Bibik penah tidak dapat info macam mane cara untuk menggunekan bantuan PKH ni supaye dapat membantu memenuhi kebutuhan sehagi-hagi keluarga bibik?” (Apakah Bibik pernah dapat informasi tentang cara mengelola bantuan agar bisa bantu kebutuhan harian?). Beliau menjawab “Penah bibik dikasi tau same pendamping PKH pade saat pertemuan kelompok, disitu pendamping menjelaskan kalau bantuan ni digunekan untuk urusan sekolah anak, abis tu untuk berubat kalau ade keluarga bibik yang sakit same bisa di gunekan untuk membeli kubutuhan makan keluarga bibik juge, kalau pun ade lebih itu bisa di gunekan untuk membukak usaha supaye kalau kedepannye bibik tidak dapat bantuan lagi bibik punye penghasilan sendiri dari bantuan PKH ini” (Pernah bibik mendapatkan informasi tersebut pada saat pertemuan kelompok, pendamping menjelaskan bantuan PKH digunakan untuk urusan pendidikan, untuk berobat apabila anggota keluarga terserang penyakit serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga bibik, selain itu bantuan tersebut di sarankan pendamping untuk membuka usaha apabila suatu hari nanti bantuan ini di cabut dari keluarga bibik,bibik masih punya penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga bibik berkat bantuan PKH yang diberikan).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Pernah ade yang ngasih info ke akak dak soal perubahan data penerima, macam kalau kondisi ekonomi dah tebilang mampu di ganti same keluarga lain atau di cabut bantuannye?” (Apakah pernah di jelaskan soal perubahan data penerima, misalnya apabila kondisi KPM sudah dikatakan mampu diganti sama keluarga lain atau di cabut bantuannya?). Beliau menjawab “Pas akak dapat tahon-taon sebelumnye belum ade perubahan data penerime PKH, tapi tahun ini ade beberape keluarga yang dikeluokan dari KPM sebab pendamping melakukan ngecek umah keumah teros dah ade beberape KPM yang ekonominye dikatekan mampu, kalau untuk KPM yang bagu masuk belum ade lagi de” (Pada saat tahun-tahun sebelumya kakak dapat PKH belum ada perubahan data namun untuk tahun ini ada beberapa KPM yang dicabut atau di keluarkan dari anggota KPM karena pendamping melakukan survei ke setiap rumah keluarga penerima PKH terdapat beberapa KPM yang terbilang mampu, namun untuk penambahan anggota KPM yang baru belum ada sampai saat ini).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“(Selama ini, Nenek biasanya dapat informasi dari mana soal bantuan seperti PKH, meskipun belum pernah menerima langsung?). Beliau menjawab “Nenek biase dengo tentang PKH ni dari tetangge yang dapat PKH, kate tetangge nenek  kalau PKH ni bantuan untuk anak sekolah, ibu hami atau menyusui, lansia macam nenek ni same orang disabilitas cume nenek belum penah dapat lagi”. (Pernah nenek mendapatkan penjelasan tentang bantuan PKH dari tetangga yang mendapatkan bantuan PKH, informasi yang disampaikan bahwa bantuan PKH ini di berikan kepada anak sekola, ibu hamil atau menyusui, lansia dan penyandang disabilitas namun nenek tidak pernah dapat bantuan tersebut).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek komunikasi dalam tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Desa Sukarjo Mesim telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya merata. Informasi mengenai PKH disampaikan melalui berbagai saluran, seperti musyawarah desa, posyandu, kegiatan keagamaan, RT/RW, hingga pertemuan kelompok KPM, sehingga masyarakat penerima memperoleh pemahaman tentang manfaat bantuan, baik untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, maupun peluang membuka usaha kecil. Pendamping PKH juga berperan aktif menjelaskan bahwa PKH bukan hanya sekadar bantuan uang, tetapi sebagai sarana untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian di masa depan. Dampaknya, KPM terdaftar merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan termotivasi untuk mengelola bantuan lebih produktif. Namun, masih terdapat keterbatasan bagi keluarga yang tidak terdaftar, di mana informasi mereka peroleh hanya dari tetangga tanpa penjelasan resmi, serta adanya ketidakmerataan dalam proses pembaruan data penerima. Dengan demikian, PKH telah memberikan dampak positif dalam meringankan beban pengeluaran dan membuka peluang peningkatan pendapatan, meskipun perlu peningkatan keterjangkauan komunikasi bagi masyarakat miskin non-penerima.
3. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane pandangan bapak tentang waktu dan tenage pemerintah desa untuk membantu masyarakat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di desa ni?” (Bagaimana pandangan Bapak mengenai ketersediaan waktu dan tenaga pemerintah desa dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu?). Beliau menjawab “Bapak same perangkat desa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus bantuan macam PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnye macam pas masyarakat kene musibah supaye membantu meringankan beban ekonomi bagi keluarganye, bantuan yang diberikan berupe penjelasan macam mane nak daftar bantuan dan membantu masyarakat tersebut mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran” (Bapak dan perangkat desa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus bantuan seperti PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnya seperti apabila masyarakat terkena musibah membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, bantuan yang diberikan membantu administrasi dan pendaftaran bantuan serta membantu masyarakat mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah waktu yang Abang miliki dalam mendampingi cukup untuk memantau kebutuhan ekonomi dan pengeluaran keluarga KPM?”. Beliau menjawab “Waktu yang ada tidak cukup untuk memantau secara detail setiap kebutuhan dan pengeluaran KPM. Tugas utama abang lebih fokus pada verifikasi kewajiban. Namun, melalui pertemuan P2K2 dan kunjungan rumah, abang selalu menyempatkan diri untuk berdialog dan memberikan masukan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Abang lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni cukup dak bik kunjungan pendamping mendengokan masalah kebutuhan ekonomi keluarga bibik?” (Selama ini, apakah waktu kunjungan pendamping cukup untuk mendengarkan kebutuhan ekonomi keluarga Bibik?). Beliau menjawab “Sangat cukup malahan, sekarang aje berkat bantuan PKH desa ni same bantuan pengarahan dari pendamping PKH bibik bisa bukak warung untuk bantu ekonomi keluarga bibik” (Sangat cukup, adanya bantuan PKH dari desa dan pendampingan dari pendamping PKH membantu bibik mengelola bantuan sehingga membuka usaha di rumah dan membantu meningkatan ekonomi keluarga bibik).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah tidak pendamping PKH menerangkan atau memberi saran untuk mengatur keuangan keluarga akak atau untuk meningkatkan penghasilan?” (Apakah pernah ada pendamping PKH yang menjelaskan atau memberikan saran untuk membantu keluarga mengatur pengeluaran atau menambahkan penghasilan?). Beliau menjawab “Penah pendamping tu cakap duit bantuan ini digunekan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga terutama kite punye anak sekolah jangan sampai anak kite berenti tengah jalan tak sekolah sampai selesai trus kalau bisa buat usaha pakai duit bantuan ini bio kalau kite tak dapat PKH lagi ade pengahsilan keluarga kite tak begantung same bantuan aje” (Pernah di jelaskan pendamping bahwa bantuan PKH ini di gunakan untuk kebutuhan ekonomi termasuk untu anak sekolah, utamakan anak sekolah sampai selesai jangan putus di tengah jalan, selain itu di sarankan untuk membuka usaha untuk meningkatkan penghasilan ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan ini saja).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek dapat bantuan dari desa yang tujuannye membantu mengurangkan pengeluaran nenek?” (Apakah pernah ada bantuan atau dukungan dari pihak desa untuk membantu mengurangi pengeluaran atau penambahan penghasilan nenek?). Beliau menjawab “Mase covid dulu ade nenek dapat bantuan dari desa BLT setelah covid tak penah lagi nenek dapat lagi de” (Waktu covid nenek pernah mendapatkan bantuan BLT dari desa, setelah covid selesai bantuan pun tidak penah nenek dapatkan lagi).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek sumber daya dalam tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Desa Sukarjo Mesim sudah memberikan dampak positif meskipun masih menghadapi keterbatasan. Pemerintah desa melalui perangkatnya menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu masyarakat miskin dalam mengurus administrasi dan pendaftaran berbagai bantuan, termasuk PKH, sehingga dapat tepat sasaran dan meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu. Pendamping PKH meski memiliki keterbatasan waktu untuk memantau detail kebutuhan ekonomi setiap KPM, tetap berperan sebagai fasilitator dan motivator melalui pertemuan kelompok dan kunjungan rumah dengan memberikan arahan pengelolaan keuangan. Dampaknya, sebagian KPM penerima mampu memanfaatkan bantuan PKH untuk membuka usaha kecil sehingga membantu peningkatan ekonomi keluarga. Namun, bagi keluarga miskin yang tidak terdaftar, akses dukungan terbatas, seperti hanya menerima BLT saat pandemi Covid-19, sementara setelahnya tidak lagi mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa PKH efektif dalam membantu pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan bagi penerima, tetapi masih ada kesenjangan dukungan sumber daya bagi masyarakat miskin non-penerima.
3. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane komitmen perangkat desa untok membantu keluarga kurang mampu mengurangkan beban pengeluaran?” (Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam membantu keluarga kurang mampu mengurangi beban pengeluaran?). Beliau menjawab “Kami selaku perangkat desa ni berkomitmen untuk membantu keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan, dimane kami membantu proses administrasi atau pendaftarannye same dengan pendataan keluarga tersebut, same memastikan keluarga yang dibagi ni betol-betol layak atau tidak dapat bantuan” (Perangkat desa berkomitmen untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, BPJS, Otonom dan bantuan lainnya dengan cara membantu proses administrasi dan pendataan, serta memastikan apakah keluarga tersebut betul-betul layak atau tidak untuk di daftarkan sebagai penerima bantuan tersebut).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana pandangan Abang terhadap pentingnya program PKH dalam meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu?”. Beliau menjawab “Menurut abang, PKH sangat penting. Bantuan ini bukan sekadar uang, tetapi juga pemicu perubahan. Meskipun nominalnya terbatas, bantuan ini sangat membantu KPM memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya sekolah, transportasi ke puskesmas, dan gizi tambahan. Yang lebih penting, program ini mendorong KPM untuk berinvestasi pada masa depan anak-anak mereka, yang pada akhirnya bisa memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane bibik nengok perang program PKH ini dalam meringankan beban hidup keluarga bibik?” (Bagaimana Bibik melihat peran program PKH ini dalam meringankan beban hidup keluarga?). Beliau menjawab “Menurut bibik pribadi bantuan ni betol-betol beperan penting untuk keluarga bibik, ape lagi bibik tak punye kebun, pengahasilan dari upah motong getah tanah orang, anak bibik masih ade sekolah, adenye bantuan ni meringankan beban hidup keluarga bibik, alhamdulilahnye sampai bibik bisa bukak warung di umah dan nambah penghasilan keluarga bibik” (Menurut bibik pribadi, bantuan ini sangat berperan penting bagi keluarga bibik. Apalagi bibik tidak memiliki kebun, penghasilan hanya berasal dari upah menoreh getah di lahan orang lain, dan anak-anak saya masih bersekolah. Adanya bantuan ini sangat meringankan beban hidup keluarga saya. Alhamdulillah, berkat bantuan ini bibik bahkan bisa membuka warung di rumah sehingga dapat menambah penghasilan keluarga).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni ade dak diadekan kegiatan atau diajak ikut kegiatan yang dibuat desa macam pelatihan untuk ibuk-ibuk bukak usaha atau kegiatan ngelola duit?” (Selama ini, apakah pernah diadakan kegiatan atau mengajak akak untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan desa, seperti pelatihan bagi ibu-ibu untuk membuka usaha atau kegiatan pengelolaan keuangan?). Beliau menjawab “Mungkin kalau kegiatan itu ade di buat desa tapi kalau di ajak ikut kegiatan dari desa tu belum penah lagi akak ngikut dan tak tau juge bile kegiatan tu di buat” (Mungkin saja kegiatan tersebut pernah diadakan oleh desa, tetapi akak sendiri belum pernah diajak untuk ikut serta dan juga tidak mengetahui kapan kegiatan itu dilaksanakan).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane gase nenek nengok keluarga kurang mampu kat desa ni di bantu dengan PKH, walaupon nenek belum penah dapat?” (Bagaimana perasaan Nenek melihat peran PKH dalam membantu keluarga lain yang kurang mampu di desa ini, walau nenek belum menerima bantuan PKH ini?). Beliau menjawab “Nenek suke nengok orang kurang mampu dapat bantuan lagi PKH ni temasuk tetangge nenek yang banyak anak abis tu rate-rate masih sekolah juge anak die tebantu lah ekonomi orang tu, tapi nenek kadang sedih ge bile lah nenek dapat, kite dah tue ni mane lah lagi kuat untuk bekeje untuk cari duit makan sehagi-hagi” (Nenek senang melihat orang yang kurang mampu mendapatkan bantuan, termasuk bantuan PKH ini, seperti tetangga nenek yang memiliki banyak anak dan sebagian besar masih bersekolah. Bantuan tersebut membantu perekonomian mereka. Namun, nenek kadang merasa sedih, kapan kiranya nenek sendiri bisa mendapat bantuan seperti itu. Nenek sudah tua, tidak lagi kuat untuk bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek disposisi dalam tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Desa Sukarjo Mesim menunjukkan komitmen positif dari aparat desa maupun pendamping PKH dalam membantu masyarakat kurang mampu. Perangkat desa berperan aktif dalam administrasi dan pendataan agar bantuan tepat sasaran, sementara pendamping PKH menegaskan bahwa bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga sebagai pemicu perubahan untuk investasi pendidikan dan kesehatan keluarga. Dampaknya, KPM penerima seperti Bibik Budi merasakan manfaat langsung berupa berkurangnya beban hidup sekaligus kesempatan menambah penghasilan dengan membuka usaha kecil. Di sisi lain, terdapat keterbatasan bagi masyarakat non-penerima seperti Kak Yeni dan Nenek Suhani yang belum merasakan manfaat langsung, baik karena kurangnya keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan maupun belum terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berhasil meringankan beban KPM penerima sekaligus mendorong kemandirian, namun masih menyisakan kesenjangan bagi keluarga miskin yang belum terjangkau program.
3. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah alur pemerintahan desa ni mendukong dan memdudahkan masyarakat untuk nerime bantuan?" (Apakah proses birokrasi di desa ini sudah mendukung dan mempermudah masyarakat kurang mampu untuk mengakses bantuan ekonomi?). Beliau menjawab “Kami selaku perangkat desa selalu memaksimalkan untuk memudahkan masyarakat desa ni mendaftarkan apebile ade bantuan, macam membantu memasukkan datanye, persyaratannye ape aje same macam mane cara-cara untuk dapatkan bantuan sesuai dengan yang dibuat same orang dinas sosial, tapi kadang gara ade batas penerime abis tu ade persyaratan yang kurang lengkap tu yang buat beberape masyarakat tidak dapat bantuan” (Kami selaku perangkat desa selalu berupaya memaksimalkan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri apabila ada bantuan. Kami membantu memasukkan data, menyiapkan persyaratan, serta menjelaskan tata cara untuk mendapatkan bantuan sesuai ketentuan dari Dinas Sosial. Namun, terkadang karena adanya batas jumlah penerima bantuan atau persyaratan yang belum lengkap, beberapa masyarakat tidak dapat menerima bantuan tersebut).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah sistem birokrasi yang ada saat ini lebih banyak membantu mempercepat atau justru menghambat penyaluran bantuan kepada KPM sehingga tidak tepat waktu?”. Beliau menjawab “Secara umum, birokrasi saat ini sudah lebih baik dan membantu. Proses verifikasi data dan pencairan bantuan sudah semakin terstruktur. Namun, kadang masih ada tantangan, seperti data yang belum sinkron atau adanya kendala teknis. Dalam situasi seperti itu, tugas abang adalah membantu menjembatani masalah tersebut agar bantuan tetap bisa diterima KPM tepat waktu”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame bibik dapat PKH pade mase pencairan bantuan penah tekendale atau tidak?” (Bagaimana pengalaman Bibik dalam mengikuti prosedur pencairan bantuan, apakah berjalan lancar?). Beliau menjawab “Alhamdulillah selame bibik dapat PKH tak penah lah ade kendale macam orang lain dana tak cair same sembako tak dapat sampai sekarang ni” (Alhamdulillah, selama ini bibik menerima PKH tidak pernah mengalami kendala seperti yang dialami orang lain, misalnya dana tidak cair atau sembako tidak diterima, hingga saat ini semua berjalan lancar).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane menurut akak tentang penyaluran bantuan kat desa ni ape dah transparan atau belum ke seluruh masyarakat?” (Bagaimana menurut Akak mengenai transparansi dan alur penyaluran bantuan di desa bagi masyarakat kurang mampu?). Beliau menjawab “Kalau untuk trasnparan di desa ni yeh akak gase kurang kalau untuk ngasi info pasal bantuan, sedangkan akak aje dapat bantuan PKH ni di kasi tau laki akak dengo pas ade urusan aghi tu kat kantor desa, untuk mendaftar pun kadang tak tau bile mulai daftarnye ape aje syaratnye, entah akak sendiri aje mengase agaknye tak tau lah orang laen kan” (Kalau soal transparansi di desa ini, menurut kakak masih kurang, terutama dalam hal memberikan informasi tentang bantuan. Soalnya, waktu kakak dapat bantuan PKH pun, saya tahunya dari suami yang kebetulan tidak sengaja dengar saat ada urusan ke kantor desa. Untuk pendaftaran saja, kadang kakak tidak tahu kapan mulai dibuka dan apa saja persyaratannya. Tapi mungkin cuma kakak saja yang merasa begitu, kakak tidak tahu kalau orang lain gimana).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pengalaman nenek dulu pas cari tau pasal PKH atau pas nenek mencube nak ngajukan diri sebagai penerime bantuan?” (Bagaimana pengalaman Nenek ketika mencoba mencari tahu atau mendaftar dalam program bantuan ekonomi desa?). Beliau menjawab “Dulu tu tetangge nenek kan petame kali dapat PKH tu pas pulak nenek singgah umah die, die cakap bagu balek lagi kantor desa ngambek dapat bantuan dari desa, namenye bantuan PKH untuk keluarga yang punye anak sekolah, ibu hamel, lansia same disabilitas, dengo tetangge cakap gitu nenek pegi lah ke RT nak ngajukan diri ni katenye bisa ngajukan nenek tunggu tunggu tidak ade dikasi tau macam mane kelanjutannye, lat beberape bulan nenek ngajukan lagi same juge tak ade jawaban sampai dah ke 4 kalinye nenek ngajukan tak dapat juge nenek dah malas nak nanye ke RT lagi sebab tak ade hasil juge” (Dulu itu, tetangga nenek pertama kali dapat PKH, pas kebetulan nenek sedang mampir di rumahnya. Dia bilang baru saja dari pertemuan dikantor desa untuk mengambil bantuan, namanya bantuan PKH, katanya untuk keluarga yang punya anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Nah, dengar tetangga bilang begitu, nenek langsung pergi ke RT, mau mengajukan diri, katanya bisa mengajukan. Tapi setelah itu nenek tunggu-tunggu, tidak ada kabar bagaimana kelanjutannya. Setelah beberapa bulan, nenek ajukan lagi, tapi tetap juga tidak ada jawaban. Sampai sudah empat kali nenek mengajukan, tidak dapat juga. Akhirnya nenek malas mau tanya-tanya lagi ke RT, soalnya tidak ada hasil juga).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek struktur birokrasi dalam tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Desa Sukarjo Mesim berjalan cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah kendala. Pemerintah desa dan pendamping PKH telah berupaya maksimal untuk mempermudah masyarakat dalam proses administrasi, verifikasi data, hingga pencairan bantuan agar tepat sasaran. Hal ini terbukti dari pengalaman sebagian KPM penerima, seperti Bibik Budi, yang tidak pernah menemui hambatan dalam menerima bantuan. Namun, masih terdapat masalah pada sisi transparansi dan pemerataan informasi, seperti yang dialami Kak Yeni yang merasa kurang mendapat penjelasan terkait syarat maupun waktu pendaftaran, serta pengalaman Nenek Suhani yang berulang kali mengajukan diri tetapi tidak pernah mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun birokrasi PKH mampu meringankan beban ekonomi KPM penerima dengan alur penyaluran yang relatif lancar, namun masih ada tantangan terkait keterbukaan informasi, pembaruan data, dan keadilan distribusi bagi masyarakat miskin non-penerima.
3. Menciptakan Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
6. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Sosialisasi macam mane yang di buat perangkat desa untuk membantu masyarakat khususnye KPM untuk mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih mandiri?” (Bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mendorong masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, agar mampu menjalani pola hidup yang lebih mandiri?). Beliau menjawab “Untuk sosialisasi yang membantu kemandirian masyarakat tu ade macam pelatihan UMKM untuk masyarakat pelatihan kerja tapi untuk anak muda, kalau untuk KPM belum ade desa buat sosialisasi atau pelatihan itu, ini jadi saran juge buat desa untuk membuat kegiatan yang tetuju untuk KPM kedepannye” (Untuk sosialisasi yang berkaitan dengan kemandirian masyarakat, memang sudah pernah ada kegiatan seperti pelatihan UMKM dan pelatihan kerja, tetapi itu lebih ditujukan kepada kalangan pemuda atau masyarakat umum. Sedangkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH secara khusus, hingga saat ini desa belum pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan yang secara langsung ditujukan untuk mendorong kemandirian mereka. Namun kami menyadari hal ini penting dan ke depannya akan kami usulkan agar ada kegiatan yang lebih terfokus kepada KPM).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Kalau KPM belum juga menunjukkan perubahan ke arah hidup mandiri, bagaimana cara Abang berkomunikasi supaya mereka bisa paham pentingnya kemandirian?”. Beliau menjawab “Abang menggunakan pendekatan empatik. Pertama, abang mencoba mencari tahu apa penyebab KPM sulit berubah, apakah karena masalah ekonomi, sosial, atau kurangnya motivasi. Setelah itu, abang akan memberikan motivasi dengan cerita-cerita sukses KPM lain yang sudah mandiri. Abang juga melibatkan tokoh masyarakat atau KPM yang sudah lebih dulu mandiri untuk berbagi pengalaman. Komunikasi yang abang bangun lebih seperti teman yang memberikan dukungan, bukan atasan yang memberikan perintah”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade tak bik orang yang nyampaikan tentang pentingnye tidak selalu begantung same bantuan ape lagi kan bantuan ni tak bersifat permanen?” (Ada tidak yang pernah menyampaikan ke Bibik soal pentingnya mengubah kebiasaan supaya bisa lebih mandiri?). Beliau menjawab “Ade biase yang ngasi tau pendamping PKH selalu ngigatkan bantuan PKH ni tak selamenye kite dapat, ade masenye besok bantuan kite kene cabut atau bantuan ni di hapuskan same kementrian jadi di sarankan KPM belajo mengelola duit bantuan ni bisa membantu menghasilkan duit kalaupun kite tak dapat lagi kedepannye” (Ada, biasanya yang menyampaikan itu pendamping PKH. Mereka selalu mengingatkan bahwa bantuan PKH ini tidak selamanya kita terima. Suatu saat nanti bantuan bisa dicabut atau dihapus oleh kementerian. Jadi, KPM disarankan untuk belajar mengelola bantuan ini agar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, supaya kalau ke depannya kita tidak lagi menerima bantuan, kita tetap bisa bertahan).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak ade dak di kasi tau same pihak desa atau pendamping PKH sape aje yang berhak dapat PKH?” (Menurut Kakak apakah ada informasi atau komunikasi dari pihak desa atau pendamping soal siapa saja yang sebenarnya berhak menerima PKH?). Beliau menjawab “Dari pihak desa belum penah lah akak dapat info sape aje yang berhak dapat atau jenis keluarga yang macam mane di kategorikan layak untuk menerime, pas akak dah di bagikan kelompok di buat pertemuan kelompok bagu lah ade pendamping PKH yang menjelaskan kalau yang dapat bantuan PKH ini wajib memiliki salah satu komponen pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas” (Dari pihak desa, akak belum pernah menerima informasi tentang siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan atau seperti apa kriteria keluarga yang dianggap layak untuk menerima. Setelah akak dimasukkan ke dalam kelompok dan diadakan pertemuan kelompok, barulah ada pendamping PKH yang menjelaskan bahwa penerima bantuan PKH wajib memiliki salah satu komponen seperti pendidikan, kesehatan, lansia, atau penyandang disabilitas).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek kalau desa tu adekan kegiatan pelatihan keje, cara bukak usaha, same membimbing keluarga mengelola keuangan atau menambah penghasilan tu penting tidak?” (Menurut Nenek kalau ada program seperti pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, atau bimbingan supaya keluarga bisa mandiri itu penting tidak?). Beliau menjawab “Penting betul malahan ape lagi nenek sebagai lansia ni kadang tak kuat nak keje berat, tak tau juge keje yang suai untuk nenek sebagai lansia ni ape, kalau ade pelatihan keje dengan tujuan menambah penghasilan membuat masyarakat tak berharap pade bantuan terus sebab dah tau jalan untuk menambah penghasilan sendiri macam mane” (Penting sekali, apalagi Nenek sebagai lansia kadang sudah tidak kuat lagi untuk bekerja berat. Nenek juga tidak tahu pekerjaan seperti apa yang cocok untuk lansia seperti Nenek. Kalau ada pelatihan kerja dengan tujuan menambah penghasilan, itu sangat membantu, karena masyarakat jadi tidak terus-menerus berharap pada bantuan. Mereka jadi tahu bagaimana cara menambah penghasilan sendiri).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek komunikasi dalam tujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukarjo Mesim telah memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari sisi pemerintah desa, sosialisasi yang mendorong kemandirian memang sudah ada melalui pelatihan UMKM dan pelatihan kerja, namun kegiatan tersebut belum secara khusus menyasar KPM, sehingga manfaatnya belum langsung dirasakan. Pendamping PKH berperan penting dalam membangun komunikasi empatik dengan KPM, baik dengan memberikan motivasi melalui cerita sukses maupun mengingatkan bahwa bantuan bersifat sementara, sehingga KPM terdorong untuk belajar mengelola bantuan agar lebih produktif. Bagi KPM penerima seperti Bibik Budi, komunikasi ini efektif menumbuhkan kesadaran untuk tidak bergantung penuh pada bantuan. Namun, ada kelemahan dalam transparansi informasi dari pemerintah desa, seperti yang dialami Kak Yeni yang baru mendapat pemahaman mengenai kriteria penerima setelah ada pertemuan kelompok, bukan sejak awal. Sementara itu, masyarakat layak tetapi tidak terdaftar, seperti Nenek Suhani, menilai bahwa adanya pelatihan kerja atau usaha kecil sangat penting untuk membimbing mereka menuju kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa PKH telah membawa dampak dalam mengubah pola pikir KPM agar tidak bergantung pada bantuan, tetapi masih diperlukan penguatan komunikasi, sosialisasi yang lebih terarah, dan program pendukung agar kemandirian benar-benar dapat terwujud.
6. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah desa punye fasilitas yang cukup untuk mendukung pembinaan atau pelatihan keje macam tempat pelatihan, alat-alat untuk pelatihan dan segale jenis barang yang mau digunekan untuk pelatihan?” (Apakah desa memiliki fasilitas yang memadai, seperti balai pelatihan, sarana usaha, tempat pelatihan keterampilan, atau akses internet, untuk mendukung pembinaan warga agar lebih mandiri secara ekonomi?). Beliau menjawab “Fasilitas macam ruangan untuk sosialisasi pelatihan keje ade, biasenye kalau ade pelatihan keje gitu perangkat desa mengundang beberape masyarakat lebih dominan di undang tu pemuda pemudi desa sebab peluang untuk bekeje lebih beso, dan sistem pelatihan keje nye berupe penjelasan, di berikan contoh langsung same yang di undang buat jadi pemateri dalam sosialisasi tersebut, selame ni belum ade dibuat praktek langsung untuk masyarakat, mungkin kedepannye bakal di sediekan fasilitas berupe sarana dan prasarana bio masyarakat mudah mempraktekkan langsung” (Fasilitas seperti ruangan untuk sosialisasi atau pelatihan kerja memang sudah ada. Biasanya, kalau ada pelatihan kerja, perangkat desa akan mengundang beberapa warga, dan yang lebih sering diundang adalah para pemuda dan pemudi desa karena peluang kerja mereka dinilai lebih besar. Sistem pelatihan kerja yang ada selama ini masih berupa penjelasan dan pemberian contoh langsung oleh narasumber atau pemateri yang diundang dalam sosialisasi tersebut. Sampai saat ini, belum pernah ada pelatihan yang disertai dengan praktik langsung oleh masyarakat. Mungkin kedepannya akan disediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana agar masyarakat bisa lebih mudah melakukan praktik secara langsung).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, fasilitas seperti ruang pertemuan, modul pelatihan, atau alat bantu lain cukup tersedia nggak untuk mendukung perubahan perilaku KPM?”. Beliau menjawab “Fasilitas yang tersedia cukup memadai, terutama modul P2K2 yang sudah terstruktur dengan baik. Namun, ketersediaan ruang pertemuan yang layak terkadang menjadi tantangan. Beberapa pertemuan terpaksa dilakukan di rumah KPM secara bergantian. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak menghalangi niat untuk memberikan materi edukasi”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dapat fasilitas macam pelatihan, pertemuan kelompok atau perlengkapan untuk bukak usaha dari program PKH?” (Apakah Bibik pernah dapat fasilitas seperti pelatihan, pertemuan kelompok, atau bantuan alat usaha dari program PKH?). Beliau menjawab “Penah dapat sejenis penjelasan gitu setiap kali pertemuan kelompok KPM macam mane cara yang betol memulai usaha untuk menambah pendapatan dan di kasi penjelasan kemudahan kalau kite punye usaha dapat membantu ekonomi keluarga” (Pernah mendapat penjelasan seperti itu setiap kali ada pertemuan kelompok KPM, tentang bagaimana cara yang benar untuk memulai usaha guna menambah pendapatan. Juga dijelaskan bahwa memiliki usaha sendiri bisa memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan ekonomi keluarga).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Kat desa ni ade dak tempat maupun kegiatan macam pelatihan keje atau sosialisasi gitu kak untuk masyarakat?” (Apakah di desa ini ada tempat atau kegiatan yang mendukung kemandirian warga, seperti pelatihan atau sosialisasi usaha kecil?). Beliau menjawab “Mungkin ade yeh pelatihan keje yang di buat kat desa ni, akak juge kurang tau sebab akak tak penah ikut ape lagi di ajak untuk kegiatan macam gitu” (Mungkin memang ada pelatihan kerja yang diadakan di desa ini, tapi akak kurang tahu karena akak belum pernah ikut, apalagi diundang untuk kegiatan seperti itu).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek dengo atau ikut kegiatan yang di adekan desa macam pelatihan keje sejenis UMKM dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga gitu nek?” (Apakah dari desa pernah ada kegiatan atau fasilitas untuk bantu masyarakat jadi lebih mandiri atau bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga?). Beliau menjawab “Belum penah nenek dengo de, sebab nenek ni tak pernah keluo beno jadi kalau ade kegiatan pelatihan keje mungkin desa ngajak orang-orang yang masih mude sebab nenek ni dah tue takkan nak di ajak kegiatan macam gitu” (Nenek belum pernah dengar soal itu, soalnya Nenek jarang sekali keluar rumah. Jadi kalau memang ada kegiatan pelatihan kerja, mungkin desa lebih mengajak orang-orang yang masih muda, karena Nenek sudah tua, rasanya tidak mungkin diajak ikut kegiatan seperti itu).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek sumber daya dalam tujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukarjo Mesim telah memberikan dampak positif, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Dari sisi pemerintah desa, fasilitas yang tersedia baru sebatas ruangan untuk sosialisasi, sementara pelatihan yang diberikan lebih banyak berupa penjelasan tanpa praktik langsung, sehingga manfaatnya belum maksimal. Pendamping PKH telah memanfaatkan modul P2K2 yang cukup terstruktur untuk mendukung perubahan perilaku, meski terkadang terkendala ketersediaan ruang pertemuan yang layak. Bagi KPM terdaftar dan layak, seperti Bibik Budi, pertemuan kelompok memberikan tambahan wawasan mengenai usaha mandiri guna menambah pendapatan keluarga. Namun bagi KPM terdaftar tetapi tidak layak, seperti Kak Yeni, kegiatan pelatihan kurang dirasakan manfaatnya karena keterlibatan dalam kegiatan sangat terbatas, sehingga bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Sementara itu, keluarga miskin yang tidak terdaftar, seperti Nenek Suhani, justru tidak pernah mendapatkan akses pada fasilitas pelatihan maupun dukungan lain untuk mendorong kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH berkontribusi dalam membuka wawasan usaha dan meningkatkan kesadaran KPM untuk lebih mandiri, dampaknya masih terbatas akibat sarana prasarana yang minim, pelatihan yang kurang aplikatif, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
6. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut bapak seberape penting di adekan kegitan yang betujuan untuk kemandirian masyarakat secara ekonomi?” (Menurut Bapak seberapa penting membina masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan perilaku?). Beliau menjawab “Sangat penting, adenye pembinaan atau sejenis kegiatan dengan tujuan untuk membantu masyarakat tidak bergantung pade bantuan serta dapat membantu menguragi bahkan menambah pendapat keluarga” (Sangat penting adanya pembinaan atau kegiatan sejenis yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan, serta dapat membantu mengurangi beban dan bahkan menambah pendapatan keluarga).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apa yang menjadi motivasi Abang dalam membantu mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM?”. Beliau menjawab “Motivasi utama abang adalah melihat KPM bisa mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan. Abang ingin mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Melalui pertemuan P2K2, abang terus memberikan edukasi dan motivasi, seperti pentingnya menabung, memulai usaha kecil, dan mengelola keuangan keluarga. Abang percaya setiap KPM memiliki potensi, dan tugas abang adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkannya”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan: 
“Pas pendamping PKH menjelaskan ke bibik untuk tidak begantong terus same bantuan dan mencube bukak usaha sendiri ape tanggapan bibik?” (Apa tanggapan Bibik terhadap ajakan pendamping untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan?). Beliau menjawab “Suke betol bibik dapat saran suruh bukak usaha sebab bibik tak ade penghasilan lain selain upah motong getah tanah orang, dapat je bantuan ni membantu anak bibik sekolah abis tu bantukan bukak usaha betol-betol bersyukor bibik, alhamdulillahnye usaha warung bibik buat laris terus tiap hari” (Bibik sangat senang sekali ketika mendapat saran untuk membuka usaha, karena bibik tidak punya penghasilan lain selain dari upah menyadap getah di tanah milik orang. Begitu menerima bantuan ini, sangat membantu untuk biaya sekolah anak-anak bibik, dan juga untuk membuka usaha. Bibik benar-benar bersyukur, alhamdulillah sekarang warung yang bibik jalankan laris setiap hari).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane pendapat akak menilai peran desa dalam membantu KPM membina kemandirian yang dapat bantuan PKH ini?” (Bagaimana Akak melihat peran desa dalam membina kemandirian untuk KPM program PKH?). Beliau menjawab “Selame akak dapat bantuan PKH dari desa belum penah ade yang ikut kegiatan bertujuan untuk kemandirian KPM, jadi akak tak tau nak menilainye macam mane” (Selama akak menerima bantuan PKH dari desa, belum pernah ada kegiatan yang ditujukan untuk kemandirian KPM. Jadi, akak tidak tahu bagaimana cara menilainya).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Selame ni nek ade dak dari desa tu membantu nenek untuk membantu mandiri melalui bantuan atau pelatihan maupun kegiatan yang bertujuan untuk menambah pendapatan dan mengurangi beban hidup nenek?” (Menurut Nenek, apakah ada harapan atau dorongan agar bisa lebih mandiri dari pihak desa?). Beliau menjawab “Belum penah pulak ade dukungan dari desa untuk membantu lebih mandiri same mengurangi beban kehidupan nenek maupun menambah penghasilan” (Belum pernah ada dukungan dari desa untuk membantu nenek menjadi lebih mandiri, mengurangi beban hidup, ataupun menambah penghasilan).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH pada aspek disposisi (sikap pelaksana) dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM di Desa Sukarjo Mesim telah memberikan dampak yang beragam. Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa menegaskan pentingnya adanya pembinaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan motivasi pendamping PKH yang berkomitmen mendorong KPM melalui edukasi dan motivasi dalam pertemuan P2K2, misalnya pentingnya menabung, memulai usaha kecil, serta mengelola keuangan keluarga. Dampak positif terlihat pada KPM layak terdaftar, seperti Bibik Budi, yang berhasil memanfaatkan arahan pendamping untuk membuka usaha warung dan kini usahanya berjalan lancar sehingga lebih mandiri. Namun, terdapat kelemahan pada sisi implementasi karena KPM terdaftar tetapi tidak layak, seperti Kak Yeni, mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan pembinaan kemandirian, sementara keluarga miskin tidak terdaftar, seperti Nenek Suhani, juga belum pernah mendapat dorongan atau dukungan dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH mampu menciptakan perubahan perilaku positif dan meningkatkan kemandirian sebagian KPM yang tepat sasaran, namun dampaknya belum merata karena masih ada penerima tidak layak yang kurang tersentuh pembinaan serta keluarga miskin non-penerima yang sama sekali belum mendapat perhatian.
6. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Kebijakan seperti ape yang desa berikan untuk membantu KPM mendorong kemandirian?” (Bagaimana regulasi atau kebijakan di tingkat desa membantu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat?). Beliau menjawab “Terus terang belum ade kegiatan pelatihan khusu untuk KPM di buat same desa, PKH ini memang dah lumayan bagus di desa ni tapi belum ade di buat untuk kegiatan kemandirian khusus KPM, kedepannye mungkin bakal kami adekan kegiatan yang macam gitu, bio masyarakat tidak begantung same bantuan yang diberikan dari desa aje” (Terus terang, sampai saat ini desa kami belum memiliki aturan khusus yang secara langsung mengarah pada upaya meningkatkan kemandirian KPM. Program PKH memang sudah berjalan dengan baik, namun belum didukung oleh kegiatan dari desa yang bisa membantu keluarga penerima untuk memperkuat kondisi ekonominya. Ke depan, kami berencana untuk memasukkan program pemberdayaan KPM ke dalam agenda pembangunan desa, agar bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat mendorong terciptanya kemandirian).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah ada aturan atau prosedur khusus yang mendukung Abang dalam membina KPM menjadi lebih mandiri?”. Beliau menjawab “Ya. Program PKH memiliki modul P2K2 yang menjadi panduan utama abang dalam membina KPM. Modul ini mencakup berbagai topik, seperti pengelolaan keuangan, kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan anak. Dengan modul ini, abang memiliki panduan yang jelas untuk memberikan materi edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga secara menyeluruh”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak dari desa meberikan pembinaan untuk bibik dalam mengelola usaha bibik atau sebelum bibik buat usaha?” (Apakah Bibik merasa ada pendampingan atau pembinaan dari desa untuk mendorong kemandirian keluarga?). Beliau menjawab “Belum pernah lah desa memberi pelatihan atau pembinaan untuk bukak usaha maupun dah bukak, kalau mintak saran biase bibik tanye same pendamping PKH aje pade saat pertemuan kelompok” (Belum pernah desa memberikan pelatihan atau pembinaan, baik untuk memulai usaha maupun bagi yang sudah memiliki usaha. Kalau ingin meminta saran, biasanya Bibik hanya bertanya kepada pendamping PKH saat pertemuan kelompok).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak dari desa menyediekan waktu untuk KPM mengembangkan kemandiriaan?” (Menurut Akak, apakah sistem yang ada di desa memberikan ruang bagi kpm untuk mengembangkan kemandirian?). Beliau menjawab “Gase akak sistem kat desa ni belum ade lagi yang membantu KPM untuk di adekan pelatihan atau pembinaan supaye bisa mandiri dan buat usaha sendiri, biasenye yang ngasi saran pendamping PKH untuk mulai usaha, harapan akak kedepannye desa ni mendukung KPM untuk berikan pelatihan khusus supeye KPM tidak begantung same bantaun terus” (Menurut akak, saat ini sudah mulai terbuka peluang bagi masyarakat untuk mandiri, meskipun masih belum optimal. Pendamping PKH sesekali memberikan arahan agar bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha kecil. Namun, dari pihak desa sendiri belum ada pelatihan atau dukungan langsung terkait usaha khusunya untuk KPM. Harapannya, ke depan ada program dari desa yang bisa membantu KPM mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dengo pihak desa mendukung masyarakat supaye lebih mandirir melalui pelatihan?” (Apakah ada dukungan dari pihak desa dalam mendorong kemandirian walau belum terdaftar sebagai penerima PKH?). Beliau menjawab “Nenek tak penah dengo ape lagi tau ade tidak kegiatan pelatihan untuk kemandirian dan sebagainye baik untuk masyarakat ataupon KPM” (Nenek belum pernah dengar, jadi tidak tahu apakah ada kegiatan pelatihan untuk kemandirian dan sebagainya, baik untuk masyarakat umum maupun untuk KPM).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai struktur birokrasi dalam menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim memang sudah berjalan dengan baik dalam hal pemberian bantuan, namun belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan program di tingkat desa yang secara khusus diarahkan pada kemandirian KPM. Kepala Desa mengakui bahwa hingga kini belum ada regulasi atau kegiatan pelatihan dari desa untuk mendorong kemandirian, meskipun rencana ke depan sudah ada. Pendamping PKH menjadi aktor utama yang berperan melalui modul P2K2 sebagai pedoman edukasi, sedangkan desa masih minim kontribusi dalam memberikan ruang, fasilitas, atau pelatihan khusus. Dari sisi KPM, sebagian merasakan manfaat berupa motivasi dan arahan dari pendamping PKH, namun belum ada dukungan nyata dari desa, sehingga kemandirian lebih banyak tumbuh dari inisiatif pribadi dan bimbingan pendamping. Dengan demikian, dampak implementasi PKH dalam aspek kemandirian masih terbatas pada peran pendamping, sementara struktur birokrasi desa belum memberikan dukungan maksimal yang bisa mempercepat proses kemandirian keluarga penerima manfaat.
4. Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
2. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Dalam forum desa penah tidak bapak menyampaikan tentang peran PKH membantu masyarakat mengurangkan angka kemiskinan?” (Dalam forum desa, bagaimana Bapak biasanya menyampaikan peran PKH dalam membantu mengurangi angka kemiskinan kepada masyarakat?). Beliau menjawab “Khusus untuk forum desa yang menjelaskan pasal bantuan PKH tu belum ade, biasenye yang menyampaikan peran dan cara memanfaatkan bantuan PKH tu dijelaskan oleh pendamping PKH langsung disetiap pertemuan kelompok di umah KPM, jadi bapak jarang menjelaskan tentang peran PKH tu, kalau pun ade rapat musyawarah lain didesa kadang bapak jelaskan juge sikit tentang PKH ni” (Kalau khusus forum desa untuk PKH belum pernah ada. Biasanya yang melakukan pertemuan adalah pendamping PKH langsung dengan KPM di rumah mereka atau di rumah salah satu anggota kelompok. Jadi bapak jarang menyampaikan peran PKH di forum desa, apabila ada kegiatan desa yang relevan, saya biasanya menyampaikan sedikit informasi mengenai PKH).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana Abang mengomunikasikan bahwa PKH adalah bagian dari upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan?”. Beliau menjawab “Abang menjelaskan PKH sebagai salah satu dari banyak program pemerintah lainnya. Abang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki visi besar untuk mengurangi kemiskinan dan PKH adalah salah satu caranya. Abang juga sering mengaitkan PKH dengan program lain, misalnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), agar mereka paham bahwa ini adalah paket bantuan terpadu”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Bibik penah dengo dari desa atau dari pendamping PKH dak alasan kenape PKH ni diberikan?” (Apa yang Bibik dengar dari pendamping atau aparat desa soal alasan kenapa PKH diberikan?). Beliau menjawab “Dari desa belum penah dengo lagi tapi kalau pendamping penah nyakap kalau PKH ni program lagi pemerintah untuk mengurangkan angka kemiskinan termasuk di desa mesim ni, jadi bagi masyarakat yang dah dapat bantuan PKH di usahakan dapat membantu menambah pendapatan keluarga dan mengurangkan beban keluarga” (Dari pihak desa belum pernah bibik dengar lagi, tapi kalau dari pendamping pernah mengatakan bahwa PKH ini adalah program dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk di Desa Mesim ini. Jadi, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan PKH, diharapkan dapat berusaha menambah pendapatan keluarga dan mengurangi beban keluarga).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Kalau ditengok kondisi sekarang lah kak, menurut akak macam mane cara adil supaye bantuan PKH ni tepat sasaran?”  (Kalau lihat kondisi sekarang, menurut akak gimana cara paling adil supaya bantuan kayak PKH ini bisa tepat sasaran?). Beliau menjawab “Menurut akak cara paling adil tu orang desa ikut dalam melihat dan menilai masyarakat yang akan jadi calon penerime bantuan PKH ni kalau nunggu pendamping aje tak tejangkau satu desa ni, ape lagi desa kite lumayan beso pendamping PKH nye 1 abis tu orang luo desa yang menjadi pendamping, kadang ade umah yang pelosok tak tejangkau bahkan pendamping tak tau harusnye orang tu dapat tapi gara tak tejangkau jadi tak dapatkan sian juge” (Menurut akak, cara yang paling adil adalah melibatkan orang desa dalam melihat dan menilai masyarakat yang akan menjadi calon penerima bantuan PKH. Kalau hanya mengandalkan pendamping saja, tidak akan terjangkau seluruh desa kita, apalagi desa kita cukup besar. Pendamping PKH hanya satu orang dan berasal dari luar desa. Kadang ada rumah yang letaknya di pelosok sehingga tidak terjangkau, bahkan pendamping tidak tahu. Seharusnya orang tersebut layak mendapat bantuan, tapi gara-gara tidak terjangkau jadi tidak dapat kasihan juga).  

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek ngape masyarakat yang harusnye layak dapat bantuan PKH tapi malah tak tedaftar? Ape penyebabnye data atau infonye tak sampai ke pendamping?” (Menurut Nenek, kenapa ada warga yang layak tapi belum terdaftar? Apakah karena data, atau informasi belum sampai?). Beliau menjawab “Entah yeh nenek juge tak tau kalau dikatekan data nenek ngajukan ke RT pasti lah RT ngasi tau desa dan data nenek ade kat desa takkan tak ade, kalau info tak sampai mungkin juge sebab tak penah nampak pendamping PKH lewat umah nenek atau pun datang untuk nanye-nanye pun tak ade, entah sebab umah nenek jauh masuk dalam utan ni mungkin jadi tak sampai ke sini pendamping PKH nye” (Entah ya, nenek juga tidak tahu. Kalau dibilang data nenek diajukan ke RT, pasti RT memberitahu desa dan data nenek ada di desa, masa iya tidak ada. Kalau informasinya tidak sampai, mungkin juga karena tidak pernah melihat pendamping PKH lewat rumah nenek atau pun datang untuk bertanya-tanya. Mungkin karena rumah nenek jauh masuk ke dalam hutan, jadi pendamping PKH tidak sampai ke sini).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH pada aspek komunikasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Desa Sukarjo Mesim masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi pemerintah desa, informasi mengenai peran PKH jarang disampaikan dalam forum desa, sehingga masyarakat lebih banyak bergantung pada penjelasan dari pendamping PKH. Pendamping PKH sendiri berperan aktif menjelaskan PKH sebagai bagian dari program terpadu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, sehingga sebagian KPM memahami tujuan bantuan ini, seperti yang dialami oleh Bibik Budi. Namun, permasalahan komunikasi dan distribusi informasi masih terjadi, terlihat dari adanya KPM tidak layak terdaftar seperti Kak Yeni, yang menilai mekanisme penentuan penerima sebaiknya lebih melibatkan masyarakat desa agar tepat sasaran. Selain itu, keluarga miskin yang tidak terdaftar seperti Nenek Suhani merasa tidak tersentuh pendamping PKH karena lokasi rumah yang jauh, sehingga informasi tidak sampai dan data tidak terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, meskipun PKH memberi pemahaman bagi sebagian penerima manfaat, dampaknya dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan belum maksimal akibat kurangnya komunikasi di tingkat desa, keterbatasan jangkauan pendamping, serta lemahnya mekanisme pendataan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
2. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Menurut bapak pendamping PKH ni dah cukup belum untuk menjangkau masyarakat kuang mampu di setiap dusun?” (Apakah menurut Bapak tenaga pendamping PKH sudah cukup merata dalam menjangkau warga kurang mampu di semua dusun?). Beliau menjawab “Kalau menurut bapak yeh masih kuang cukup sebab untuk setiap dusun setidaknye ade 1 orang pendamping yang mendampingi bagu bisa menjelajahi sampai tuntas masyarakat yang kuang mampu, tapi macam mane lah itu semue dah keputusan dari dinas sosial tak mungkin kite nak membantah kan” (Kalau menurut bapak, itu masih kurang cukup, karena untuk setiap dusun setidaknya ada 1 orang pendamping agar bisa menjangkau sampai tuntas masyarakat yang kurang mampu. Tapi bagaimana lagi, semua itu sudah menjadi keputusan dari Dinas Sosial, tidak mungkin kita membantahnya).
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah Abang merasa tim pelaksana di lapangan memiliki kapasitas dan jumlah yang memadai untuk menjangkau seluruh KPM secara merata?”. Beliau menjawab “Ini adalah tantangan besar yang Abang hadapi di lapangan. Jumlah pendamping saat ini belum ideal dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus Abang dampingi, dengan rasio 1 pendamping untuk 250–300 KK. Kondisi ini membuat Abang harus bekerja ekstra keras agar tidak ada KPM yang terlewat. Meski jumlah pendamping terbatas, Abang selalu berupaya menjangkau seluruh KPM secara merata melalui berbagai strategi, seperti menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi cepat melalui aplikasi atau grup WhatsApp, berkoordinasi dengan perangkat desa seperti kepala desa, ketua RT/RW, melakukan pendampingan berkelompok lewat pertemuan bulanan untuk penyampaian materi dan verifikasi data secara kolektif, serta menerapkan skala prioritas pada KPM yang paling membutuhkan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas sambil tetap menjaga komunikasi dengan lainnya. Abang juga terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis dari Kementerian Sosial agar tidak hanya mendampingi, tetapi juga memberdayakan KPM untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan. Meski tantangan jumlah masih ada, komitmen Abang sebagai pendamping PKH tetap kuat untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan KPM”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik jumlah pendamping yang datang cukup dak untuk membantu semue KPM yang membutuhkan?” (Menurut Bibik, apakah jumlah pendamping yang datang cukup untuk membantu semua KPM yang membutuhkan?). Beliau menjawab “Gase bibik tak cukup de, sebab banyak KPM nak di layak pendamping 1 orang macam tak cukup kaki tangan lain nak mendengokan keluhan KPM lain nak menengok langsung keadaan umah KPM satu-satu” (Rasanya, menurut bibik, tidak cukup, karena banyak KPM yang harus dilayani. Pendamping hanya satu orang, sepertinya tidak cukup tenaga. Ada yang harus mendengarkan keluhan KPM, ada juga yang harus melihat langsung keadaan rumah KPM satu per satu).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase akak pendamping PKH ni telalu siket atau kurang untuk menjangkau semue masyarakat secara merate?” (Apakah menurut akak tenaga yang ada terlalu sedikit atau kurang menjangkau semua warga secara merata?). Beliau menjawab “Kurang sih menurut akak sebab kan dusun kite ade 4 setiap dusun tu tak siket pulak masyarakat de ape lagi banyak masuk dalam umahnye, nak dijelajah sampai ke dalam tu lame siap, sedangkan pendamping PKH ni asal 2/3 taun je dah ganti orang jadi tak sampai merate menjangkau masyarakat untuk dapat bantuan tu, dari pihak desa pun harusnye ikut turun dalam membantun pendamping jadi mempermudah pendamping kan untuk menilai langsung dan nengok kondisi masyarakat tu langsung” (Kurang sih menurut akak, soalnya dusun kita ada 4, dan setiap dusun itu warganya tidak sedikit, apalagi banyak yang rumahnya jauh di dalam. Untuk menjangkau sampai ke dalam itu butuh waktu lama. Sedangkan pendamping PKH ini biasanya 2–3 tahun saja sudah ganti orang, jadi belum sempat merata menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Dari pihak desa pun seharusnya ikut turun membantu pendamping, supaya mempermudah pendamping menilai langsung dan melihat kondisi masyarakat tersebut).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut nenek jumlah pendamping cukup belum untuk menjangkau masyarakat yang layak tapi belum dapat bantuan?” (Apakah menurut Nenek jumlah tenaga pendamping cukup untuk menjangkau warga yang layak tapi belum dapat bantuan?).Beliau menjawab “Bagi nenek yang belum dapat ni yeh belum cukup menjangau lagi de, kalau dapat pihak desa atu RT ikut membantu mengasi tau masyarakat yang layak tetapi belum tedaftar jadi pendamping tau kalau ade yang belum di jangkau secare merate” (Bagi nenek yang belum dapat ini, rasanya belum cukup menjangkau. Kalau bisa, pihak desa atau RT ikut membantu memberitahu masyarakat yang layak tetapi belum terdaftar, supaya pendamping tahu kalau ada yang belum terjangkau secara merata).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH pada aspek sumber daya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Desa Sukarjo Mesim masih menghadapi hambatan besar, terutama terkait keterbatasan jumlah pendamping PKH. Kepala Desa menilai idealnya setiap dusun memiliki pendamping sendiri agar masyarakat kurang mampu dapat terjangkau secara merata, namun kebijakan tetap menjadi kewenangan Dinas Sosial. Pendamping PKH juga mengakui jumlah yang ada belum ideal dengan rasio 1 pendamping mendampingi 250–300 KK, sehingga harus bekerja ekstra keras menggunakan strategi alternatif seperti pemanfaatan teknologi, koordinasi dengan perangkat desa, pertemuan kelompok, serta memprioritaskan KPM yang paling membutuhkan. Dari sisi penerima manfaat, baik KPM layak maupun tidak layak menilai jumlah pendamping sangat kurang karena tidak sebanding dengan banyaknya warga, sehingga sebagian keluhan tidak terakomodasi dengan baik. Bahkan, keluarga yang layak tetapi belum terdaftar, seperti Nenek Suhani, merasa tidak tersentuh pendamping karena jangkauan yang terbatas. Dengan demikian, meskipun pendamping PKH menunjukkan komitmen tinggi, keterbatasan sumber daya manusia membuat dampak implementasi PKH dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan belum optimal, dan memerlukan dukungan lebih dari pemerintah desa serta perbaikan sistem pendampingan agar lebih merata dan tepat sasaran.
2. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane tanggapan bapak adenye PKH sebagai salah satu strategi untuk mengurangkan kemiskinan di desa mesim ni?” (Bagaimana tanggapan Bapak terhadap program PKH sebagai salah satu strategi pengurangan kemiskinan di desa?). Beliau menjawab “Bapak nilai PKH ni dah memberi manfaat beso ke pade masyarakat kurang mampu kat desa ni, khususnye membantu memunuhi kebutuhan umah tangge dan untuk biaya anak sekolah. Banyak keluarga tebantu temasuk budak sekolah sampai selesai dan membantu memenuhi gizi anak balita. Tapi di balik itu semue masih ade kendala masyarakat yang layak tapi belum tedaftar same tebatasnye jumlah pendamping PKH untuk meratekan penilaian seluruh desa temasuk umahnye yang jauh masuk gang” (Bapak menilai program PKH memberikan manfaat besar bagi warga kurang mampu di desa, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan anak. Banyak keluarga terbantu sehingga anak-anak dapat terus bersekolah dan asupan gizi balita lebih terjamin. Meski begitu, masih ada kendala, seperti belum terdatanya seluruh keluarga yang layak menerima bantuan dan terbatasnya jumlah pendamping PKH, sehingga beberapa warga di daerah terpencil belum tersentuh).
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Bagaimana sikap Abang terhadap tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui PKH?”. Beliau menjawab “Abang melihat tantangan ini sebagai tanggung jawab yang harus dihadapi. Kemiskinan dan kesenjangan adalah masalah kompleks. PKH bukan satu-satunya solusi, tetapi merupakan salah satu alat yang sangat efektif. Abang sadar bahwa di lapangan, banyak KPM yang memiliki berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah sosial. Sikap Abang adalah terus berempati, sabar, dan proaktif mencari solusi bersama. Abang percaya dengan kolaborasi antara Abang, KPM, dan pihak terkait, kita bisa membuat perubahan yang signifikan”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Adenye program PKH ni dah mengurangi kesenjangan antar masyarakat di desa ni?” (Menurut Bibik, apakah program PKH membantu dalam mengurangi kesenjangan antarwarga di desa ini?). Beliau menjawab “Menurut bibik bantuan PKH ni dah membantu bibik yang tegolong keluarga kurang mampu ni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bibik dan membantu biaya anak bibik sekolah, meskipun keadaan ekonomi bibik pas-pas tapi alhamdulillah bisa menyekolahkan anak bibik sampai selesai macam keluarga orang lain dengan bantuan ini, paling bibik merase bede sebab belum semue masyarakat kurang mampu merate dapat bantuan PKH ni” (Menurut Bibik, program PKH cukup membantu mengurangi kesenjangan, karena keluarga yang kurang mampu seperti Bibik bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dengan begitu, meskipun keadaan ekonomi Bibik pas-pasan, anak-anak tetap bisa bersekolah seperti anak-anak dari keluarga lain. Hanya saja, Bibik masih merasa ada perbedaan karena belum semua warga yang ekonominya sulit mendapatkan bantuan ini).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak akak nengok upaya dari desa untuk membantu mengurangjan kemiskinan kat desa ni secara merate?” (Apakah akak melihat upaya nyata dari desa dalam mengurangi kemiskinan secara merata?). Beliau menjawab “Menurut akak upaya desa membantu mengurangkan kemiskinan tu dengan diberikan bantuan semacam PKH dan bantuan lainnye ke pade masyarakat kurang mampu, tapi kalau di cakap secare merate masih kurang sebab masih banyak masyarakat yang tegolong layak dapat bantuan tapi belum tersentuh same sekali mungkin di sebabkan belum tedata atau gara umahnye telalu jauh masuk gang jadi belum tejangkau” (Kalau menurut akak, ada usaha dari desa untuk membantu warga miskin, misalnya lewat bantuan PKH dan bantuan lainnya. Cuma kalau dibilang merata, belum sepenuhnya, soalnya masih ada warga yang keadaannya susah tapi belum kebagian bantuan. Mungkin karena belum terdata atau rumahnya jauh di pelosok, jadi belum terjangkau).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Macam mane nenek nengok keberpihakan program terhadap pengurangan kemiskinan, khususnye nenek yang belum dapat?” (Bagaimana Nenek melihat keberpihakan program terhadap pengurangan kemiskinan, khususnya bagi yang belum menerima?). Beliau menjawab “Kalau menurut nenek program ni dah bagus membantu orang miskin, tapi sayangnye nenek tak dapat padahal nenek susah ge, suke nenek nengok tetangge nenek dapat bantuan tapi sedih ge nenek tak dapat bantuan tu padahal nenek membutuhkan juge, nenek arap kedepannye pendataan lebih adel dan merate bio orang macam nenek ni merase juge dapat bantuan” (Menurut Nenek, program ini memang bagus untuk membantu masyarakat miskin, tapi sayangnya Nenek sendiri belum dapat padahal keadaan Nenek juga susah. Nenek senang lihat tetangga yang dapat bisa terbantu, tapi rasanya sedih juga karena belum semua yang layak termasuk Nenek terdata. Harapannya, nanti pendataan bisa lebih adil supaya yang benar-benar membutuhkan bisa ikut merasakan bantuan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH pada aspek disposisi (sikap pelaksana) dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Desa Sukarjo Mesim menunjukkan adanya keberpihakan dan kepedulian yang cukup tinggi, baik dari pihak pemerintah desa, pendamping PKH, maupun penerima manfaat. Kepala Desa menilai PKH telah memberi manfaat besar bagi keluarga kurang mampu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, dan gizi anak balita, meskipun masih ada kendala berupa keterbatasan pendataan dan jumlah pendamping. Pendamping PKH juga menunjukkan sikap positif dengan memandang tantangan kemiskinan sebagai tanggung jawab yang harus dihadapi dengan empati, kesabaran, dan kerja sama. Bagi KPM terdaftar seperti Bibik Budi, PKH terbukti membantu mengurangi kesenjangan karena memungkinkan anak-anak mereka tetap bersekolah layaknya keluarga lain, walaupun ia merasa belum semua keluarga miskin terjangkau. Sebaliknya, KPM tidak layak terdaftar seperti Kak Yeni menilai distribusi bantuan masih belum merata karena ada keluarga yang lebih layak tetapi tidak mendapat bantuan. Hal ini dikuatkan oleh Nenek Suhani sebagai keluarga layak tapi tidak terdaftar, yang merasa program PKH berpihak pada masyarakat miskin, namun belum sepenuhnya adil karena ada warga yang membutuhkan tetapi belum terdata. Dengan demikian, meskipun sikap pelaksana dan penerima manfaat terhadap PKH cenderung positif dan mendukung, dampak implementasinya dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan data dan pendamping, sehingga masih diperlukan perbaikan pendataan serta pemerataan distribusi bantuan.
1. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Struktur birokrasi desa apekah dah mampu mendukung kebijakan pengetasan kemiskinan melalui PKH?” (Apakah struktur birokrasi desa sudah mampu mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan melalui PKH?). Beliau menjawab “Untuk pelaksanaan PKH semue urusan di urus langsung same pendamping PKH dan dinas sosial. Desa tidak banyak telibat dalam pendataan dan lain sebaginye, paling desa cume tau orang yang dapat siape aje kadang pun tau dari mulut kemulut yang dapat, kalau ade masyarakat yang ngeluh soal bantuan atau sekedar betanye tentang bantuan kami bantu untuk nuju ke pendamping langsung” (Kalau untuk pelaksanaan PKH, semua urusan data dan penerima memang diurus langsung oleh pendamping PKH dan sistem pusat. Desa tidak ikut dalam proses pendataan atau penentuan penerima. Jadi, kami tidak banyak terlibat, hanya tahu kalau ada warga yang menerima atau tidak. Kalau ada warga yang protes atau bertanya, kami arahkan langsung ke pendamping PKH karena mereka yang memegang data dan kewenangan).
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Sebagai satu-satunya pendamping PKH di desa ini, bagaimana cara Abang membagi tugas dan mengatur koordinasi agar program dapat berjalan dan membantu mengurangi kemiskinan?”. Beliau menjawab “Struktur tim PKH di lapangan sangat jelas dan berjenjang, memungkinkan setiap tugas terlaksana dengan optimal. Secara umum, tim terdiri dari Pendamping Sosial PKH yang menjadi ujung tombak berinteraksi langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana tugas utama Abang adalah mendampingi, memotivasi, dan memastikan KPM memahami serta memenuhi kewajiban PKH, dengan setiap pendamping bertanggung jawab atas sejumlah KPM di wilayah dampingan masing-masing. Di atasnya ada Koordinator Kabupaten/Kota yang mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan pendamping PKH di wilayahnya, memastikan pendamping bekerja sesuai prosedur, serta menjadi penghubung dengan pihak pusat atau provinsi, dan Koordinator Wilayah yang mengawasi tingkat provinsi untuk memastikan kebijakan PKH dari pusat diterapkan efektif di seluruh kabupaten/kota. Pembagian tugas ini krusial dalam pengurangan kemiskinan karena memungkinkan pendekatan personal dan terarah, di mana Abang memahami masalah spesifik tiap keluarga, memberi edukasi, dan membantu mereka mengakses layanan kesehatan serta pendidikan; memastikan verifikasi dan validasi data KPM selalu akurat melalui pengecekan rutin kehadiran sekolah dan kesehatan; serta membangun koordinasi efektif dengan koordinator di setiap tingkatan dan pihak terkait seperti dinas sosial, puskesmas, dan sekolah untuk mengatasi kendala. Selain itu, melalui pertemuan kelompok dan Family Development Session (FDS), Abang membekali KPM dengan pengetahuan tentang pola asuh anak hingga pengelolaan keuangan, dengan tujuan tidak hanya memberi bantuan tetapi juga memberdayakan keluarga agar mandiri dan tidak lagi bergantung pada PKH. Dengan struktur dan pembagian tugas yang terorganisir ini, setiap KPM mendapatkan perhatian yang layak, bantuan tersalurkan tepat sasaran, dan mereka diberdayakan secara bertahap untuk keluar dari garis kemiskinan”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik proses yang selame ni bibik jalankan betol-betol membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga bibik?” (Menurut Bibik, apakah proses yang dijalani selama ini benar-benar membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga?). Beliau menjawab “Memang betol-betol membantu selame bibik dapat bantuan ini begitu banyak perubahan ekonomi yang bibik rase, baik itu dari membantu anak bibik sekolah sampai sekarang bibik punye usaha berkat bantuan PKH ni bisa membantu menambah pendapatan bibik yang tadinye cume pas-pas untuk makan sehari-hari sekarang masyallah belebih-lebih” (Memang benar-benar membantu, selama Bibik menerima bantuan ini banyak sekali perubahan ekonomi yang Bibik rasakan, mulai dari membantu anak Bibik bersekolah hingga sekarang Bibik memiliki usaha berkat bantuan PKH. Usaha tersebut bisa membantu menambah pendapatan Bibik, yang sebelumnya hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari, sekarang alhamdulillah menjadi lebih dari cukup).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Menurut akak sistem desa sekarang ni dah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu belum?” (Apakah sistem desa saat ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu, menurut akak?). Beliau menjawab “Menurut akak sistem desa sekarang ni belum sepenuhnye menjangkau keluarga kuang mampu ade sebagian sudah di bantu dengan PKH atau bantuan lain, tapi masih ade juge keluarga kurang mampu belum dapat bantuan, kadang tak masalah data atau umahnye susah di jangkau aje, adenye keterbatasan jumlah kuota untuk di bagikan bantuan, jadi walaupun layak juge harus nunggu gantian untuk dapat bantuan” (Menurut akak, sistem desa sekarang belum sepenuhnya mampu menjangkau semua warga kurang mampu. Memang ada yang sudah terbantu lewat PKH atau bantuan lain, tapi masih ada juga keluarga yang susah keadaannya belum dapat bantuan. Kadang bukan hanya karena data atau lokasi, tapi karena kuota penerima terbatas, jadi meskipun layak, ada warga yang harus menunggu giliran).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase nenek dah adil belum sistem desa menyentuh semue masyarakat kurag mampu yang laya di beri bantuan?” (Menurut Nenek, apakah sistem desa benar-benar adil dan menyentuh semua warga kurang mampu yang layak dibantu?). Beliau menjawab “Bagi nenek yang tak dapat ni ye tak adil lah, tapi bagi orang yang dapat pasti die cakap adil aje” (Bagi Nenek yang tidak mendapat bantuan, rasanya tidak adil. Tapi bagi orang yang mendapat bantuan, pasti mereka bilang adil saja).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH pada aspek struktur birokrasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Desa Sukarjo Mesim menunjukkan adanya peran yang berbeda antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat. Struktur birokrasi di tingkat desa masih sangat terbatas keterlibatannya karena sebagian besar kewenangan ada di pendamping PKH dan dinas sosial, sehingga desa hanya berperan sebatas menerima informasi dan menyalurkan keluhan masyarakat. Namun, di sisi lain, struktur tim PKH yang berjenjang mulai dari pendamping desa, koordinator kabupaten/kota, hingga koordinator wilayah di tingkat provinsi berjalan cukup sistematis, memungkinkan pendamping melaksanakan tugas pendampingan, validasi data, serta pemberdayaan KPM melalui FDS dan koordinasi lintas sektor. Dampaknya terasa nyata bagi KPM layak terdaftar seperti Bibik Budi, yang merasakan perbaikan ekonomi, mampu menyekolahkan anak, bahkan mengembangkan usaha kecil sehingga kondisi keluarganya lebih baik dari sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat masalah pemerataan seperti yang disampaikan oleh Kak Yeni dan Nenek Suhani, bahwa tidak semua keluarga kurang mampu terjangkau akibat keterbatasan kuota serta ketidakadilan dalam distribusi, sehingga masih ada warga layak yang belum mendapat bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH melalui struktur birokrasi yang berjenjang telah memberikan dampak positif dalam pengurangan kemiskinan bagi sebagian keluarga, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek keterlibatan desa serta pemerataan penerima manfaat agar lebih adil dan menyentuh seluruh warga miskin yang layak dibantu.
5. Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal Kepada KPM
3. Komunikasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane bapak menjelaskan manfaat menggunekan tabungan dan rekening pade masyarakat yang belum tebiase?” (Bagaimana Bapak menjelaskan manfaat menggunakan produk keuangan formal seperti tabungan dan rekening kepada warga yang belum terbiasa?). Beliau menjawab “Bapak jelaskan secare sederhana aje ke masyarakat supaye paham kalau punye reking di bank lebih aman untuk nyimpan duit dari pade nyimpan kat umah, maklum lah kan kalau kat umah entah hilang di ambek orang atau hilang sebab salah letak, ape lagi bantuan PKH kalau cair kan langsung masuk rekening, jadi kalau nak di pakai bisa di ambek bile-bile je. Bapak juge jelaskan manfaat menabong untuk biaya anak sekolah same untuk bukak usaha kalau ade niat. Biase bapak sampaikan tentang ini pade mase musyawarah desa, pertemuan PKK dan kegiatan rapat lainnye” (Bapak menjelaskan secara sederhana saja kepada masyarakat supaya paham bahwa memiliki rekening di bank lebih aman untuk menyimpan uang dibandingkan menyimpannya di rumah. Maklum, kalau di rumah bisa saja hilang diambil orang atau hilang karena salah meletakkan. Apalagi bantuan PKH kalau cair langsung masuk rekening, jadi kalau mau dipakai bisa diambil kapan saja. Bapak juga menjelaskan manfaat menabung untuk biaya sekolah anak serta untuk membuka usaha jika ada niat. Biasanya bapak menyampaikan hal ini pada saat musyawarah desa, pertemuan PKK, dan kegiatan rapat lainnya).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seperti apa cara Abang mengajak KPM menggunakan rekening bank atau mengenal layanan keuangan digital?”. Beliau menjawab “Abang mengajak mereka dengan cara yang sederhana dan praktis. Abang menjelaskan fungsi buku rekening bank, seperti untuk menabung dan keamanan. Abang juga memberikan contoh cara menggunakan ATM. Untuk layanan keuangan digital, Abang memperkenalkan konsepnya melalui aplikasi yang mudah diakses dan memberikan contoh manfaatnya, seperti kemudahan transfer atau pembayaran. Abang juga mengajak KPM untuk mencoba bersama agar mereka tidak takut dan lebih terbiasa”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak ade yang ngarahkan bibik bukak rekening atau dikasi tau cara menggunekan ATM untuk bantuan?” (Pernah nggak Bibik diajak buka rekening atau dikasih tahu cara menggunakan ATM untuk bantuan?). Beliau menjawab “Penah awal-awal terdaftar PKH dulu bibik belum ade rekening dan pencairan untuk petame kali di lakukan di kantor desa, di arahkan lah same orangdesa dan pendamping PKH yang lame dulu die cakap kalau nak cair bantuan PKH ni harus punye rekening sebab cairnye duit bantuan lewat rekening dan jangan sampai hilang baik buku rekening atau kartu ATMnye” (Pernah, waktu awal-awal terdaftar PKH dulu, bibik belum punya rekening dan pencairan pertama kali dilakukan di kantor desa. Bibik diarahkan oleh pihak desa dan pendamping PKH yang lama. Mereka bilang kalau mau mencairkan bantuan PKH harus punya rekening karena dana bantuan cair melalui rekening, dan jangan sampai buku rekening atau kartu ATM-nya hilang).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Pas nerime PKH penah dak akak dikasi tau kalau penting punye rekening sendiri?”  (Waktu menerima bantuan PKH, pernah ada yang ngasi tau akak soal pentingnya punya rekening sendiri?). Beliau menjawab “Ade dulu petame dapat bantuan di bagi tau tu penting punye rekening sendiri supaye kalau nyimpan duet aman di rekening” (Dulu, waktu pertama kali mendapat bantuan, diberi tahu bahwa penting punya rekening sendiri supaya uang bisa disimpan dengan aman di rekening).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dak di ajak tau soal tabungan atau rekening bank dari desa untuk masyarakat yang belum punye?” (Apakah Nenek pernah diajak atau tahu soal tabungan atau rekening bank dari desa untuk warga yang belum punya?). Beliau menjawab “Belum penah lak lagi de, nenek dulu buat rekening sendiri bio senang anak nenek kat medan tu transfer duit kalau nenek tengah tak ade duit, itu pun tau buat rekening di temankan tetangge nenek kalau narik duit bisa di kedai aje” (Belum pernah lagi. Dulu nenek membuat rekening sendiri supaya anak nenek di Medan bisa mentransfer uang kalau nenek sedang tidak punya uang. Itu pun nenek tahu cara membuat rekening karena ditemani tetangga, dan untuk menarik uang bisa dilakukan di warung saja).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH pada aspek komunikasi dalam mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM di Desa Sukarjo Mesim cukup positif meskipun masih ada keterbatasan. Kepala Desa berperan aktif menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki rekening bank, manfaat menabung untuk pendidikan dan usaha, serta keamanan menyimpan uang, biasanya melalui forum-forum desa. Pendamping PKH juga mendukung dengan cara memberikan penjelasan praktis tentang fungsi rekening, penggunaan ATM, hingga pengenalan layanan keuangan digital agar KPM tidak takut mencoba. Hal ini terbukti bermanfaat bagi KPM terdaftar seperti Bibik Budi dan Kak Yeni yang sejak awal diarahkan untuk membuka rekening agar pencairan bantuan lebih aman dan teratur. Namun, bagi warga yang tidak terdaftar seperti Nenek Suhani, informasi terkait layanan keuangan formal tidak pernah langsung didapat dari desa maupun pendamping, melainkan diperoleh secara mandiri melalui bantuan tetangga. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dan pendamping PKH telah membantu sebagian besar KPM mengenal manfaat rekening bank dan ATM, namun dampaknya belum merata karena masih ada masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi langsung mengenai keuangan formal.
3. Sumber Daya
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Apekah desa punye fasilitas atau kejesame dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM paham manfaat menabong, menggunekan rekening atau keuangan formal?” (Apakah desa memiliki fasilitas, pelatihan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM memahami manfaat menabung, menggunakan rekening, atau mengakses layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Didesa belum punye fasilitas atau kejesame dengan lembaga keuangan untuk membantu KPM paham manfaat menabong, menggunekan rekening atau keuangan formal juge belum penah ade kegitan terkhususkan kepade KPM”  (Sejauh ini di desa kami belum ada fasilitas, pelatihan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan yang khusus membantu KPM memahami manfaat menabung, menggunakan rekening, atau mengakses layanan keuangan formal. Jadi, belum pernah ada kegiatan seperti itu yang diselenggarakan di desa).


Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Menurut Abang, apakah fasilitas dan waktu yang tersedia cukup untuk mengedukasi KPM tentang manfaat menggunakan layanan keuangan formal, seperti tabungan atau ATM?”. Beliau menjawab “Menurut Abang, ada beberapa tantangan dalam memberikan literasi keuangan kepada KPM. Waktu pertemuan sering terbatas karena banyak materi yang harus disampaikan, sehingga literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, tidak bisa dibahas mendalam. Fasilitas juga tidak merata, KPM di kota lebih mudah mengakses ATM dan internet, sementara di daerah terpencil jarak ke ATM jauh dan sinyal sering tidak ada. Selain itu, tingkat pemahaman KPM berbeda-beda, terutama KPM yang lebih tua biasanya lebih sulit memahami konsep digital dibanding yang muda, jadi perlu pendekatan yang lebih personal dan sabar”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dikasi fasilitas atau penjelasan cara dan manfaat menggunekan rekening atau layanan keuangan formal?” (Apakah Bibik pernah difasilitasi untuk ikut kegiatan atau mendapat materi tentang cara dan manfaat menggunakan rekening atau layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Untuk fasilitas belum ade lagi de, tapi kalau untuk cara dan manfaat menggunekan rekening atau ATM dulu penah awal dapat PKH pas cair di kantor desa di jelaskan lah manfaat gunenye rekening ini untuk menjage duit kite supaye tidak gisau menyimpan duit takut hilang dan lain sebaginye” (Untuk fasilitas belum ada, tapi kalau untuk cara dan manfaat menggunakan rekening atau ATM, dulu pernah waktu pertama kali dapat PKH dan pencairannya di kantor desa, dijelaskan manfaat rekening ini untuk menjaga uang kita supaya tidak khawatir hilang dan sebagainya).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Ade dak kak dari pendamping atau desa yang menyediekan waktu atau fasilitas untuk menerangkan manfaat keuangan formal pade akak?” (Apakah pernah ada pendamping atau desa yang menyediakan waktu atau fasilitas untuk menjelaskan manfaat produk keuangan formal kepada akak?). Beliau menjawab “Penah dulu pas cair di kantor desa di jelaskan same orang desa dan pendamping PKH menjelaskan manfaat keuangan formal kalau untuk fasilitas belum ade lagi gase akak” (Pernah dulu, saat pencairan di kantor desa, dijelaskan oleh pihak desa dan pendamping PKH tentang manfaat keuangan formal. Tapi untuk fasilitasnya, menurut akak, belum ada lagi).
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Nenek penah dapat fasilitas atau undangan untuk kegiatan yang membahas manfaat keuangan formal?” (Apakah Nenek pernah mendapat fasilitas atau undangan untuk ikut kegiatan yang membahas manfaat layanan keuangan formal?). Beliau menjawab”Belum penah nenek dapat undangan yang macam gitu” (Belum pernah nenek mendapatkan undangan kegiatan seperti itu).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH dalam mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal di Desa Sukarjo Mesim masih terbatas karena belum ada fasilitas maupun kerja sama khusus dengan lembaga keuangan, sementara pendamping PKH juga menghadapi kendala waktu, akses, serta perbedaan pemahaman KPM terutama yang tinggal di daerah terpencil dan berusia lanjut. Meski begitu, pada tahap awal pencairan bantuan sebagian KPM sudah mendapat penjelasan mengenai pentingnya rekening bank untuk keamanan penyimpanan uang, sehingga sedikit banyak PKH berkontribusi dalam memperkenalkan layanan keuangan formal. Namun, bagi keluarga yang tidak terdaftar informasi tersebut hampir tidak pernah diterima, sehingga secara keseluruhan dampaknya positif tetapi belum merata dan masih memerlukan dukungan sumber daya yang lebih memadai agar manfaat layanan keuangan formal dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.
3. Disposisi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane pandangan bapak menengok pentingnye mendorong KPM untuk memanfaatkan laynanan keuangan formal?” (Apa pandangan Bapak tentang pentingnya mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal?). Beliau menjawab “Bapak gase penting betul mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal sebab senang untuk KPM menyimpan duet, tebiase menabong dan lebih pandai mengatur keuangan, desa ni bagu sekali buat sosialisasi macam gitu bagu satu kali itu pun pas petame kali bantuan PKH hadir di desa ni, belum ade lagi buat untuk soisalisasi selanjutnye yang serupe” (Bapak rasa penting sekali mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, soalnya itu bisa bikin mereka lebih aman menyimpan uang, terbiasa menabung, dan lebih baik dalam mengatur keuangan. Di desa ini, sosialisasi seperti itu baru pernah dilakukan satu kali, yaitu waktu pertama kali ada bantuan PKH. Setelah itu belum ada lagi kegiatan serupa).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Seberapa besar keinginan Abang untuk mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal, dan apa alasannya?”. Beliau menjawab ” Sangat besar, banyak KPM masih belum mengenal atau tidak terbiasa dengan layanan perbankan. Padahal, memiliki akses ke rekening bank, menabung, atau bahkan mendapatkan pinjaman mikro bisa membuka peluang ekonomi baru bagi mereka. Abang sering mengajak KPM untuk menabung di bank atau koperasi, agar mereka bisa belajar mengelola uang dengan lebih baik dan terhindar dari lilitan rentenir”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Gase bibik pendamping PKH mendorong dan membantu bibik memahami manfaat layanan keuangan formal?” (Apakah Bibik merasa pendamping mendorong dan membantu Bibik memahami manfaat layanan keuangan seperti tabungan atau ATM?). Beliau menjawab “Pendamping PKH betol-betol membantu mendorong bibik untuk paham tentang layanan keuangan formal ni setiap kali ade pertemuan tak hanye bibik yang di ingatkan tapi semue anggota kelompok KPM pun” (Pendamping PKH benar-benar membantu mendorong bibik untuk memahami layanan keuangan formal ini. Setiap kali ada pertemuan, bukan hanya bibik yang diingatkan, tetapi semua anggota kelompok KPM juga).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Akak penah dak di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank?” (Apakah akak pernah diajak atau didorong untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank?). Beliau menjawab “Penah di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank same pendamping PKH” (Pernah di ajak untuk memahami manfaat produk keuangan formal seperti rekening dan bank oleh pendamping PKH).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak nenek di ajak baik pihak desa maupun pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal?” (Pernahkah Nenek merasakan dorongan dari pihak desa atau pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal, meskipun belum menerima PKH?). Beliau menjawab “Belum penah lagi de di ajak baik pihak desa maupun pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal” (Belum pernah nenek di ajak pihak desa atau pendamping untuk mengenal manfaat produk keuangan formal).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH dalam hal disposisi terkait pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal menunjukkan adanya komitmen positif dari pihak desa dan pendamping PKH untuk mendorong KPM memanfaatkan layanan keuangan formal, karena dinilai penting bagi keamanan, kebiasaan menabung, dan peningkatan kemampuan mengelola keuangan. Pendamping PKH secara aktif mendorong KPM terdaftar untuk memahami dan mempraktikkan penggunaan rekening maupun tabungan, bahkan mengingatkan secara rutin dalam pertemuan kelompok. Namun, dukungan dan sosialisasi dari pihak desa masih sangat terbatas karena hanya dilakukan sekali pada awal program, sehingga keberlanjutannya kurang terasa. Dampaknya, KPM terdaftar merasakan manfaat dorongan tersebut, sementara keluarga yang tidak terdaftar sama sekali tidak memperoleh kesempatan mengenal layanan keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH sudah memberi pengaruh positif dalam membangun kesadaran keuangan formal, tetapi masih belum merata dan memerlukan kesinambungan sosialisasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
3. Struktur Birokrasi
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agafri selaku Kepala Desa dengan pertanyaan:
“Macam mane peran struktur birokrasi desa dalam memberikan fasilitas KPM untuk mengenal manfaat produk keuangan formal macam bank atau layanan digital?”  (Bagaimana peran struktur birokrasi desa dalam memfasilitasi KPM mengenal dan memanfaatkan produk keuangan formal seperti bank atau layanan digital?). Beliau menjawab “Di desa ni sosialisasi tentang produk dan layanan keuangan formal hanye sekali itu pun pas awal PKH masuk ke desa sukarjo mesim, yang memberikan penjelasan tu pendamping PKH. Desa cume membantu nyediekan ruang untuk sosialisasi same mengundang masyarakat yang menjadi KPM pade saat itu, selain itu belum penah ade kegiatan lagi desa untuk mengenal produk keuangan formal macam bank dan lainnye” (Di desa ini sosialisasi tentang produk atau layanan keuangan formal hanya pernah dilakukan sekali, itu pun saat awal PKH masuk. Waktu itu yang memberikan penjelasan hanya pendamping PKH, desa cuma menyediakan tempat dan mengundang warga. Setelah itu belum pernah ada lagi kegiatan dari desa untuk mengenalkan produk keuangan formal seperti bank atau layanan digital).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Amri selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan:
“Apakah Abang mendapatkan dukungan dari prosedur atau struktur kerja PKH untuk mengedukasi KPM tentang manfaat menabung dan layanan keuangan formal lainnya?”. Beliau menjawab “Secara struktural, pendamping PKH seperti Abang memang tidak secara langsung diberi dukungan khusus untuk mengedukasi KPM tentang layanan keuangan, karena tugas utama Abang adalah memastikan KPM memenuhi kewajiban program PKH. Namun, Abang memanfaatkan sumber daya yang ada seperti modul P2K2 yang memuat materi pengelolaan keuangan keluarga, berkolaborasi dengan bank penyalur, koperasi, atau lembaga keuangan mikro yang memiliki program edukasi, menggunakan contoh nyata dari kehidupan KPM untuk menjelaskan pentingnya menabung, membuat anggaran, dan menghindari utang yang tidak perlu, serta memanfaatkan kelompok KPM sebagai wadah berbagi informasi dan pelatihan kecil. Dengan cara ini, meskipun bukan tugas utama, Abang tetap dapat membantu KPM meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan mereka”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bibik Budi selaku KPM layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak bibik dapat bantuan atau saran dari pendamping pasal layanan keuangan formal macam menabung di bank?” (Pernahkah Bibik mendapat bantuan atau arahan dari pendamping terkait layanan keuangan seperti menabung di bank?). Beliau menjawab “Penah di kasi saran same pendamping duit bantuan PKH ni kalau bisa jangan di tarek semue, sisakan setengah ambek cukup untuk keperluan aje, sisanye tabung, takutnye tedesak nak gune duit kite punye tabungan tak ngutang same orang lain malah timbul lak beban nak mayo utang” (Pernah diberi saran oleh pendamping, kalau bisa uang bantuan PKH jangan ditarik semua. Sisakan setengah, ambil seperlunya saja untuk keperluan, sisanya ditabung. Takutnya kalau ada kebutuhan mendesak, kita punya tabungan sehingga tidak perlu berutang kepada orang lain yang justru bisa menimbulkan beban untuk membayar utang).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kak Yeni selaku KPM tidak layak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak akak di kasi info same perangkat desa tentang layanan keuangan formal waktu awal nerime PKH?” (Pernahkah akak diberi informasi oleh perangkat desa tentang layanan keuangan formal waktu awal menerima PKH?). Beliau menjawab “Penah, itu lah petame dan terakhir desa ngasi info ke akak lah yeh selaku KPM tentang macam mane gunekan ATM, cara buat rekening dan ngasi tau kalau cair duit bantuan ni kedepannye melalui ATM atau rekening tidak melalui kantor desa lagi” (Pernah, itu pertama dan terakhir kalinya desa memberi informasi kepada saya selaku KPM tentang bagaimana cara menggunakan ATM, cara membuat rekening, dan memberi tahu bahwa pencairan uang bantuan ke depannya melalui ATM atau rekening, tidak lagi melalui kantor desa).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nenek Suhani selaku keluarga layak tapi tidak terdaftar dengan pertanyaan:
“Penah dak desa memberikan layanan atau penjelasan yang memudahkan nenek untuk mengakses atau paham pasal keuangan formal macam rekenin, bank maupun ATM?” (Apakah desa memiliki sistem atau prosedur yang mempermudah warga seperti Nenek mengakses dan memahami manfaat produk keuangan formal?). Beliau menjawab “Belum penah nenek dengo dari desa ade penjelasan pasal bank, rekening maupun ATM, nenek tau buat ATM tu di ajokan same anak bibik yang kat medan kalau sakit peneng nenek dapat die bantu ngirim duet” (Belum pernah Nenek dengar dari desa ada penjelasan tentang bank, rekening, maupun ATM. Nenek tahu membuat ATM itu dari ajakan anak Nenek yang di Medan, supaya kalau Nenek sakit, dia bisa membantu mengirim uang).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PKH dalam aspek struktur birokrasi terkait pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal di Desa Sukarjo Mesim masih terbatas karena belum berjalan secara berkesinambungan. Peran desa hanya sebatas menyediakan tempat dan mengundang KPM pada awal sosialisasi, sementara pendamping PKH juga tidak mendapat mandat khusus dalam struktur kerja untuk mengedukasi keuangan, meskipun tetap berinisiatif memanfaatkan modul P2K2, bekerja sama dengan bank penyalur, dan memberi saran praktis agar KPM bisa menabung serta terhindar dari utang. Dampaknya, KPM terdaftar seperti Bibik Budi dan Kak Yeni merasakan manfaat berupa arahan tentang penggunaan rekening dan ATM serta pentingnya menyisihkan bantuan untuk tabungan, sedangkan keluarga tidak terdaftar seperti Nenek Suhani sama sekali tidak tersentuh penjelasan mengenai keuangan formal dari desa maupun pendamping, sehingga hanya mendapat informasi secara mandiri dari keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH memang memberi kontribusi positif terhadap pengenalan layanan keuangan formal bagi sebagian KPM, tetapi belum merata karena struktur birokrasi desa tidak menyediakan mekanisme rutin dan terarah untuk menjamin semua lapisan masyarakat memperoleh pemahaman yang sama.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim telah membawa dampak positif bagi masyarakat meskipun belum sepenuhnya merata. Pada tujuan meningkatkan taraf hidup KPM, PKH terbukti membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, biaya sekolah anak, serta akses layanan kesehatan ibu hamil dan balita sehingga kualitas hidup mereka lebih terjamin. Selanjutnya, pada tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, bantuan yang diterima mampu meringankan kebutuhan sehari-hari KPM dan sebagian bahkan dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil sehingga pendapatan keluarga mulai bertambah. Dari segi perubahan perilaku, melalui pendampingan dan kegiatan P2K2, KPM semakin sadar pentingnya pendidikan, kesehatan, serta lebih terbiasa mengatur keuangan keluarga meskipun upaya untuk benar-benar mandiri masih terbatas karena kurangnya dukungan program lanjutan dari desa.
Pada aspek pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, PKH cukup efektif membantu keluarga miskin agar bisa menyekolahkan anak dan mencukupi kebutuhan pokok seperti keluarga lain sehingga kesenjangan sosial berkurang, meskipun masih ada warga yang layak tetapi belum terdata sehingga belum merasakan manfaatnya. Sementara itu, dalam mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal, PKH berperan penting mendorong KPM menggunakan rekening bank dan ATM, sehingga masyarakat mulai terbiasa menabung dan lebih paham cara mengelola uang, walaupun sosialisasi dari desa masih minim dan belum dilakukan secara berkelanjutan.
Namun, di balik dampak positif tersebut masih terdapat sejumlah tantangan. Keterbatasan jumlah pendamping dengan rasio yang terlalu besar membuat pendampingan belum optimal dan kurang merata di seluruh dusun. Pendataan yang belum akurat juga menimbulkan ketidakadilan, di mana ada keluarga mampu yang masih menerima bantuan sementara keluarga layak justru belum terjangkau. Struktur birokrasi desa juga belum maksimal dalam mendukung keberlanjutan program karena pelaksanaan PKH lebih banyak diatur pusat dan pendamping, sedangkan desa hanya sebatas fasilitator. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan minimnya sosialisasi produk keuangan formal menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat tua dan yang tinggal di daerah terpencil. Tantangan lain yang muncul adalah masih adanya ketergantungan pada bantuan, karena program pemberdayaan ekonomi yang dapat menumbuhkan kemandirian KPM belum berjalan secara optimal.
D. Gambar Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang Cocok Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Gambar berikut menggambarkan bentuk implementasi yang dinilai cocok untuk diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Gambar ini disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.
Melalui keempat indikator tersebut, ditunjukkan bagaimana PKH dapat dijalankan secara lebih efektif di Desa Sukarjo Mesim. Selain itu, gambar ini juga menampilkan capaian implementasi yang sudah dirasakan masyarakat serta tantangan yang masih dihadapi. Dengan demikian, visualisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan PKH di tingkat desa, sebagai berikut:


Gambar V.1
Gambar Implementasi yang Cocok Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
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Sumber Data: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2025
Gambar di atas menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sukarjo Mesim dapat dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Dari aspek komunikasi, sosialisasi perlu dilakukan lebih merata agar seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) memahami dengan jelas hak dan kewajibannya. Dari sisi sumber daya, diperlukan tambahan jumlah pendamping serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pelosok. Pada aspek disposisi, pendamping dan perangkat desa telah menunjukkan komitmen dan kepedulian dalam menjalankan program, meskipun masih ditemukan permasalahan terkait ketidaktepatan data penerima. Sementara itu, dari segi struktur birokrasi, mekanisme pelaporan sudah berjalan sesuai aturan, tetapi masih terkendala dengan adanya data ganda serta lambatnya proses pemutakhiran data, yang menghambat efektivitas implementasi secara menyeluruh.
Capaian program terlihat pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun, tantangan tetap ada pada aspek pendataan, sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya.
Berdasarkan analisis tersebut, gambar implementasi yang digambarkan di atas dapat dikatakan cocok untuk diterapkan di Desa Sukarjo Mesim karena menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Gambar ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana PKH telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima, tetapi juga menekankan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kendala yang ada. Dengan demikian, implementasi PKH di Desa Sukarjo Mesim diharapkan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN
4. KESIMPULAN
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mencakup proses identifikasi penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi. Program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, membangun kemandirian, serta memperkenalkan layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan teori Edwards III dengan empat indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) serta mengacu pada lima tujuan utama PKH sesuai Permensos No.1 Tahun 2018.
Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup, komunikasi melalui sosialisasi dan pertemuan rutin mendorong masyarakat memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH cukup membantu kebutuhan pokok, meski jumlah terbatas. Pendamping berperan vital, walau jumlahnya tidak sebanding dengan KPM, sedangkan struktur birokrasi desa hanya sebagai fasilitator dengan akses layanan di pelosok yang masih kurang memadai.
Kedua, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, bantuan PKH membantu biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan sebagian KPM memanfaatkannya untuk usaha kecil. Namun, pelatihan keterampilan dan sarana pemberdayaan dari desa masih minim sehingga peningkatan pendapatan belum signifikan.
Ketiga, untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, kegiatan P2K2 menjadi sarana edukasi mengenai kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Perubahan perilaku sudah terlihat, tetapi dukungan pelatihan ekonomi produktif masih terbatas sehingga kemandirian belum sepenuhnya tercapai.
Keempat, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, PKH membuka akses sekolah dan kesehatan bagi keluarga miskin, namun keterbatasan jumlah pendamping serta masalah validasi data membuat distribusi bantuan belum merata. Kuota penerima yang ditentukan pusat juga membatasi desa dalam mengakomodasi warga layak lainnya.
Kelima, untuk mengenalkan produk dan jasa keuangan formal, masyarakat mulai terbiasa dengan rekening bank dan ATM, tetapi literasi keuangan masih rendah karena sosialisasi tidak berkelanjutan dan tidak ada dukungan kelembagaan khusus.
Secara umum, PKH di Desa Sukarjo Mesim memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban masyarakat miskin, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkenalkan layanan keuangan. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah pendamping, validasi data penerima, minimnya dukungan pelatihan ekonomi, birokrasi yang terpusat, rendahnya literasi keuangan, serta akses layanan dasar di wilayah pelosok
2. Dampak dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Melalui bantuan bersyarat, masyarakat terdorong untuk memastikan anak tetap bersekolah, ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan, serta balita memperoleh layanan gizi dan kesehatan. Hal ini memperluas akses layanan dasar bagi keluarga miskin meskipun belum semua merasakan secara merata akibat keterbatasan kuota dan sarana di pelosok.
PKH juga berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran. Bantuan rutin meringankan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Sebagian KPM bahkan mampu memanfaatkannya untuk usaha kecil, meski jumlah bantuan yang terbatas membuat peningkatan pendapatan belum signifikan.
Dari sisi perubahan perilaku dan kemandirian, kegiatan P2K2 menjadi wadah edukasi mengenai pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan. Masyarakat mulai terbiasa menabung dan lebih disiplin dalam menyekolahkan anak, namun kemandirian ekonomi belum tercapai sepenuhnya karena minimnya pelatihan dan pemberdayaan lanjutan.
PKH juga membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memberi kesempatan keluarga miskin mengakses pendidikan dan kesehatan. Namun, persoalan data masih menjadi kendala: ada keluarga layak yang belum terdaftar dan sebaliknya ada yang tidak layak justru menerima bantuan.
Terakhir, PKH memperkenalkan layanan keuangan formal melalui pencairan bantuan via rekening bank dan ATM. KPM mulai memahami manfaat menabung dan mengelola keuangan, walau literasi keuangan masih rendah karena sosialisasi tidak berkelanjutan dan minim dukungan kelembagaan.
Secara keseluruhan, PKH di Desa Sukarjo Mesim berhasil meringankan beban masyarakat miskin, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkenalkan sistem keuangan formal. Namun, tantangan tetap ada pada keterbatasan kuota, akurasi data, minimnya pemberdayaan ekonomi, dan literasi keuangan yang belum merata.
3. Temuan Penelitian
Kebaruan yang penulis temukan dalam penelitian dengan judul Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah:
a. Pendekatan Multidimensional: Pendekatan multidimensional dipakai untuk melihat dampak PKH dari berbagai sisi kehidupan, tidak hanya dari segi ekonomi. PKH terbukti berpengaruh pada pendidikan anak, kesehatan keluarga, kondisi sosial, serta perilaku KPM. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan hasil program secara lebih menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada satu aspek saja.
b. Pelibatan Kelompok Marginal: Pelibatan kelompok marginal penting karena mereka adalah pihak yang masih menghadapi banyak keterbatasan meski sudah menerima bantuan PKH. Melalui pelibatan ini, penelitian dapat mengungkap hambatan nyata yang dialami, seperti sulitnya akses informasi, keterbatasan ekonomi, maupun rendahnya pemanfaatan layanan sosial. Dengan begitu, penelitian tidak hanya menyoroti keberhasilan, tetapi juga menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki agar program lebih merata dan adil.
4. SARAN
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Sukarjo Mesim masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. PKH memiliki lima tujuan utama, yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM; mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial; serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Sukarjo Mesim. Dari kendala yang ditemukan untuk pengembangan kedepan dalam implementasi PKH pada desa sukarjo mesim, perlu melakukan perbaikan sebagai berikut:
1. Disarankan agar Kepala Desa dapat ikut berperan aktif dalam mendukung implementasi PKH, tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas, tetapi juga turut serta dalam mengawasi proses pendataan serta memastikan keluarga yang benar-benar layak dapat terakomodasi sebagai penerima bantuan. Selain itu, Kepala Desa diharapkan mampu menjalin komunikasi intensif dengan pendamping PKH maupun masyarakat, sehingga informasi yang berkaitan dengan program dapat tersampaikan secara merata dan mengurangi potensi kesalahpahaman di tingkat warga.
2. Disarankan agar Pendamping PKH meningkatkan kualitas dan intensitas pendampingan melalui komunikasi yang lebih intens, memberikan edukasi yang berkelanjutan terkait pengelolaan bantuan, serta mendorong KPM untuk lebih mandiri dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pendamping juga diharapkan lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi KPM di lapangan, serta mampu melakukan pendekatan yang humanis agar KPM merasa didampingi dan bukan hanya sekadar penerima bantuan.
3. Disarankan agar KPM yang telah menerima bantuan memanfaatkan dana PKH sesuai dengan tujuan program, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta peluang usaha kecil agar tercapai kemandirian. KPM juga diharapkan memiliki kesadaran untuk mengikuti arahan pendamping, aktif dalam kegiatan pertemuan kelompok, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan agar bantuan yang diterima benar-benar membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga.
4. Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang saat ini masih terdaftar namun kondisi ekonominya sudah lebih baik atau tidak lagi memenuhi kriteria, diharapkan dapat menyampaikan keadaan sebenarnya dengan jujur. Hal ini penting agar bantuan PKH dapat diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang lebih membutuhkan, sekaligus menjaga rasa keadilan dan mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat.
5. Sementara itu, bagi keluarga yang sebenarnya layak menerima bantuan namun belum terdaftar, disarankan agar dapat lebih aktif menyampaikan kondisi ekonominya kepada perangkat desa maupun pendamping PKH. Dengan cara ini, keluarga tersebut bisa dipertimbangkan dalam proses pembaruan data, sehingga peluang untuk memperoleh bantuan sesuai tujuan PKH semakin terbuka. Sikap proaktif dalam mencari informasi terkait mekanisme pendataan ulang juga akan sangat membantu tercapainya distribusi bantuan yang lebih adil dan merata.
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A. PERMOHONAN


Perihal: Permohonan Wawancara 
Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di-


Dumai,18  Juli 2025

Tempat 
Dengan Hormat,
Dalam rangka penulisan skripsi pada Sekolah Tinggi ilmu Administrasi (STIA) lancang Kuning Dumai, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1). Adapun judul penelitian ini adalah "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu:
1. Kepala Desa Sukarjo Mesim
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sukarjo Mesim
3. Masyarakat Desa Sukarjo Mesim
Sehubungan hal tersebut penulis memohon Bapak/Ibu/Saudara/l untuk kesediannya menjawab wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan penulis ajukan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk keperluan penelitian tanpa mempengaruhi prestasi kerja siapapun dan wawancara ini akan terjaga kerahasiaannya.
Atas kesediannya Bapak/Ibu/Saudara/l untuk memberikan bantuan yang sangat berharga nilainya, penulis ucapkan terima kasih,

Hormat Saya



RADIKA 2110090811059
VERBATIM WAWANCARA KEPALA DESA

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

B. Identitas Informan
Nama Informan	:	........................................................................
Hari/Tanggal	:	.........................................................................
Waktu	:	.........................................................................
Jabatan	:	.........................................................................
C. Pertanyaan Wawancara      :
	
	Pewawancara
	Bagaimana Bapak Selaku Kepala Desa melakukan  komunikasi dengan pendamping PKH dalam menyampaikan informasi terkait Program Keluarga Harapan kepada masyarakat?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana Bapak Selaku Kepala Desa bertanggung jawab mendukung sumber daya (tenaga) dalam pelaksanaan program PKH di desa Sukarjo Mesim ini? 

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana Bapak Selaku Kepala Desa menunjukkan sikap dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan? 

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana Bapak selaku Kepala Desa menerapkan struktur dan prosedur birokrasi desa dalam mendukung kelancaran  Program Keluarga Harapan?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana Bapak selaku Kepala Desa apakah pelaksanaan program PKH ini sudah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................





VERBATIM WAWANCARA PENDAMPING PKH

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

A. Identitas Informan
Nama Informan	:	.........................................................................
Hari/Tanggal	:	..........................................................................
Waktu	:	..........................................................................
Jabatan	:	..........................................................................
B. Pertanyaan Wawancara      :
	
	Pewawancara
	Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan saat menyampaikan informasi Program Keluarga Harapan ke Keluarga Penerima Manfaat?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah sumber daya yang Bapak miliki cukup untuk menjalankan tugas sebagai pendamping Program Keluarga Harapan? 

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana sikap Bapak dalam menyikapi tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?  

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apa saja prosedur atau alur birokrasi yang harus dilalui saat menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah Bapak melihat adanya perubahan positif pada Keluarga Penerima Manfaat setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................





VERBATIM WAWANCARA MASYARAKAT

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

A. Identitas Informan
Nama Informan	:	.........................................................................
Hari/Tanggal	:	..........................................................................
Waktu	:	..........................................................................
Jabatan	:	..........................................................................
B. Pertanyaan Wawancara      :
		
	Pewawancara
	Apakah ibu memahami informasi yang disampaikan terkait bantuan Program Keluarga Harapan dan siapa yang menyampaikan informasi tersebut?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah bantuan Program Keluarga Harapan yang diterima sudah sesuai dan mencukupi kebutuhan pokok keluarga ibu? 

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah ada perubahan dalam kebiasaan atau perilaku keluarga setelah menerima PKH (misalnya anak lebih rajin sekolah, kontrol puskesmas, dll)? 

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah menurut ibu Program Keluarga Harapan ini mengurangi beban pengeluaran keluarga?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................

	Pewawancara
	Apakah ibu pernah diarahkan atau dibantu untuk mengenal produk/jasa leuangan (seperti menabung, membuka rekening, dll)?

	Informan
	............................................................................................
............................................................................................
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